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KATA PENGANTAR

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045 bertujuan untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam
perencanaan pembangunan nasional. KLHS RPJPN 2025-2045 menyeimbangkan
pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup dengan
cara mengarahkan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang disusun dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menuju pembangunan yang
berorientasi hijau. Dalam upaya mencapai ekonomi inklusif, ekonomi hijau, dan ekonomi
sirkular, isu lingkungan telah ditempatkan sebagai isu utama yang harus diperhatikan.

KLHS RPJPN 2025-2045 diharapkan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan
dalam proses formulasi kebijakan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan KLHS dan
perencanaan pembangunan bukanlah perencanaan yang terpisah-pisah, melainkan telah
terintegrasi menjadi satu dokumen perencanaan pembangunan yang utuh. Selain itu,
penyusunan dokumen ini bertujuan agar informasinya dapat dipahami oleh semua pihak
melalui perumusan skenario kebijakan yang beragam dan dianalisis menggunakan
proyeksi jangka panjang.

Dengan demikian, skenario kebijakan yang dianalisis dalam KLHS RPJPN 2025-2045 dapat
memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan dalam merumuskan
kebijakan pembangunan yang tidak lagi mengikuti pola "Business as Usual" (BaU), tetapi
mengedepankan intervensi khusus untuk memastikan bahwa pembangunan di masa
depan dapat mencapai target nasional dan didasarkan pada prinsip berkelanjutan secara
lingkungan.

Tim Penyusun

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045



Jakarta, Agustus 2023

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia

Suharso Monoarfa

SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
berkah-Nya, yang telah melimpahkan petunjuk dan karunia-Nya sehingga
Kajian Lingkungan Hidup[ Strategis (KLHS) untuk Rancangan Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dapat kami susun dengan penuh
dedikasi dan semangat untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang disatukan oleh lautan, telah
mengukir sejarah gemilang melalui adicita pendirinya, yaitu Negara
Nusantara Berdaulat Maju dan Berkelanjutan. Kami menyadari bahwa visi
mulia ini tidak akan terwujud dengan mudah. Oleh karena itu, kami dari
Kementerian PPN/Bappenas mengambil inisiatif dengan mengawali
perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 melalui KLHS RPJPN 2025-2045.

Dokumen ini secara keseluruhan menggambarkan tantangan-tantangan
yang harus dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berbasis
pendekatan lingkungan. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai,
Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan seperti middle income
trap, tingkat kemiskinan yang tinggi, serta kesenjangan antar wilayah dan
kelompok pendapatan.

Sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi tantangan yang datang, kami
menyadari bahwa paradigma pembangunan harus berubah. Kolaborasi dari
seluruh elemen bangsa akan menjadi kunci dalam mendorong kemajuan dan
transformasi secara menyeluruh. Selain itu, paradigma pembangunan
nasional sudah seharusnya mengutamakan kelestarian lingkungan. Oleh
karena itu, melalui KLHS RPJPN 2025-2045 menjabarkan beberapa alternatif
rekomendasi terhadap 8 (delapan) misi agenda pembangunan, sebagai
panduan dan langkah konkret dalam mencapai Visi Indonesia Emas yang
lestari.

Misi-misi tersebut mencakup Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi,
Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia, serta Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi. Semua misi ini
ditopang oleh Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan,
Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta
Pencapaian Kesinambungan Pembangunan.

Dalam proses penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045, kami senantiasa
membuka diri untuk menerima masukan dan partisipasi dari seluruh
pemangku kepentingan bangsa. Dengan sinergi dan komitmen bersama,
kami yakin Indonesia akan mampu mengoptimalkan modal dasar yang
dimilikinya, seperti kependudukan, modal manusia, modal sosial dan budaya,
kekayaan alam, dan kekuatan manuver.

Akhir kata, kami berharap KLHS RPJPN 2025-2045 ini dapat menjadi panduan
yang kuat dalam menyongsong masa depan gemilang Indonesia. Mari kita
bersama-sama membangun Indonesia yang berdaulat, maju, berkelanjutan,
lestari, dan bermartabat, demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh
rakyat Indonesia.



SAMBUTAN

Dalam semangat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, kami
dengan bangga mempersembahkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (KLHS RPJPN)
2025-2045. Dokumen ini telah menjalani penyusunan sejak tahun 2023
sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional menuju
masa depan gemilang bagi Indonesia.

Pembangunan nasional ke depan tidak dapat diabaikan, dan kami yakin
bahwa pendekatan berbasis hijau menjadi kunci utama dalam merangkai
keseimbangan antara aspek sosial ekonomi, sumber daya alam, energj,
kebencanaan, dan kualitas lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan
bahwa pembangunan menjadi semakin komprehensif dan berdaya tahan,

dengan memperhatikan bioekoregion dan kelestarian keanekaragaman
hayati sebagai pijakan utama.

Jakarta, Agustus 2023

KLHS RPJPN 2025-2045 merangkum berbagai alternatif skenario kebijakan

yang memberikan informasi mendalam tentang dampak kebijakan sektoral Deputi :;ddaanf;(;:::;i::::l:nr:g::;zirag?{:sli\;:::
terhadap Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Republik Indonesia
serta  sebaliknya, bagaimana  kualitas DDDTLH  mempengaruhi

keberlangsungan pembangunan. Melalui koordinasi yang sinergis antara F
pemangku kepentingan, tujuan pembangunan hijau dapat tercapai dengan

mengoptimalkan hasil sektoral di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. %
Pentingnya penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 terletak pada pemahaman Vivi Yulaswati

menyeluruh yang diharapkan dapat dinikmati oleh semua pihak. Dengan
merumuskan berbagai skenario kebijakan dan menganalisisnya secara
jangka panjang, kami berusaha memberikan wawasan bagi pemangku
kepentingan dalam menyusun kebijakan berbasis pada realitas bahwa
pembangunan ke depan tidak boleh lagi mengikuti pola business as usual
(BAU). Intervensi khusus dan inovatif diperlukan untuk memastikan bahwa
pembangunan masa depan mencapai target nasional, termasuk
meningkatkan ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ekonomi inklusif.

Meskipun kami menyadari bahwa dokumen ini belum sepenuhnya
sempurna, KLHS RPJPN 2025-2045 bersama-sama dengan dokumen RPJPN
2025-2045 menjadi fondasi yang kokoh dalam perencanaan pembangunan
nasional. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Tim
Teknis penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 dan semua pihak yang telah turut
serta dalam penyelenggaraan KLHS RPJMN 2025-2045 ini.

Kami berharap dengan kesungguhan dan sinergi dari seluruh pemangku
kepentingan, pelaksanaan KLHS RPJPN 2025-2045 akan memberikan
kontribusi yang signifikan bagi keberlanjutan lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan Indonesia. Mari bersama-sama menjaga harta paling berharga
ini, alam kita, untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik bagi
generasi mendatang.
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RINGKASAN
EKSEKUTIF

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJPN  2025-2045 Dbertujuan
untuk memastikan RPJPN 2025-2045
telah mengintegrasikan pembangunan
berkelanjutan. KLHS RPJPN 2025-2045
memberi arahan agar pembangunan
ekonomi, sosial dan lingkungan berjalan
secara seimbang dan berkelanjutan.
Untuk mengatasi tantangan
pembangunan yang semakin kompleks
dan dalam rangka mencapai Visi
Indonesia Emas 2045, KLHS RPJPN 2025-
2045 merekomendasikan
pembangunan berkelanjutan dengan
fokus pada penerapan ekonomi hijau,
ekonomi sirkular, dan ekonomi inklusif.

KLHS RPJPN 2025-2045 menggunakan
metode terintegrasi, bukan metode ex-
ante atau ex-post. Pelaksanaan KLHS
2025-2045 berjalan secara bersamaan
dengan penyusunan RPJPN 2025-2045.
Hasil rekomendasi KLHS langsung
disampaikan kepada tim penyusun
RPJPN. Sehingga rekomendasi KLHS
dapat langsung dipertimbangkan dan
diimplementasikan ke dalam dokumen
RPJPN. Masukan dari penyusun RPJPN
ditanggapi langsung oleh penyusun
KLHS, demikian seterusnya, sehingga
berlangsung proses komunikasi dua

arah yang intensif.

B SEA-framework of key

activities (modelling,

decision making, Al, etc)

Proses Penyusunan
KLHS RPJPN

Proses Perencanaan
RPJPN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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Maksud, Tujuan, dan Sasaran KLHS
RPJPN 2025-2045

KLHS RPJPN 2025-2045 bermaksud
untuk memastikan RPJPN 2025-2045
telah  menerapkan  prinsip-prinsip
pembangunan  berkelanjutan.  KLHS
mencegah dan mengantisipasi dampak
negatif pembangunan di masa yang
akan  datang, seperti  kerusakan
lingkungan, pencemaran lingkungan,
dampak perubahan iklim, kesenjangan
sosial dan dampak lainnya. Tujuan KLHS
adalah untuk menerapkan harmonisasi
prinsip pembangunan berkelanjutan ke
dalam pembangunan nasional dengan

Tahapan Penyelenggaraan KLHS

RPJPN 2025 - 2045

Berikut adalah tahapan yang
dilaksanakan dalam rangka penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Nasional 2025 - 2045:

1) Pembentukan Tim Kelompok Kerja
(POKJA) KLHS RPJPN 2025 - 2045;

2) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja
KLHS RPJPN 2025 - 2045;

Identifikas
Kepentingan;

4) Konsultasi Publik Pertama berupa
Penjaringan Isu  Pembangunan
Berkelanjutan (26 Januari 2023);

3) Tahapan Pemangku

5) Tahapan |dentifikasi KRP
Berdampak terhadap Lingkungan
Hidup;

6) Tahapan Analisis Pengaruh,

merupakan uji silang antara Isu

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
2025- 2045

sasaran pada penerapan konsep
ekonomi hijau, ekonomi sirkular dan
ekonomi inklusif.

Metodologi

Kajian
(KLHS)
rangkaian

Lingkungan
RPJPN  2025-2045
analisis  yang
menyeluruh, dan partisipatif yang
digunakan untuk memastikan bahwa
prinsip  pembangunan

Hidup Strategis
adalah
sistematis,

berkelanjutan
telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam  RPJPN.  Metodologi  KLHS
mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan
KLHS.

Pembangunan Berkelanjutan
Strategis, KRP Berdampak
Lingkungan Hidup, dan Analisis 6
Muatan KLHS;

7) Analisis Pengaruh menggunakan
Dinamika Sistem;

8) Penyusunan Alternatif
Rekomendasi KLHS;

9) Analisis Skenario Pembangunan
menggunakan Dinamika Sistem ;

10) Konsultasi Publik Kedua berupa
Penyampaian Alternatif
Rekomendasi KRP KLHS RPJPN
2025 - 2045 dan Penjaringan
Masukan KLHS (31 Mei 2023);

11) Penetapan Rekomendasi KLHS

12) Pengintegrasian Rekomendasi
KLHS ke dalam KRP RPJPN

13) Penjaminan Kualitas KLHS

14) Pendokumentasian KLHS.
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Hasil Penyelenggaraan KLHS RPJPN
2025 - 2045

KLHS RPJPN 2025-2045 menghasilkan
Isu Pembangunan
Strategis sebagai berikut:

Berkelanjutan

1) Keterbatasan Sumber Daya
Alam;

2) Pencemaran Lingkungan;

3) Energi

4) Kebencanaan; dan

5) Sosial Ekonomi
Untuk  mengetahui KRP  yang
berdampak lingkungan hidup telah

Identifikasi Muatan KRP
Berdampak Lingkungan Hidup

INDONESIA

Setelah mengidentifikasi KRP dengan
potensi dampak lingkungan,
selanjutnya dilakukan sintesis yang
mengaitkan KRP  dengan isu
pembangunan berkelanjutan strategis,
sehingga dapat dihasilkan  tiga
Kelompok Utama KRP, yakni:

1) Transformasi Ekonomi
2) Transformasi Sosial
3) Transformasi Ketahanan Sosial

Budaya dan Ekologi.

Setelah  menentukan
berdampak pada

KRP  vyang
lingkungan,

Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
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dilakukan proses identifikasi muatan
KRP melalui tahap pengkajian dasar-
dasar penyusunan KRP termasuk visi,
misi, dan
belakang, konsep makro, desain besar,
peta jalan, serta strategi, skenario,
desain, struktur,
pelaksanaan. Penentuan KRP dalam
KLHS RPJPN dilakukan melalui sintesis
dan diskusi antara Tim POKJA KLHS dan

tujuan, sasaran, latar

dan teknis

pemangku kepentingan di berbagai
kementerian/lembaga. Identifikasi KRP
berdampak lingkungan hidup

menghasilkan 7 (tujuh) KRP sebagai
berikut:

Bertujuan untuk Mengetahui KRP Mana yang
Perlu Dikaji Lebih Lanjut dalam KLHS

Proses Identifikasi Muatan KRP Berdampak LH :

2, K

) Dasar - Dasar Penyusunan KRP
iri K

3. Muatan serta Arahan KRP

selanjutnya dilakukan proses uiji silang
antara KRP, Isu PB strategis, dan 6
muatan KLHS untuk mengidentifikasi
dampak dan/atau risiko kebijakan

terhadap lingkungan. Analisis ini
berfokus pada pencapaian
pertumbuhan ekonomi melalui

pendekatan ekonomi hijau, inklusif,
dan sirkular, mengintegrasikan aspek
ekonomi, sosial, dan lingkungan demi
kontinuitas jangka panjang.
Penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045
menggunakan pendekatan dinamika
sistem.
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Isu Pembangunan
Berkelanjutan
Strategis KLHS

Produktivitas Faktor
Total (TFP)

Target Pertumbuhan
Ekonomi

Analisis model dinamika sistem KLHS
RPJPN  bertujuan untuk merespons
perubahan paradigma pembangunan
yang kompleks agar selalu mengarah
pada pembangunan yang berkelanjutan,
tidak hanya fokus pada pertumbuhan
ekonomi, namun juga pada keadilan
sosial dan perbaikan kualitas lingkungan.
Hasil analisis ini kemudian digunakan
sebagai landasan dalam merumuskan
penyempurnaan dan  rekomendasi
untuk setiap KRP, demi menciptakan
RPJPN yang mengarah pada
pembangunan nasional Indonesia yang
berkelanjutan, inklusif, sirkular, dan hijau
untuk 20 tahun ke depan.

Model dinamika sistem KLHS RPJPN juga
digunakan untuk formulasi skenario
alternatif  terhadap KRP.  Skenario
alternatif tersebut nantinya terintegrasi
dengan perumusan KRP RPJPN 2025-
2045 guna mencapai pertumbuhan
ekonomi nasional melalui pendekatan
ekonomi hijau, sirkular dan inklusif.
Terdapat 3 (tiga) skenario KLHS RPJPN
2025-2045, yaitu Business as usual, Fair

dan Ambitious. Berdasarkan analisis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
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AR

| |
Aktivitas Ekonomi

Total Investasi

KLHS, untuk mencapai Indonesia
Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan di
tahun 2045 maka Indonesia harus
menerapkan skenario ambitious. Hasil
KLHS berupa skenario Business as usual,
Fair dan Ambitious disampaikan sebagai
berikut.

Skenario yang meneruskan kebija-
kan dan praktik ekonomi saat ini
tanpa perubahan signifikan, cend-
erung mengabaikan dampak
lingkungan dan sosial yang mungkin
timbul.

Business
as Usual

Skenario yang mencapai keseimban-
Fair gan antara pertumbuhan ekonomi,
perlindungan lingkungan, dan kese-
jahteraan sosial, dengan perhatian
pada keadilan dan keberlanjutan.

Skenario yang memiliki target dan
tindakan ambisius untuk mencapai
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan
lingkungan, dengan menerapkan
kebijakan ekonami hijau, ekonomi
sirkular, dan ekonomi inklusif secara
progresif.. Selain itu pemerintah
berkomitmen tinggi pada keberlan-
jutan dengan wewenang dan
kapasitas yang kuat.

Ambitious

0.
'
renstormasi L tahanan Sosial
7o Sosial udaya dan Ekolog]

XV



Ilr'V-P@

@ Transformasi Sesial

Skenario populasi menurut metode

memperkirakan
peningkatan populasi dari 280.283.581
jiwa pada tahun 2025. Untuk mencapai
pertumbuhan populasi yang seimbang
pada tahun 2045 digunakan model
Ambitious, dimana peningkatan populasi

menjadi 308.493.520 jiwa.

Business as  Usual

Skenario Business as Usual
memperkirakan peningkatan rata-rata
lama bersekolah dari 7,5 tahun pada
tahun 2025, menjadi 11,5 tahun pada
tahun 2045. Untuk mencapai Indonesia
2045, diperlukan

ambitious yang

Emas  tahun
pendekatan
memproyeksikan peningkatan rata-rata

lama bersekolah menjadi 12 tahun.

Skenario Business as Usual pada tahun
2025 memperkirakan  peningkatan
angka harapan hidup dari 74,4 tahun,
model tersebut berdasarkan asumsi
tidak ada perubahan signifikan dalam
faktor yang memengaruhi kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat. Dengan
skenario Ambitious, diperoleh proyeksi
peningkatan angka harapan hidup
menijadi 80 tahun pada tahun 2045.

Skenario Business as
memperkirakan  pertumbuhan  PDB
pada tahun 2025 sebesar 5,32%, bila
tidak ada  perubahan  kebijakan
signifikan. Namun, dengan pendekatan
alternatif Ambitious, pertumbuhan PDB
diharapkan dapat meningkat menjadi
5,35% per tahun pada tahun 2045.

Transformasi Ekonomi

Usual
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Skenario Business as Usual menunjukkan
Indeks  Ekonomi  Hijau  Indonesia
mencapai 70,80% pada 2025. Untuk
mencapai target yang lebih tinggi, yaitu
90,65%  pada 2045, diperlukan
pendekatan ambitious, yang menuntut
usaha signifikan dalam mengadopsi
praktik ekonomi berkelanjutan.

Ketahanan Sosial Budaya
dan Ekologi

Sll.

KLHS telah mengembangkan berbagai
skenario dalam rangka Transformasi
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
dengan cara berbagai
skenario dengan fokus pada sumber
daya alam, kualitas lingkungan, energi,
dan kebencanaan.

> Sumber Daya Alam

Skenario Business as Usual menunjukan

membuat

penurunan luas lahan sawah dari
7.517.505 hektar pada tahun 2025
menjadi 6.236.752 hektar pada 2045.
Namun, dengan pendekatan skenario
yang lebih Ambitious, diperkirakan dapat
mempertahankan luas lahan sawah
lebih baik, dengan proyeksi mencapai

6.290.152 hektar pada 2045.

Skenario Business as Usual menunjukan
penurunan luas tutupan hutan dari
86.987.250 hektar di tahun 2025
menjadi 79.974.731 hektar di 2045.
Namun, Ambitious, yang
mencakup  implementasi  kebijakan
spesifik untuk menekan laju penurunan

skenario

lahan hutan, dapat mempertahankan
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luas tutupan hutan hingga 87.829.781
hektar di 2045.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya
air yang baik, terdapat
kebijakan yang saling melengkapi dan
berurutan.

sejumlah
Pertama, kebijakan satu
pintu untuk pengelolaan sumber daya
air memungkinkan koordinasi yang
efektif sektor-sektor  yang
membutuhkan air. Hal ini mengurangi
tumpang tindih dan konflik penggunaan
air, sehingga pengelolaan sumber daya
air menjadi lebih efisien.

antara

Skenario metode Business as Usual
menggambarkan penurunan
kelimpahan spesies dari 49,09% pada
tahun 2025 menjadi 44,71% pada tahun
2045.  Namun, pendekatan
Ambitious, nilai kelimpahan spesies di
tahun 2045 dapat ditingkatkan menjadi
47,15%.

e? Kualitas Lingkungan Hidup

Skenario Business as Usual menunjukkan
pada tahun 2025 menunjukkan bahwa
persentase sampah terkelola mencapai
59,70%. Sedangkan pada tahun 2045,
diperkirakan bahwa sampah terkelola
dengan skenario Ambitious pada tahun
2045 menunjukkan persentase yang
jauh lebih tinggi, yaitu 93%. Melalui

melalui

skenario Ambitious, diharapkan adanya
peningkatan dalam
pengelolaan sampah,
pengumpulan, pemilahan, daur ulang,
dan pengolahan sampah yang lebih
efisien.

infrastruktur
termasuk

Selanjutnya pada aspek pengelolaan air
limbah dengan skenario Business as
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Usual (BaU) pada tahun 2025 sebesar
22.167.661 BOD
Sementara itu dengan menggunakan
pendekatan skenario
memproyeksikan persentase BOD yang
tidak terkelola sebesar 12.584.000 BOD
standar/tahun pada tahun 2045

| L1 .
- Energi
-

Skenario Business as Usual menunjukan
nilai kebutuhan konsumsi listrik per
kapita pada tahun 2025 sebesar
1.324,20 kWh. Sedangkan dengan
skenario ambitious diperkirakan bahwa

standar/tahun.

Ambitious

konsumsi listrik per kapita akan
mencapai 4.159,03 kWh pada tahun
2045, Nilai ini mencerminkan perkiraan
jumlah konsumsi listrik yang diharapkan
per individu atau per penduduk di
Indonesia pada tahun tersebut.

Selanjutnya, skenario Bauran Energi
Baru dan Terbarukan (EBT) dalam Energi
Primer, menggunakan skenario Business
as Usual mencapai 13,48% pada tahun
2045. Sedangkan dengan menggunakan
akan meningkat
sampai dengan 70% pada tahun 2045.

skenario Ambitious

Skenario pada penurunan intensitas
GRK dengan menggunakan
skenario Usual  akan

emisi
Business  as
berkurang hanya sampai dengan 9,62%.
Sedangkan alternatif skenario dengan

menggunakan  skenario  Ambitious,
penurunan intensitas emisi GRK akan
meningkat sampai dengan hingga
51,51% pada tahun 2045.

Dalam  skenario  sektor  energj
ketahanan energi  merujuk pada
kemampuan suatu negara untuk

memastikan pasokan energi yang cukup,
stabil, dan terjangkau bagi seluruh
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masyarakat serta sektor ekonomi.
Sementara itu, terhadap
bencana dan perubahan iklim menjadi
hal yang krusial untuk menghadapi
tantangan lingkungan yang semakin

kompleks.

A

resiliensi

Skenario  Business as Usual dalam
konteks  perlindungan  sosial  dan
adaptasi terhadap bencana

menunjukkan bahwa dengan penerapan

metode konvensional dalam
perencanaan dan perlindungan,
kerugian akibat
diperkirakan mencapai 0,14% dari PDB
pada tahun 2025. Hal
menggambarkan dampak dari
perubahan iklim dan bencana yang
masih terjadi, termasuk masalah seperti

penurunan tanah di Pantai Utara Jawa,

ekonomi bencana

tersebut
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bencana banjir 100 tahunan di kota-kota
besar, serta kerugian di sektor kelautan,
air, dan kesehatan. Namun, dengan
pendekatan Ambitious, di mana upaya
perlindungan pesisir, perencanaan tata
ruang yang mempertimbangkan risiko
bencana, pengembangan
peringatan  dini, serta

sistem
penguatan

ekologi
diintensifkan, diperkirakan pada 2045
dapat ditekan
menjadi hanya 0,11% dari PDB.Secara
keseluruhan, penyusunan KLHS RPJPN
2025-2045 mencerminkan komitmen
kuat terhadap pembangunan
berkelanjutan yang berkesinambungan,
yang sejalan dengan RPJPN 2025-2045.
Implementasi efektif strategi ini akan
memerlukan koordinasi antar sektor,
pemantauan dan evaluasi berkelanjutan,
serta partisipasi aktif dari semua pihak
yang terlibat.

ketahanan sosial dan

kerugian  ekonomi
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s LATAR BELAKANG

PERAN KLHS : Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN

2025-2045 bertujuan untuk memastikan implementasi pembangunan berkelanjutan |
dalam RPJPN 2025-2045, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan |
ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Mengingat tantangan yang
semakin kompleks dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. KLHS mendorong imple-
mentasi ekonomi hijau, meskipun masih terdapat beberapa hambatan. |

TUJUAN : Dalam menjamin pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dan men-
gantisipasi dampak negatif pada pembangunan di masa mendatang. Tujuan ini dicapai |
melalui integrasi dan harmonisasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan konsep |
ekonomi hijau dan inklusif, yang menekankan pembangunan ekonomi bertanggung
jawab lingkungan yang adil dan merata. I

SEA - framework of
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RPJPN lingkungan dengan memperhatikan keterbatasan dan
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. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS RPJPN 2025-2045 |
. Tahapan Identifikasi Pemangku Kepentingan |
. Konsultasi Publik Pertama KLHS RPJPN 2025 - 2045 - Penjaringan Isu Pembangunan [
erkelanjutan (26 Januari 2023)
. Proses Analisis KLHS l
. Konsultasi Publik Kedua - Rekomendasi KRP KLHS RPJPN 2025 - 2045 (31 Mei 2023) |
Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam RPJPN 2025 - 2045 |
. Penjaminan Kualitas KLHS
. Pendokumentasian KLHS |
)

kDOO\lO\U'IUJ-bUUN—‘



[Zs
C

BAB 1
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045
bertujuan untuk menjamin RPJPN 2025-2045 mengimplementasikan
pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan
yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan sosial dan
kelestarian lingkungan hidup. Saat ini ketimpangan sosial masih terjadi dan kerusakan
lingkungan semakin serius, sehingga penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 menjadi sangat
relevan dalam melengkapi RPJPN 2025-2045. Tantangan Indonesia untuk mencapai
sasaran Visi Indonesia Emas 2045 semakin berat dan kompleks, seperti dalam aspek
ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, diplomasi, ketahanan sosial
budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen
pembangunan. Oleh karena itu, peran penting KLHS RPJPN 2025-2045 semakin
diperlukan.

Sebagai contoh, tantangan pada sektor ekonomi adalah tingkat produktivitas yang masih
rendah, persaingan global yang semakin meningkat dan dampak kegiatan ekonomi
berupa kerusakan lingkungan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
dengan tetap memerhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan, maka penerapan
ekonomi hijau menjadi sangat penting. Untuk menerapkan ekonomi hijau, Indonesia
masih mengalami kendala seperti penggunaan energi fosil yang masih tinggi, emisi gas
rumah kaca yang tinggi, pengelolaan limbah industri yang masih lemah, dan regulasi serta
sistem insentif yang belum memadai. Oleh karena itu, RPJPN 2025-2045 yang
bersinergi dengan KLHS RPJPN 2025-2045 yang mendorong penerapan ekonomi
hijau sebagai solusi bagi Indonesia di masa mendatang.

Indonesia yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai potensi ekonominya
harus sangat memerhatikan ketahanan ekologi. Ketahanan ekologi yang tinggi dapat
menjaga keanekaragaman hayati, meminimalisir risiko bencana terkait ekologi,
mengendalikan kerusakan lingkungan, dan menjaga ketahanan pangan melalui
keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi dan air. Dalam konteks ini,
dokumen KLHS menjadi arahan dalam mewujudkan ketahanan ekologi. KLHS dapat
menjadi panduan strategis bagi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan ekologi dan
penyelesaian permasalahan perubahan lingkungan yang kompleks. Melalui upaya yang
terencana dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat mencapai tujuan-tujuan dalam
Visi Indonesia Emas 2045 menuju Indonesia yang adil, makmur, lingkungan hidup yang
lestari, dan masyarakat sejahtera.
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1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan Indonesia untuk periode 20 tahun, yang merupakan
penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia dan tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam
bentuk visi, misi dan arahan pembangunan nasional. Mengacu pada Undang-Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
dijelaskan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi
dengan menjunjung prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
nasional. Saat ini, RPJPN 2005 - 2025 akan segera mencapai akhir periodenya, sehingga
untuk menjamin ketepatan waktu serta kualitas perencanaan pembangunan periode
selanjutnya, Pemerintah Indonesia perlu menyusun RPJPN untuk periode 2025 - 2045.

Secara garis besar, RPJPN 2025 - 2045 memuat visi dan misi pembangunan
nasional, serta arah kebijakan yang bersifat umum terhadap perencanaan
pembangunan nasional. Selaras dengan asas yang mendasari penyusunan RPJPN
2025-2045 yang mengedepankan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, serta
sesuai dengan mandat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020, Undang-Undang No. 32
Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016, pemerintah pusat melalui
Kementerian PPN/Bappenas perlu untuk menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) demi memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah

menjadi dasar dan terintegrasi dalam RPJPN 2025 - 2045.

Berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016, penyelenggaraan KLHS untuk RPJPN 2025 - 2045
dilaksanakan mulai dari tahapan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan, pengkajian
pengaruh dari penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) yang berlaku saat
ini serta pengkajian KRP menggunakan pendekatan 6 muatan KLHS. Hasil dari berbagai
analisis tersebut kemudian dilakukan proses sintesis menggunakan pendekatan dinamika
sistem untuk dapat mengetahui keterkaitan antar dampak dan risiko KRP sehingga dapat
dasar rekomendasi terhadap dokumen RPJPN 2025-2045.

Melalui penyelenggaraan KLHS untuk RPJPN 2025 - 2045, arahan pembangunan nasional
yang dituangkan dalam KRP dapat mengedepankan dan mempertimbangkan prinsip
pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi
inklusif, sehingga target pertumbuhan di sektor ekonomi dan sosial yang telah disusun di
dalam RPJPN dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga keberlangsungan lingkungan
hidup dan keadilan sosial.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025 -
2045 adalah sebagai berikut:

1)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4925);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Pengganti Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

13) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 (Pengganti Peraturan Presiden Nomor 68

Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara);

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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14) Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

15) Permendagri 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah.

1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 adalah untuk mengintegrasikan hasil
analisis KLHS ke dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) RPJPN untuk
memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah tertuang dalam KRP
RPJPN dan semua dampak negatif yang mungkin terjadi dalam proses perencanaan
pembangunan di Indonesia dalam periode 20 tahun ke depan dapat diantisipasi.

Tujuan penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 adalah untuk mengintegrasikan dan
menyelaraskan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui konsep ekonomi hijau dan
ekonomi inklusif yang mengedepankan pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab
terhadap lingkungan hidup, serta dilakukan secara adil dan merata bagi semua lapisan
masyarakat yang diintegrasikan ke dalam muatan kebijakan, rencana dan/atau program
(KRP) RPJPN 2025 - 2045.

Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen KLHS RPJPN 2025 - 2045
yang memuat kajian pengaruh KRP, muatan KRP yang mengantisipasi dampak dan/atau
risiko terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan muatan KRP yang
berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui konsep ekonomi hijau
dan ekonomi inklusif yang tertuang dalam kebijakan, rencana dan/atau program (KRP)
RPJPN 2025 - 2045.

1.4 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 meliputi dua aspek,
yaitu aspek ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup kegiatan. Uraian mengenai aspek
ruang lingkup wilayah, dan ruang lingkup kegiatan secara lengkap dijelaskan sebagai
berikut dibawah ini.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 meliputi wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara astronomis terletak pada koordinat 6°
LU - 11 ° LS dan 95° BT - 141° BT. Secara administratif, wilayah Indonesia meliputi seluruh
wilayah administrasi yang diatur berdasarkan Kepmendagri 050-145 Tahun 2022, dengan
luas wilayah sebesar 1.892.555,47 km?. Sedangkan secara geografis, wilayah Indonesia
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terletak di antara dua benua, yaitu Asia, dan Australia, dan juga diapit oleh dua samudra,
yaitu Samudra Pasifik, dan Samudera Hindia.

Wilayah studi dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 meliputi seluruh wilayah yang
tercakup dalam lingkup RPJPN, yakni seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Adapun secara luas dan administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri (Kemendagri) Tahun 2022 Nomor 100.1-1-6117 tentang Kode-kode dan Informasi
Daerah Administrasi Pemerintahan di Indonesia adalah seluas 1.892.410,091 km?,
meliputi 37 provinsi. Setelah keputusan tersebut terbit, terdapat penambahan Provinsi
Papua Barat Daya yang sudah disahkan oleh DPR Rl pada Rapat Paripurna DPR Rl ke 10
Masa Persidangan | Tahun Sidang 2022-2023. Sehingga jumlah provinsi di Indonesia
secara resmi memiliki 38 Provinsi. Peta provinsi di Indonesia tersaji pada Gambar 1.1.

i 1:6.630.774

Sumber!
1. Batas Wilayah (TASWIL) berupa Kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. SRS ID (Spatial Reference System Identifier) berupa SRGI 2013
3. UUPP (Referensi Batas yang isinya Kesepakatan Hasil Delineasi pada tahun tertentu)

Gambar 1.1 Peta Provinsi di Indonesia
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1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 meliputi:

Identifikasi isu

pembangunan berkelanjutan

1.

Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari (a) penjaringan isu dari
pemangku kepentingan melalui konsultasi publik, (b) analisis isu global dan
nasional, (c) analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional, (d)
evaluasi pelaksanaan RPJPN 2005-2025 khususnya bidang lingkungan hidup
sebagai dasar penyusunan KRP RPJPN periode 2025 - 2045, dan (e) analisis kondisi
wilayah Indonesia;

Identifikasi dan

Pengumpulan Data KRP

2.

Identifikasi dan pengumpulan data serta informasi mengenai KRP yang
memberikan dampak terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup
serta biogeofisik melalui metode yang disepakati, seperti focus group discussion
(FGD) dan sebagainya;

Analisis pengaruh KRP
RPJPN 2025-2045

3.

Analisis pengaruh KRP RPJPN 2025-2045 terhadap kondisi sumber daya alam dan
lingkungan hidup serta sektor/bidang yang telah ditentukan;

4. Analisis muatan KLHS terhadap setiap KRP yang berdampak terhadap lingkungan

Pengintegrasian
rekomendasi KLHS

5.

hidup;

Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam KRP RPJPN 2025-2045 untuk
memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan dalam
perencanaan pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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1.5 Metodologi Penyusunan KLHS RPJPN

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif yang digunakan untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
(Pasal 1 ayat 1 PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS). KLHS
menggunakan pendekatan strategis untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-
langkah vyang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemnampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa
depan.

Penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025-2045 mengacu pada PP No. 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Dalam PP 46/2016 pasal 2 ayat (1) dan
ayat (2), dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana,
dan/atau Program.

KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi terhadap:

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJPN, RPJP daerah, RPJM
nasional, dan RPJM daerah; dan

b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Implementasi KLHS dalam peraturan ini menegaskan bahwa KRP yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b, meliputi diantaranya KRP pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang
ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko lingkungan hidup meliputi:
1) Perubahan Iklim;
2) Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan Keanekaragaman Hayati;
3) Peningkatan Intensitas dan Cakupan Wilayah Bencana Banijir, Longsor, Kekeringan,
dan/atau Kebakaran Hutan dan Lahan;
4) Penurunan Mutu dan Kelimpahan Sumber Daya Alam;
5) Peningkatan Alih Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Lahan;
6) Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin atau Terancamnya Keberlanjutan
Penghidupan Sekelompok Masyarakat; dan/atau
7) Peningkatan Risiko Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Manusia.

Tahapan penyusunan KLHS pada PP No. 46 Tahun 2016, secara umum dijelaskan dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, berikut merupakan uraian lengkap dalam tahapan
penyusunan KLHS:

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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[AS)
C

Pasal 6:

Pasal 7:

Pasal 8, 7,

dan9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15
Pasal 16

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS

Tahapan pelaksanaan pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi

Lingkungan Hidup, yang terdiri dari:

a) Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan
(PB);

b) Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan
pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, dan

€) Analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan Isu PB
dengan hasil identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi

menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

|dentifikasi Isu PB Strategis;

Identifikasi materi muatan KRP;

Analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan Isu PB dengan

hasil identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan

pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

Hasil analisis pengaruh untuk menentukan lingkup, metode, teknik,

dan kedalaman analisis.

Penentuan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis memuat

hasil kajian tentang:

a) Kapasitas DDDT Lingkungan Hidup untuk pembangunan;

b) Perkiraan mengenai dampak dan risiko Lingkungan Hidup;

C) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;

d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA);

e) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
dan

f) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pelaksanaan pengkajian pengaruh, dilaksanakan oleh penyusun
KLHS yang memiliki standar kompetensi

Perumusan alternatif penyempurnaan KRP

Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan KRP.
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Pasal 19 : Penjaminan Kualitas

Berdasarkan uraian pasal-pasal dalam PP 46 Tahun 2016 tersebut, tahapan
penyelenggaraan KLHS dapat diringkas menjadi 11 (sebelas) tahapan sebagai berikut:

) Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB);
) Perumusan Isu PB Strategis;
) Perumusan Isu PB Prioritas;
) Analisis Materi Muatan KRP Berdampak Lingkungan Hidup;
5) Analisis Pengaruh;
) Analisis Kajian Muatan;
) Perumusan Alternatif Penyempurnaan KRP;
) Perumusan Rekomendasi Perbaikan KRP;
) Pengintegrasian dan Penjaminan Kualitas;
0) Pendokumentasian; dan
1)  Validasi.

Identifikasi
Isu P8 Identifikasi Materi

Muatan KRP

2 Isu PB yang
Paling Strategis

3
Isu PB Prioritas

Konsultasi ‘ '

Publik 5
Analisis Pengaruh

, Jasa Perubahan
{ peeT

7 ‘ 8 o Sem— 10
Rumusan Rekomendasi Penjaminan Pendoku-
- FEMARANKRE - Kualitas ‘ mentasian -

v

Materi Muatan KRP
yang Berdampak

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.2 Tahapan Penyelenggaraan KLHS Berdasarkan PP 46/2016
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1.5.1 Muatan Penyusunan KLHS

Muatan penyusunan KLHS RPJPN 2025-2049 yang utama adalah 6 muatan KLHS dan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Enam muatan KLHS meliputi:

—_

Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup

W N

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam

Ul

Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim

)

)

) Kinerja layanan/jasa ekosistem

)

)

) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

9))

QY

Analisis Kapasitas Daya Analisis Perkiraan Dampak Analisis Kinerja Layanan
Dukung Sumberdaya Alam dan Risiko Lingkungan Ekosistem

Ana lisis LELRSEIERE LT Hidup

Lingkungan Hidup

6 Muatan KLHS

Analisis Efisiensi Peman-  Analisis Tingkat Kerentan- Analisis Tingkat Ketahanan
faatan Sumber Daya Alam  an dan Kapasitas Adaptasi Dan Potensi Keanekarag-
Terhadap Perubahan Iklim aman Hayati

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.3 Analisis 6 Muatan KLHS
Penjelasan tentang enam muatan KLHS disampaikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut.

Tabel 1.1 Aspek Muatan KLHS

e Kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung suatu
aktifitas sampai pada batas tertentu;

Kapasitas daya dukung dan daya e Untuk menentukan apakah suatu kegiatan masih dapat
tampung lingkungan hidup untuk ditambahkan dalam suatu ekosistem tertentu atau untuk
pembangunan menentukan apakah suatu kawasan lingkungannya masih
mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk
hidup lain.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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e Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat
asimilasi media ketika menerima gangguan dari luar. Indikator
yang digunakan biasanya pencemaran dan kemampuan
media mempertahankan habitat di dalamnya.

e Bisa diukur dari beberapa variabel antara lain daya dukung
tanah/lahan dan air.

e Dampak suatu kegiatan terhadap perubahan lingkungan
hidup yang mendasar;

o Bisa diukur dari beberapa media lingkungan antara lain: tanah,
air, udara, atau seperti yang tertuang dalam penjelasan
UUPPLH Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Layanan atau fungsi ekosistem yang dapat dikategorikan dalam

4 (empat) jenis layanan, yaitu:

e Layanan fungsional (provisioning services): Jasa/produk

Perkiraan mengenai dampak dan risiko
lingkungan hidup

yang didapat dari ekosistem, seperti misalnya sumber daya
genetika, makanan, air dll.

e Layanan regulasi (regulating services): Manfaat yang
didapatkan dari pengaturan ekosistem, seperti misalnya
aturan tentang pengendalian banjir, pengendalian erosi,
pengendalian dampak perubahan iklim dll.

e Layanan kultural (cultural services): Manfaat yang tidak

Kinerja layanan/jasa ekosistem

bersifat material/terukur dari ekosistem, seperti misalnya
pengkayaan spirit, tradisi, pengalaman batin, nilai-nilai estetika
dan pengetahuan.

e Layanan pendukung kehidupan (supporting services):
Jasa ekosistem yang diperlukan manusia, seperti misalnya
produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, air dll.

Nilai manfaat sumber daya alam, dapat diukur atau dikuantifikasi

Efisiensi pemanfaatan sumber daya o ) )
ke dalam nilai moneter dengan metode valuasi ekonomi

alam )

lingkungan.

e Kondisi lingkungan yang diukur dari kemungkinan dampak
Tingkat kerentanan dan kapasitas perubahan iklim, apakah semakin memburuk (seperti misalnya
adaptasi terhadap perubahan iklim peningkatan muka air laut atau perubahan cuaca yang ekstrim)

atau mempunyai daya lenting/kapasitas untuk menyesuaikan.
e Kondisi  lingkungan  yang  diukur  dengan  indeks
keanekaragaman hayati, apakah cenderung tetap, menurun
atau meningkat.
o Ukuran lain bisa dipakai, seperti kepunahan, kemerosotan dan

Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati

kerusakan.

Sumber: Hasil Analisis, 2023
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Hubungan antara tiap muatan KLHS dijelaskan dalam Gambar 1.4.

— & 9 TPB/SDGs
B GOALS ﬂ
s
Efisiensi SDA ? Tidak Efisien A Risiko Lingkungan
(Neraca SDA dan Valuasi > 'ev\ Ketimpangan Ekonomi
‘\\ Lingkungan) Deforestasi AT Ketimpangan Sosial
Over Fishing
Land Use Change
( + ) City Sprawl
Slum Area ,' Bahaya

Daya Dukung dan Daya Tampung (-) IF;el‘rubahan
im

Siklus positif, T Provision (Penyediaan)
Pembangunan (\.' Regulation (Pengaturan) v

. Cultural (Budaya)
Terjadi secara I Supporting (Pendukung) Risiko Perubahan Iklim

Berkelanjutan

Keanekarangaman Hayati
(Ekosistem, Spesies, Gen)

Siklus negatif, pembangunan terjadi secara
tidak berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.4 Tahapan Analisis 6 Muatan KLHS

Gambar 1.8 menjelaskan hubungan tiap muatan KLHS. Muatan keanekaragaman hayati
dalam KLHS berupa ekosistem dan spesies. KLHS dilaksanakan menggunakan
pendekatan bentang alam, sehingga setiap ekosistem perlu diidentifikasi
keanekaragaman hayatinya, seperti ekosistem hutan, sungai, danau, perkebunan,
pemukiman, dan sebagainya. Setiap ekosistem ini akan menghasilkan jasa ekosistem. Jasa
ekosistem hanya berupa penyediaan (supply) dari alam, sebelum dipergunakan manusia.
Sedangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) telah
mempertimbangkan penyediaan (supply) dan pemakaian oleh manusia (demand).
DDDTLH telah terlampaui artinya demand lebih besar dari supply. Efisiensi Sumber Daya
Alam merupakan skenario yang harus dikembangkan oleh KLHS. Jika KLHS mampu
mengarahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien maka akan mendukung
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (siklus ke kiri). Siklus ini merupakan siklus positif,
artinya pembangunan akan berlangsung secara berkelanjutan. Dan sebaliknya, jika KLHS
gagal mengarahkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, pembangunan tidak terjadi dengan
efisien, maka akan terjadi dampak lingkungan berupa risiko lingkungan, ketimpangan
ekonomi dan ketimpangan sosial. Dengan adanya bahaya perubahan iklim, maka dampak
lingkungan akan semakin membahayakan. Perubahan iklim merupakan faktor penguat
dampak lingkungan, sehingga dampak lingkungan menjadi lebih kuat dan
membahayakan. Jika ini terjadi maka risiko lingkungan terkait perubahan iklim akan
memburuk. Risiko lingkungan dan risiko perubahan iklim akan mengurangi kelestarian
keanekaragaman hayati, mengurangi jasa ekosistem dan juga mengurangi DDDTLH. Siklus
ini jika terjadi secara terus menerus, akan semakin mengurangi kelestarian lingkungan
sehingga pembangunan terjadi secara tidak berkelanjutan.
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Dalam konteks KLHS RPJPN 2025-2045, KLHS memiliki tujuan utama untuk menciptakan
KRP yang dapat meminimalkan trade-off di antara target sektor ekonomi, sosial,
dan lingkungan dengan kemampuan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan
Hidup (DDDTLH). Trade-off ini merujuk pada situasi di mana pencapaian tujuan di salah
satu sektor dapat mengorbankan sektor lainnya atau mengancam keseimbangan
lingkungan hidup (lihat Gambar 1.5).

1
INTER-RELATED HUMAN ACTIVITIES CARRYING CAPACITY

(T— JE—— )

4 e N
ENERGI INDUSTRI AR

Dampak/Tekanan
iii -

i J DAYA TAMPUNG KELAUTAN

@ 'I: co,) =
— i DAYA DUKUNG )
Ketersediazn
PERTANIAN KEHUTANAN EMISI

KEBIJAKAN

KEANEKARAGAMAN
PEMBANGUNAN @( e
—

PERMUKIMAN PERIKANAN DLL i TUTUPAN LAHAN g
) oo & .

-

TARGET
SEKTOR

INTENSITAS EMISI | EMISI GRK

TRADE OFF | EKONOMI |KEMISKINAN

Sumber: Dokumen KLHS RPIMN 2020-2024

Gambar 1.5 Bagan Alir Perumusan KRP Sektoral dengan Pertimbangan Muatan Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Selama proses perumusan KRP yang telah terintegrasi dengan KLHS, tujuan yang
diinginkan untuk setiap sektor ditetapkan. Misalnya, target ekonomi dapat mencakup
pertumbuhan ekonomiyang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, tujuan sosial mungkin termasuk mengurangi
kesenjangan sosial, meningkatkan akses ke layanan dasar, dan meningkatkan kualitas
hidup masyarakat. Tujuan lingkungan mungkin meliputi perlindungan ekosistem,
pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pemulihan lahan terdegradasi.

Namun, dalam upaya mencapai tujuan sektor-sektor tersebut, penting untuk
mempertimbangkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Kemampuan daya dukung mengacu pada kapasitas ekosistem dan sumber daya alam
untuk menyediakan jasa ekosistem dan mendukung keberlanjutan sektor-sektor
tersebut. Kemampuan daya tampung mengacu pada batas maksimum yang dapat
ditampung atau dipulinkan oleh lingkungan tanpa mengalami kerusakan yang signifikan.
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Komponen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki pengaruh
terhadap intensitas pencemaran dan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Daya dukung
mengacu pada kemampuan lingkungan hidup untuk menopang keberlanjutan aktivitas
manusia, sementara daya tampung menggambarkan kapasitas lingkungan untuk
menyerap emisi dan dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Dua
komponen ini berhubungan dengan intensitas pencemaran dan emisi GRK sebagai
berikut:

1) Daya dukung lingkungan hidup melibatkan kemampuan ekosistem untuk
menyediakan sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia, seperti air bersih,
udara bersih, dan keanekaragaman hayati. Jika aktivitas manusia melebihi daya
dukung lingkungan, dapat terjadi penurunan kualitas sumber daya alam dan
degradasi ekosistem. Misalnya, penggunaan air yang berlebihan dalam sektor
pertanian atau industri dapat menyebabkan kelangkaan air atau penurunan kualitas
air yang berdampak pada lingkungan dan kehidupan manusia.

2) Daya tampung lingkungan hidup mengacu pada kapasitas lingkungan untuk
menyerap emisi dan dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk
emisi GRK. Jika intensitas emisi melebihi daya tampung lingkungan, maka akan terjadi
akumulasi emisi yang dapat menyebabkan perubahan iklim yang merugikan.
Misalnya, peningkatan emisi CO, dari pembakaran bahan bakar fosil dapat
menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global.

Trade-off yang muncul adalah bahwa aktivitas manusia yang berkontribusi pada intensitas
pencemaran dan emisi GRK dapat melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup. Oleh karena itu, perumusan KRP diperlukan untuk meminimalkan trade-off
tersebut dan mencapai keseimbangan antara target sektor Ekonomi, Sosial, dan
Lingkungan dengan Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
(DDDTLH).

Selain itu, komponen Aktivitas Manusia yang Saling Terkait (Inter-related Human Activities)
juga berpengaruh terhadap target sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Aktivitas
manusia seperti industri, pertanian, transportasi, dan permukiman memiliki dampak yang
kompleks pada sektor-sektor tersebut. Beberapa contoh komponen Inter-related Human
Activities yang berpengaruh adalah:

1) Pertumbuhan Ekonomi: Upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dapat
mendorong aktivitas industri yang intensif energi dan sumber daya, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan emisi GRK dan mengorbankan lingkungan hidup.
Trade-off yang muncul adalah antara pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dan
perlindungan lingkungan yang berkelanjutan. Pertimbangan antara pertumbuhan
ekonomi terhadap emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dicantumkan sebagai salah satu
sasaran makro pembangunan yang menempatkan pembangunan rendah karbon
sebagai salah satu Program Prioritas. Melalui pembangunan rendah karbon,
Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi,

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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pelestarian lingkungan dan perbaikan sosial, dengan mempertahankan daya dukung
dan daya tampung lingkungan serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam dan
penggunaan sumber energi tinggi emisi. Dengan demikian, indikator utama dalam
pembangunan rendah karbon tidak lagi hanya sebatas penurunan emisi, namun juga
intensitas emisi.

Kesejahteraan Sosial dan Kemiskinan: Aktivitas manusia yang berhubungan dengan
target sektor Ekonomi dan Sosial, seperti pembangunan infrastruktur dan industri,
dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun, jika tidak
dielaborasi dengan baik, aktivitas tersebut dapat berkontribusi pada degradasi
lingkungan dan meningkatkan kesenjangan sosial, yang pada akhirnya dapat
memperburuk kemiskinan.

Selain itu, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat
kesejahteraan sosial dan kemiskinan dengan lingkungan hidup. Pada masyarakat yang
semakin sejahtera, terdapat kecenderungan lingkungan hidup menjadi semakin baik
karena kondisi lingkungan hidup yang baik telah menjadi kebutuhan primer
masyarakat yang lebih sejahtera. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kemiskinan
yang tinggi cenderung tidak memerhatikan lingkungan dan memanfaatkan sumber
daya alam yang mudah dieksploitasi serta dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
hidup mereka. Akibatnya, kondisi lingkungan hidup pada masyarakat yang kurang
sejahtera cenderung menjadi rusak.

Penggunaan Sumber Daya Alam: Aktivitas manusia yang berlebihan dalam
memanfaatkan sumber daya alam melebihi batas kemampuan alam untuk
menyediakannya, seperti penebangan hutan yang tidak terkendali melebihi
kemampuan produksi kayu (overcutting) atau pemanfaatan air yang melebihi kapasitas
produksi sumber air dan mengakibatkan kelimpahan air, dapat mengakibatkan
degradasi lingkungan serta merugikan sektor ekonomi dan lingkungan hidup.

Perumusan KRP bertujuan untuk meminimalkan trade-off antara target sektor Ekonomi,
Sosial, dan Lingkungan dengan DDDTLH. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan

prinsip-prinsip keberlanjutan dan pengelolaan yang baik dalam perencanaan dan

pengambilan keputusan.

Selain itu dalam proses perumusan KRP, strategi yang disusun memiliki fokus utama pada
efisiensi sumber daya, penggunaan energi terbarukan, perlindungan ekosistem, dan
pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat digunakan untuk mencapai

tujuan masing-masing sektor kajian tentu dengan tetap mempertahankan keseimbangan
dengan daya dukung lingkungan.
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Disamping pertimbangan terhadap pengkajian 6 muatan KLHS sebagaimana
diamanatkan dalam PP 46/2016, proses penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 juga
mempertimbangkan tahapan identifikasi terhadap capaian indikator Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Nasional
sebagai salah satu analisis untuk mengetahui peranan Indonesia dalam mewujudkan 17
tujuan secara nasional dan posisinya dalam konstelasi global.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan salah satu perangkat untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjamin
kualitas lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat yang
adil dan inklusif untuk menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi
berikutnya.

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan amanat Perpres Nomor 59 tahun
2017, dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan meliputi:

—

Tanpa Kemiskinan;

)
2) Tanpa Kelaparan;
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4) Pendidikan Berkualitas;
5) Kesetaraan Gender;
6) Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7) Energi Bersih dan Terjangkau;
8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi;
9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10) Berkurangnya Kesenjangan;

Pada dasarnya, 17 tujuan pembangunan

11) Kota dan Permukiman yang
Berkelanjutan;

12) Konsumsi dan Produksi yang
Bertanggung Jawab;

13) Penanganan Perubahan Iklim;

14) Ekosistem Lautan;

15) Ekosistem Daratan;

16) Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh;

17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

merupakan suatu kesatuan yang saling

berhubungan dan memengaruhi, sehingga dalam pengelolaan dan analisisnya, perlu
diperhatikan keterkaitan untuk setiap tujuan/indikator.

1 TANPR KEHPUPAN SEHAT
HEMESHINAR DAR SEIRHTERA
L] . - L]

- ul

)

TR

PEKERIAAN LAYAK DAN
PERTUNEAHAK
EROMONI

ERDSISTEM

13 Fsiiio [ 14 555

PENDRDIKAN
BERKUALITAS

KESETARAAN
GENDER

MR BERSH DAN
SANITASI LAYAK

‘Iu BERKURANGHYA

KESEMARNGAN

KEMITRAAN UNTUE

PIRTIAMAJM, KEADLAN
1 MENCAPAL TUILAN

118K KELENBAGAAN
W

2 TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGS Tahun 2021

Gambar 1.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
2025- 2045

16



Ifs

ﬁr'/,‘)@

1.5.2 Pendekatan Penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045

Secara umum, pendekatan penyusunan KLHS dapat dilakukan secara ex-ante dan/atau ex-
post. Ex-ante artinya KLHS dilakukan sebelum dokumen KRP dibuat dan ex-post artinya
KLHS dilakukan setelah dokumen KRP selesai dibuat. Namun dalam proses
penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025-2045, tidak dilakukan pendekatan ex-ante maupun ex-
post, namun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan penyusunan secara
terintegrasi dan saling menyempurnakan antara muatan KLHS dengan muatan KRP
RPJPN 2025-2045. Sehingga proses KLHS dapat berlangsung lebih efektif dan optimal.

Muatan akhir KRP RPJPN 2025-2045 merupakan hasil kerjasama aktif antara Tim
Penyusun RPJPN dengan Tim Penyusun KLHS secara selaras dan berkesinambungan.
Hasil rekomendasi Tim Penyusun KLHS dapat langsung diintegrasikan ke dalam muatan
KRP RPJPN sebagai tahapan dari proses pemutakhiran KRP akhir RPJPN. Hal ini bertujuan
untuk mengoptimalkan peranan KLHS dalam muatan KRP RPJPN 2025-2045.

Melalui penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025-2045 diharapkan mampu menghilangkan silo
di dalam penyusunan Rencana, Kebijakan, dan/atau Program (KRP) yang mengakibatkan
tidak adanya kesinambungan antar program dalam pencapaian target nasional. Selama
tahun 2023, proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN 2025-2045 telah dilakukan
secara terintegrasi dengan rancangan KRP RPJPN 2025-2045 (lihat Gambar 1.3)

» Proses KLHS
(oleh: Instansi Lingkungan
Hidup)

Proses KLHS

Ex-ante

Proses Perencanaan
Pembangunan

(oleh: Instansi Perencana)

Proses
>

Perencanaan
Pembangunanan

Proses KLHS

ex-post

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.7 Model Pelaksanaan KLHS

Model pelaksanaan KLHS secara terintegrasi melibatkan berbagai pemangku
kepentingan, meliputi pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-
pemerintah. Mereka bekerjasama untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam
pengelolaan lingkungan hidup serta menyusun strategi dan tindakan yang tepat.

Dengan menggunakan model pelaksanaan KLHS secara terintegrasi dan menyeluruh,
diharapkan dapat menghasilkan Dokumen RPJPN yang berkelanjutan dalam pengelolaan
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lingkungan hidup dan sumber daya alam. Model ini mengakui bahwa keberlanjutan tidak
hanya mencakup aspek ekologis, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi. Dengan demikian,
pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai.

SEA — framework of key
activities (modelling,
decision making, Al, etc)

Proses Penyusunan
KLHS RPJPN

......... Proses Perencanaan
RPJPN

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 1.8 Pendekatan Integratif Dalam Penyusunan KLHS

Proses pengintegrasian KLHS RPJPN dengan dokumen RPJPN dilakukan dengan
cara pemberian masukan terhadap KRP yang sudah dihasilkan dalam proses
penyusunan dokumen RPJPN. Hal ini memungkinkan pengembangan kebijakan yang
terintegrasi dan berkelanjutan, menggabungkan tujuan pembangunan ekonomi, sosial,
dan lingkungan dengan memerhatikan keterbatasan dan tantangan yang dihadapi selama
20 tahun ke depan.

Melalui penyusunan KLHS RPJPN yang terintegrasi dengan dokumen RPJPN, diharapkan
dapat tercipta sinergi antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling
mendukung. Perencanaan yang terintegrasi ini membantu mengarahkan upaya
pembangunan yang berkelanjutan, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan
hidup, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menggunakan metode
penyelenggaraan KLHS terintegrasi tersebut telah dilaksanakan tahapan KLHS. Tahapan
penyusunan KLHS mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 46/2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan KLHS.
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1.5.3 Pemanfaatan Dinamika Sistem dalam KLHS RPJPN 2025-2045

Penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045 menggunakan Model Dinamika Sistem
(System Dynamics). Dengan menggunakan tools seperti model dinamika sistem
penyusunan dokumen KLHS RPJPN 2025 - 2045 dapat dilakukan dengan lebih informatif
dan mempertimbangkan dampak dari intervensi kebijakan yang diusulkan. Hal ini
membantu dalam meminimalkan trade-off antara sektor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
dengan Kemampuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH).
Dinamika sistem merupakan analisis lanjutan dari hubungan setiap aspek yang terdapat
dalam KRP RPJPN 2025-2045 dengan lingkungan hidup.

Dinamika sistem adalah suatu metodologi yang mempelajari struktur umpan balik dari
suatu fenomena yang terjadi dalam suatu sistem dan mensimulasikannya sehingga
diperoleh rekomendasi yang diharapkan. Tujuan yang paling mendasar dalam
pendekatan dinamika sistem adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang hubungan
yang terjadi diantara struktur umpan balik dan perilaku dinamis dari suatu sistem,
sehingga dapat dikembangkan berbagai kebijakan dalam rangka memperbaiki perilaku
permasalahan yang terjadi dan dapat memproyeksikan target pembangunan selama
periode RPJPN.

Model dinamika sistem digunakan untuk memahami perilaku dinamis suatu fenomena
dan mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi perubahan tersebut. Model ini
membantu para pemangku kepentingan dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik
tentang hubungan antara berbagai faktor yang terlibat dalam suatu sistem. Dengan
menggunakan model ini, sensitivitas dari variabel-variabel yang ada dapat diuji melalui
intervensi, yang dikenal sebagai leverage policy. Dengan demikian, model dinamika sistem
memberikan informasi penting dalam proses penyusunan kebijakan.

Hingga saat ini dinamika sistem banyak digunakan sebagai metode sistem prediksi dan
pembuatan kebijakan baru terkait hasil prediksi. Dinamika sistem dapat menghasilkan
prediksi yang lebih baik dalam tren jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang
daripada model statistik, sehingga dinamika sistem mengarahkan pada keputusan yang
lebih baik. Dinamika sistem juga menyediakan sarana untuk mengidentifikasi variabel-
variabel yang berpengaruh dalam sistem yang melibatkan dinamika yang kompleks (Lyneis,
2000).

Model dinamika sistem memiliki beberapa jenis elemen yang saling terkait satu sama
lainnya. Dari jenis hubungan yang terjadi akan memberikan arti yang berbeda untuk hasil
akhir dari model yang terjadi. Beberapa elemen yang terdapat pada suatu model dinamika
sistem yaitu:

e Feedback (Causal Loop), bahwa dalam keterkaitan antara berbagai unsur dalam
sistem yang bekerja akan memberikan umpan balik kembali kepada unsur
awalnya, walaupun tidak harus keseluruhan unsur memiliki umpan balik yang
kembali kepada dirinya sendiri.
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e Stock and Flow, unsur-unsur dalam kondisi riil ada yang bersifat
stock/level/inventory/persediaan, misalnya total luas lahan dan cadangan minyak
bumi, serta juga ada yang bersifat aliran misalnya kelahiran dan kematian
penduduk.

e Delay, dalam kondisi riil sering ditemui perubahan yang terjadi secara mendadak,
dan juga terjadi perubahan yang tidak mendadak atau tertunda karena adanya
aliran informasi atau materi yang menyebabkan kondisi tersebut. Contoh delay
misalnya pembangunan jaringan pipa gas, pembangunan infrastruktur, dan
perubahan alih fungsi lahan.

e Non Linearity, dengan pendekatan dinamika sistem hubungan antar-unsur tidak
lagi menjadi variabel independen, melainkan menajdi variabel dependen
(dependent variable).

Analisis dalam KLHS ini menggunakan metodologi dinamika sistem yang dapat
menjelaskan pendekatan secara sistematis, memiliki hubungan sebab-akibat, dan
memiliki keterkaitan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Pada penerapannya model
dinamika sistemn membutuhkan data awal, yaitu berupa variabel yang akan dilihat model
dinamiknya, sehingga model tersebut dapat diketahui pola dari model yang terbentuk.

Pendekatan dinamika sistem dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi
variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan proses pelaksanaan KRP
sebelumnya serta menghubungkannya dengan skenario-skenario pembangunan yang
direncanakan sebagai KRP lanjutan dalam dokumen RPJPN 2025-2045.

o Target Pertumbuhan

Ekonomi Kesehatan

Akll\ntas
/ Ekonoml i o
Tenaga Kerja O
Suplai Produk Domestik
Energi Bruto
K Produktivitas

Investasi

Pemerintah O f
Investasi
Pemerintah E
Kapital

Teknologi

Populasi

s/

Edukasi/Pendidikan

Faktor Total (TFP)

Total
Investasi

Sumber: Hasil Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 1.9 Causal Loop Diagram dalam KLHS RPJPN 2025-2045
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1.5.4 Sistem Informasi Geografis

Untuk menganalisis KLHS RPJPN 2025-2045 secara spasial digunakan metode Sistem
Informasi Geografis (SIG). SIG adalah sistem informasiyang digunakan untuk memasukan,
menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data yang
memiliki referensi geografis atau data geospasial, untuk mendukung pengambilan
keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam,
lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya (Murai, 1999). Dalam
proses kerjanya SIG menggabungkan teknologi komputer dengan data geografis untuk
membuat peta dan analisis yang kompleks. Dengan SIG, hubungan antara berbagai faktor
geografis seperti tutupan lahan, topografi, jenis tanah, cuaca, dan sebaran penduduk
dapat dianalisis.

SIG digunakan dalam berbagai bidang, seperti manajemen lingkungan, perencanaan
pembangunan, dan manajemen sumber daya alam. SIG digunakan dalam proses
penyusunan KLHS RPJPN untuk menganalisis dampak pembangunan dan perubahan iklim
terhadap lingkungan, serta untuk mengidentifikasi area rawan bencana. SIG sangat
berguna dalam menganalisis data geografis dan membuat keputusan yang lebih baik
untuk mendukung, menyelaraskan, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan
berkelanjutan dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045.

Namun SIG juga memerlukan data yang akurat dan terbarukan. Oleh karena itu,
pengumpulan data dan pemeliharaan/pemutakhiran data harus dilakukan secara terus-
menerus agar SIG dapat digunakan dengan efektif.

Data source Data layers
Street data

v
Buildir}gs data

e
v

Vegetation data

Sumber: GAO, 2023

Gambar 1.10 Metodologi Sistem Informasi Geografis
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1.6 Tahapan Penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025-2045

Berikut adalah tahapan yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025 -
2045:

1. Pembentukan Tim Kelompok Kerja (POKJA) KLHS RPJPN 2025-2045

Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi salah satu kaidah penting yang
ditetapkan dalam Pasal 18 UU No. 32 tahun 2009 dan Pasal 32 Peraturan
Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Pemangku
kepentingan terlibat sebagai Kelompok Kerja (POKJA) dalam proses penyusunan KLHS
RPJPN 2025 - 2045.

Peranan pemangku kepentingan sebagai Tim POKJA adalah melakukan pengkajian
pembangunan berkelanjutan dalam proses perumusan dan penyepakatan isu-isu
lingkungan hidup strategis, serta menyetujui rekomendasi perbaikan KRP berdasarkan
hasil perumusan alternatif penyempurnaan KRP.

Pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam pengkajian KLHS RPJPN 2025 - 2045
terdiri dari anggota yang memenuhi standar kompetensi berupa kriteria ketepatan
keahlian pada isu yang dikaji dan pengalaman di bidang pembuatan dan pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau kajian Lingkungan Hidup yang sejenis.
Selengkapnya mengenai SK Kelompok Kerja KLHS RPJPN 2025 - 2045 terdapat dalam

lampiran.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KLHS RPJPN 2025-2045

Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) dilakukan oleh Tim POKJA KLHS- RPJPN 2025 -
2045 vyang digunakan sebagai pedoman kerja bagi POKJA dalam melakukan
penyelenggaraan KLHS RPJPN 2025 - 2045 sejak tahapan penjaringan isu hingga
penyusunan rancangan akhir RPJPN 2025 - 2045. Kerangka acuan kerja disusun oleh Tim
POKJA KLHS yang muatannya terdiri dari:

a) Pendahuluan;

b) Tujuan dan Sasaran Kegiatan;
€) Ruang Lingkup Pelaksanaan;
d) Metodologi Pelaksanaan;

e) Deskripsi Kerja;

f)  Keluaran/Hasil yang Diharapkan;
g) Pelaporan;

h) Pembiayaan;

i)  Kebutuhan Personil;

i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
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3. Tahapan ldentifikasi Pemangku Kepentingan

Identifikasi Pemangku Kepentingan dalam proses penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045

dilakukan melalui pemetaan terhadap pemangku kepentingan dan/atau masyarakat yang

berpengaruh dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional, sehingga

diharapkan dapat memberikan masukan terhadap KRP yang akan dirumuskan agar tetap

memerhatikan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan KLHS RPJPN 2025 - 2045

dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Pemetaan Pemangku Kepentingan dalam Penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045

. Pemangku
Posisi dan Peran . .
Kepentingan//Lembaga/Instansi/Masyarakat

Pembuat keputusan
dan/atau penyusun
Kebijakan, Rencana
dan/atau Program (KRP)

2. | Lembaga/instansi Terkait

Masyarakat yang
memiliki informasi
3. | dan/atau keahlian
(perorangan/tokoh/
kelompok)
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Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian
PPN/Bappenas

Meliputi beberapa K/L yang ada di Indonesia seperti:

a) Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi;

b) Kementerian Koordinator Perekonomian;

¢) Kementerian Keuangan;

d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

e) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

f) Kementerian Perindustrian;

g) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

h) Kementerian Dalam Negeri;

i) Kementerian Kelautan dan Perikanan;

j Kementerian Pertanian;

k) Kementerian Perhubungan;

) Kementerian Kesehatan;

m) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG);

n) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN);

0) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);

p) Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Melalui keterlibatan berbagai K/L tersebut, KLHS RPJPN
2025-2045 diharapkan dapat mencerminkan
kebutuhan, aspirasi, dan tantangan dari berbagai sektor
dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1. Akademisi dan Pakar
Individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan

spesifik mengenai isu-isu lingkungan dan pembangunan
berkelanjutan. Dengan keahlian yang dimiliki, KLHS
dapat disusun berdasarkan data dan analisis ilmiah
yang akurat.
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. . Pemangku
Posisi dan Peran ) .
Kepentingan//Lembaga/Instansi/Masyarakat

Masyarakat yang
Terkena Dampak
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2. Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerhati
Lingkungan

Institusi pendidikan dan penelitian ini seringkali
memiliki basis data, penelitian, dan studi kasus yang
relevan dengan isu-isu lingkungan. Keterlibatan mereka
memastikan bahwa KLHS didasarkan pada penelitian
terbaru dan relevan. Selain itu, organisasi seperti IABI,
IBCSD, UNDP, dan WRI Indonesia memiliki jaringan
global dan dapat memberikan perspektif internasional
serta best practices yang dapat diadaptasi untuk
perencanaan pembangunan Indonesia.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi non-pemerintah ini seringkali berada di garis
depan advokasi dan implementasi solusi lingkungan.
Mereka memiliki pengalaman lapangan dan interaksi
langsung dengan masyarakat, sehingga dapat
memberikan masukan praktis dan realistis untuk KLHS.
Organisasi-organisasi ini juga dapat berfungsi sebagai
pengawas dan mitra pemerintah dalam implementasi
kebijakan yang dihasilkan dari KLHS.

4. Asosiasi, Organisasi, dan Forum
Kelompok-kelompok ini mewakili berbagai sektor
masyarakat, mulai dari profesional, industri, hingga
mahasiswa. Mereka dapat memberikan perspektif yang
beragam dan memastikan bahwa kepentingan berbagai
pihak dipertimbangkan dalam KLHS.

1. Lembaga Adat
Lembaga Adat dapat memberikan masukan

berdasarkan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan, serta memastikan bahwa
hak-hak masyarakat adat diakui dan dilindungi dalam
kebijakan dan program yang dirumuskan.

2. Asosiasi Pengusaha
Asosiasi Pengusaha dapat berkolaborasi dengan

pemerintah dalam pengembangan program dan
kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi
berkelanjutan, serta memastikan bahwa kebijakan
tersebut mendukung kepentingan bisnis dan industri
tanpa mengabaikan aspek lingkungan.

3. Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat dapat membantu dalam sosialisasi

dan advokasi kebijakan, serta memastikan bahwa suara
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dan kepentingan masyarakat terwakili dalam proses
pengambilan keputusan

4. Organisasi Masyarakat
Organisasi masyarakat dapat berperan sebagai mitra

strategis pemerintah dalam penyusunan, implementasi,
dan evaluasi program dan kebijakan. Mereka juga dapat
memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam
proses tersebut.

5. Kelompok masyarakat tertentu
Kelompok masyarakat tertentu dapat memberikan

masukan berdasarkan pengalaman dan kebutuhan
mereka, serta memastikan bahwa kebijakan dan
program yang dirumuskan mendukung keberlanjutan
sumber daya alam dan mata pencaharian mereka.

6. Media massa/Pers
Media dapat membantu dalam sosialisasi kebijakan dan

program, serta memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.
Media juga dapat menjadi alat kontrol sosial untuk
memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber: Hasil Identifikasi, 2023

4. Konsultasi Publik Pertama KLHS RPJPN 2025 - 2045 - Penjaringan Isu
Pembangunan Berkelanjutan (26 Januari 2023)

Sebagai salah satu upaya untuk menyelenggarakan penyusunan KLHS yang inklusif,
partisipatif dan transparan, dilakukan proses Konsultasi Publik Pertama yang sekaligus
Kick-Off Meeting yang bertujuan untuk menjaring berbagai masukan dan aspirasi seputar
Isu Pembangunan Berkelanjutan dalam proses penyusunan KLHS RPJPN 2025 - 2045.
Selain melakukan pertemuan Konsultasi Publik Pertama, POKJA KLHS juga mengedarkan
jejak pendapat menggunakan media website dan kuesioner online.

Isi Konsultasi Publik Pertama berupa diskusi dengan topik utama triple planetary crisis,
yaitu perubahan iklim, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan hilangnya
keanekaragaman hayati. Kegiatan dihadiri oleh peserta dari berbagai pemangku
kepentingan, seperti kementerian/lembaga, pihak swasta dan dunia usaha, akademisi,
dan lembaga non pemerintah.

Setelah dilakukan diskusi dan pengumpulan aspirasi serta masukan dalam Konsultasi
Publik Pertama, selanjutnya dilakukan kegiatan identifikasi isu pembangunan
berkelanjutan yang menjadi usulan awal dalam proses penyusunan KLHS RPJPN
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2025 - 2045. Daftar Isu Pembangunan Berkelanjutan yang dihasilkan tersebut kemudian
diolah sehingga dapat dihasilkan isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis
untuk dapat dibahas lebih lanjut dalam muatan KLHS RPJPN 2025 - 2045.

»
2 Kementerian PPN/
’ Bappenas

KICK OFF PENYUSUNAN KLHS RPJPN 2025 - 2045:

PENJARINGAN ISU
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

(KAMIS) 26 JANUARI 2023

:‘\_"" e =y ";'_;‘ how
NEAL Sy i
"”\“ =1 , " ‘

] EE ol

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2023

Gambar 1.11 Kegiatan Kick-Off Penyusunan KLHS RPJPN - Penjaringan Isu Pembangunan
Berkelanjutan

5. Proses Analisis KLHS

Tim POKJA KLHS RPJPN 2025-2045 bekerja secara intensif untuk menyelesaikan tahapan
analisis KLHS yaitu (1) Identifikasi KRP berdampak Lingkungan Hidup, (2) Analisis Pengaruh
KLHS, (3) Analisis Muatan KLHS, dan (4) Penyusunan Alternatif Rekomendasi KLHS. Setelah
alternatif rekomendasi KLHS tersusun, Tim POKJA KLHS mempersiapkan Konsultasi Publik
untuk penyampaian alternatif rekomendasi KLHS dan menjaring masukan dari peserta
konsultasi publik. Selain melakukan pertemuan Konsultasi Publik, POKJA KLHS juga
mengedarkan jejak pendapat dan survey menggunakan media website di
www.indonesia2045.go.id dan kuesioner online.
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6. Konsultasi Publik Kedua - Rekomendasi KRP KLHS RPJPN 2025 - 2045 (31 Mei
2023)

Konsultasi Publik Kedua diselenggarakan tanggal 31 Mei 2023, dihadiri oleh berbagai
pemangku kepentingan yang terlibat baik dari internal penyusun maupun publik.
Konsultasi Publik Kedua bertujuan untuk menyampaikan alternatif rekomendasi KLHS
hasil kerja POKJA KLHS kepada publik sekaligus untuk menjaring masukan dari pemangku
kepentingan tentang rekomendasi yang akan disampaikan kepada RPJPN 2025-2045

KONSULTASI PUBLIK KLHS RPJPN 2025-2045

JAKARTA 31MEI 2023

Ikuti survei KLHS RPJPN 2025-2045 di  Indonesia2045.go.id -y

Sumber: Hasil Dokumentasi, 2023

Gambar 1.12 Kegiatan Konsultasi Publik - Rekomendasi KRP KLHS RPJPN 2025 - 2045

Selanjutnya, usulan rekomendasi dari Konsultasi Publik Kedua diolah oleh POKJA KLHS
untuk dapat memperbaiki KRP RPJPN 2025-2045.

7. Integrasi Rekomendasi KLHS kedalam RPJPN 2025 - 2045

Rekomendasi hasil analisis POKJA KLHS dan juga masukan rekomendasi dari Konsultasi
Publik Kedua kemudian diintegrasikan ke dalam RPJPN 2025-2045. Sehingga melalui
proses ini, RPJPN 2025-2045 telah mengintegrasikan rekomendasi KLHS.

8. Penjaminan Kualitas KLHS

Penjaminan kualitas KLHS adalah proses penilaian mandiri oleh penyusun KRP untuk
memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan
sesuai ketentuan. Penjaminan kualitas KLHS RPJPN 2025-2045 telah dilakukan berupa
penilaian yang dilaksanakan di tahapan akhir KLHS.

9. Pendokumentasian KLHS

Hasil pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPN 2025-2045 telah didokumentasikan ke
dalam laporan KLHS.
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1.7 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam dokumen KLHS RPJPN 2025 - 2045 adalah sebagai berikut:
BAB 1 - PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud tujuan dan sasaran dari
penyusunan dokumen KLHS RPJPN 2025 - 2045. Selain itu, terdapat pembahasan
mengenai dasar hukum yang melandasi penyusunan KLHS, ruang lingkup kajian,
metodologi penyusunan, serta sistematika penulisan dalam dokumen KLHS RPJPN 2025
- 2045.

BAB 2 - IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Bab ini menjelaskan mengenai tahapan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan,
penentuan wilayah perencanaan dalam penyusunan KLHS, identifikasi isu pembangunan
berkelanjutan strategis, serta pencapaian Indonesia dalam menjalankan indikator tujuan
pembangunan berkelanjutan (TPB).

BAB 3 - IDENTIFIKASI MUATAN KRP, ANALISIS PENGARUH, DAN ANALISIS
MUATAN KLHS

Bab ini menjelaskan mengenai identifikasi, analisis potensi dampak dan pengaruh
terhadap kondisi lingkungan yang timbul dari materi muatan kebijakan, rencana dan/atau
program (KRP) pada RPJPN 2025 - 2045.

BAB 4 - PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN KRP

Bab ini menjelaskan mengenai rangkuman isu strategis yang telah dirumuskan pada bab
sebelumnya serta melakukan analisis pemodelan terhadap isu strategis dan skenario-
skenario pembangunan untuk merumuskan alternatif penyempurnaan KRP RPJPN 2025-
2045.

BAB 5 - REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan mengenai bentuk rekomendasi KLHS untuk penyempurnaan KRP,
pengintegrasian rekomendasi KLHS tersebut dengan KRP RPJPN 2025 - 2045, serta
penyusunan strategi perlindungan lingkungan hidup.
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B A B 2 Proses pertama KLHS-RPJPN adalah identifikasi isu pembangunan berkelanjutan
di Indonesia sebagai dasar pembuatan KLHS RPJPN 2025-2045. Langkahnya
mencakup penjaringan isu dari pemangku kepentingan melalui FGD, analisis

kondisi wilayah, evaluasi RPJPN 2005-2025, analisis capaian TPB/SDGs nasional,
dan analisis permasalahan lingkungan global.

Identifikasi
Isu Pembangunan
Berkelanjutan

Perkembangan Kinerja Pembangunan

65
@ [~ wan RPJPN 2005-2025
Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025,
sebagian besar dari 142 indikator pembangunan yang diukur telah
5 e menunjukkan perkembangan kinerja yang baik.

24,65% Il Vieningkat Moderat 1. Sebanyak 79,58% indikator mengalami peningkatan kinerja, di mana
-::ir:rl;apatDisimpulkan 45,77% di antaranya diperkirakan dapat mencapai hasil akhir yang

[l Veningkat Relatif diharapkan dan 24,65% memerlukan upaya percepatan.
L61% B (65) bt s 2. Namun, terdapat juga indikator yang menunjukkan penurunan atau

3 38,3%

211% stagnasi kinerja sebesar 18,31%.
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X Indonesia
Analisis Permasalahan T
1. Secara keseluruhan, lebih dari separuh (63%)

Llngkungan Global indikator SDGs yang tersedia datanya telah
tercapai;
2. 33 indikator (15%) mengalami peningkatan; dan
3. 48 indikator (22%) yang membutuhkan
perhatian khusus.
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BAB 2
IDENTIFIKASI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Proses analisis pertama dalam KLHS adalah identifikasi isu pembangunan
berkelanjutan. Tujuan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan adalah untuk
mengidentifikasi permasalahan lingkungan, sosial, dan ekonomi di Indonesia yang
menjadi masukan pembuatan KLHS RPJPN 2025-2045. Proses identifikasi isu
pembangunan memperoleh data masukan dari berbagai sumber, diantaranya (1)
penjaringan isu dari pemangku kepentingan dalam forum focus Group Discussion (FGD),
(2) analisis kondisi wilayah tingkat nasional, (3) evaluasi hasil pencapaian RPJPN 2005-
2025, (4) analisis pencapaian TPB/SDGs nasional, dan (4) analisis permasalahan
lingkungan global, sebagaimana tampak pada Gambar 2.1.

Penjaringan isu dari pemangku kepentingan dalam forum Focus Group Discussion (FGD)
telah dilakukan melalui Konsultasi Publik Pertama pada tanggal 26 Januari 2023. Evaluasi
hasil pencapaian RPJPN 2005-2025, mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Bappenas
pada bulan Mei 2022. Analisis pencapaian TPB/SDGs nasional mengacu pada laporan
Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGS pada bulan Desember 2022. Analisis permasalahan
lingkungan global fokus pada Triple Planetary Crisis. Berbagai data masukan tersebut
menjadi bahan analisis KLHS RPJPN 2025-2045.

2.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan mengacu pada
Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. |dentifikasi dan
perumusan isu pembangunan berkelanjutan dilakukan melalui proses penapisan
berbagai isu dari berbagai sumber (lihat Gambar 2.1) untuk menghasilkan isu
pembangunan strategis. Proses identifikasi isu pembangunan berkelanjutan dirumuskan
berdasarkan prioritas dengan mempertimbangkan unsur-unsur paling sedikit (a)
karakteristik wilayah, (b) tingkat pentingnya potensi dampak, (c) keterkaitan antara isu
strategis Pembangunan Berkelanjutan, (d) keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan,
Rencana, dan/ atau Program, (e) muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan/atau (f) hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program
pada hirarki diatasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang
berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.
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Forum Focus Group Discussion (FGD)

- Kelangkaan/krisis permukaan air dan air tanah

. Kerawanan Pangan

. Deforestasi dan Degredasi Hutan

- Berkurangnya dan hilangnya cadangan sumber daya alam

. Kerusakan Ekosistem dan Habitat

. Kepunahan Spesies

- Rendahnya Pemahaman dan Kesadaran tentang Pentingnya Keanekaragaman —_
Hayati di Laut

8. Degredasi Kawasan Konservasi

9. Kerusakan Ekosistem dan Berkurangnya Populasi Keanekaragaman Hayati di Laut

10. Perdangangan llegal Tumbuhan dan Satwa Liar

NOo U AW =

11. Hilangnya Keanekaragaman Hayati di Perk
12. Hilangnya Plasma Nutfah (Sumber Daya Genetik)

Analisis Kondisi Wilayah Tingkat Nasional

Evaluasi RPJPN

1. Keterbatasan Sumber Daya Alam
2. Pencemaran Lingkungan

. Bidang Makro Pembangunan - 3. Energi

. Bidang Sosial dan Beragama 4. Kebencanaan
5. Sosial dan Ekonomi

1
2
3. Bidang Ekonomi

4. Bidang llmu Pengetahuan dan Teknologi

5. Bidang limu Sarana dan Prasarana —
6. Bidang Politik

7. Bidang Pertahanan dan Keamanan

8. Bidang Hukum dan Aparatur

9. Bidang Wilayah dan Tata Ruang

10. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Analisis Pencapaian TPB/SDGs Nasional

Analisis Permasalahan Lingkungan Global

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 2.1 Sintesis Isu Strategis KLHS RPJPN 2025-2045

2.1.1 Penjaringan Isu berdasarkan Forum focus Group Discussion (FGD)

Tahapan penjaringan isu dimulai dari forum Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan ini
merupakan bagian dari tahapan penyusunan KLHS RPJPN Tahun 2025-2045. Penjaringan
isu dari berbagai pemangku kepentingan telah dilakukan dalam forum Focus Group
Discussion (FGD) melalui Konsultasi Publik Pertama KLHS pada Kamis 26 Januari 2023.
Hasil FGD menyimpulkan bahwa KLHS adalah bagian penting dalam penyusunan RPJPN
2025-2045. KLHS berperan mengarahkan perencanaan pembangunan nasional menuju
pembangunan berkelanjutan, sekaligus sebagai salah satu instrumen untuk mencapai Visi
Indonesia 2045 yang salah satunya membidik Indonesia untuk terlepas dari middle income
trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah.

Hasil FGD juga menyimpulkan bahwa penyusunan KLHS harus dilakukan secara inklusif,
partisipatif, dan transparan, melibatkan berbagai pihak, meliputi kementerian/lembaga,
sektor swasta dan dunia usaha, akademisi, serta lembaga non pemerintah lainnya. FGD
menghasilkan daftar panjang (long list) isu pembangunan berkelanjutan KLHS RPJPN
2025-2045 yang kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan isu menjadi daftar
pendek (short list) isu pembangunan berkelanjutan seperti ditampilkan pada Tabel 2.1:
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Tabel 2.1 Isu Pembangunan Berkelanjutan Hasil FGD Penjaringan Isu Tanggal 26 Januari
2023

Daftar Panjang Isu PB

e Kelangkaan/krisis permukaan air dan air tanah
e Kerawanan pangan
e Deforestasi dan degradasi hutan
e Berkurangnya dan hilangnya cadangan sumber daya alam
e Kerusakan ekosistem dan habitat
e Kepunahan spesies
Pemanfaatan Sumber e Rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya
Daya Alam keanekaragaman hayati bagi kehidupan
e Degradasi kawasan konservasi
e Kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi keanekaragaman
hayati di laut
e Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar
e Hilangnya keanekaragaman hayati di perkotaan
e Hilangnya plasma nutfah (sumber daya genetik)

e Peningkatan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
e Pencemaran air, tanah dan udara
e Meningkatnya polusi plastik dan mikroplastik
e Tingginya sampah domestik yang tidak terkelola
2 Pencemaran Lingkungan | ¢ Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) penuh
e Meningkatnya polusi dari sektor transportasi
e Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan
e Meningkatnya polusi dari sektor industri
e Meningkatnya dampak pencemaran terhadap ekosistem laut

e Peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi (banjir &
longsor)
3 Kebencanaan e Peningkatan permukaan air laut
e DAS yang semakin kritis
e Peningkatan suhu perkotaan

4 Energi e Keterbatasan teknologi hijau

e Ancaman kesehatan fisik, mental dan kesejahteraan hidup
e Peningkatan kerentanan masyarakat

e Ketidakpedulian masyarakat terhadap lingkungan

e Peran masyarakat adat semakin terpinggirkan

5 Sosial Ekonomi

Sumber: Hasil Analisis. 2023
Selain dari FGD, isu pembangunan berkelanjutan juga diperoleh dari Triple Planetary Crisis
yang merupakan isu-isu pembangunan global. Isu Triple Planetary Crisis adalah sebagai
berikut:

1. Perubahan Iklim: Konsekuensi dari perubahan iklim sudah terlihat dari seringnya
fenomena bencana klimatologi, peningkatan intensitas kekeringan, banjir, kenaikan
suhu, dan bencana serius lainnya. Sekitar 50-75% dari populasi global dapat terkena
kondisi iklim yang mengancam jiwa (IPCC, 2022).
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2. Polusi: Mengacu pada berbagai bentuk polusi (polusi air, udara, tanah dan limbah).
Sementara itu, polusi udara dinobatkan sebagai penyebab penyakit dan kematian dini
terbesar di dunia yang menyebabkan hingga 4,2 juta kematian secara global setiap
tahunnya. (UNFCCC, 2022).

3. Hilangnya keanekaragaman hayati mengancam hilangnya sumber plasma,
sumber genetik, menurunnya produktivitas sumber daya hayati, menurunnya jasa
ekosistem untuk kehidupan manusia dan kesehatan manusia, yang memengaruhi
penghidupan, pendapatan, migrasi lokal, ketahanan pangan, dan bahkan dapat
memperburuk konflik politik. Di tahun 2019, sekitar satu juta spesies tumbuhan dan
hewan menghadapi ancaman kepunahan. (IPBES, 2019).

2.1.2 Analisis Kondisi Wilayah Tingkat Nasional

Selain dari FGD dan isu global, isu pembangunan berkelanjutan juga diperoleh dari
analisis kondisi wilayah tingkat nasional. Berdasarkan hasil diskusi POKJA KLHS, kondisi
wilayah fokus pada kondisi 1) Kebencanaan, 2) Pencemaran Lingkungan, 3)
Sumber Daya Alam, 4) Energi, dan 5) Isu Sosial-Ekonomi.

2.1.2.1 Kebencanaan

Permasalahan kebencanaan di Indonesia antara lain adalah kebencanaan tektonik yang
disebabkan oleh letak Indonesia di pertemuan lempeng, seperti yang terlihat pada
Gambar 2.3. Kondisi ini menciptakan aktivitas tektonik yang kompleks. Indonesia
dikelilingi oleh empat lempeng utama, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-
Australia, Lempeng Filipina, dan Lempeng Pasifik. Akibat proses tektonik ini, gempa
sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Zona subduksi aktif, yang teridentifikasi
dengan jelas, menjadi salah satu sumber gempa di Indonesia, terutama dari bagian barat
hingga timur.

Selain gempa, tumbukan antara lempeng juga menghasilkan efek lainnya. Sisa energi dari
proses tumbukan ini menciptakan sesar di darat dan laut, terdapat di beberapa pulau dan
juga di perairan Indonesia (Gambar 2.4). Selain itu, tumbukan antar lempeng juga
berkontribusi pada pembentukan gunung api di beberapa lokasi sepanjang jalur
tumbukan tersebut.
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Gambar 2.2 Peta Tektonik Aktif Indonesia

Proses penunjaman lempeng Indo-Australia ke lempeng Eurasia di bagian barat
Indonesia, terutama di Sumatera, menghasilkan konsekuensi bencana tektonik yang
signifikan. Gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik seperti Gunung Kerinci dan
Sinabung adalah beberapa dampak yang terjadi akibat proses ini. Di selatan Pulau Jawa,
tumbukan antar lempeng yang sama juga menyebabkan gempa bumi, tsunami, dan
adanya gunung berapi aktif. Dalam 20 tahun terakhir, gempa subduksi lempeng dengan
magnitudo di atas 7 mulai sering terjadi.

Selain di bagian barat Sumatera dan selatan Jawa, zona subduksi juga ditemukan di sekitar
Halmahera dan utara Sulawesi, yang berkontribusi pada gempa bumi dan aktivitas
gunung berapi di daerah tersebut. Gempa-gempa darat yang diakibatkan oleh sesar aktif
juga sering terjadi dalam 20 tahun terakhir, seperti gempa Yogyakarta pada tahun 2005,
gempa Padang pada tahun 2009, serta gempa Lombok dan Palu pada tahun 2018.
Kejadian-kejadian gempa dan tsunami di Indonesia selama ini telah menyebabkan korban
jiwa dalam jumlah yang besar dan kerugian materiil yang mencapai miliaran dolar.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rentan
terhadap bencana alam, terutama terkait dengan aktivitas tektoniknya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional 35
2025- 2045




Sumber: PuSGeN, 2017

Gambar 2.3 Peta Sesar Aktif

Peta Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB memberikan
gambaran mengenai tingkat risiko bencana di berbagai kabupaten/kota, seperti yang
terlihat pada Gambar 2.5. Analisis IRBI dilakukan dengan menggunakan parameter
bahaya, kerentanan berdasarkan aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan,
serta kapasitas yang dinilai berdasarkan kelembagaan, kajian dan perencanaan risiko
terpadu, pengembangan sistem informasi, penanganan tematik kawasan rawan bencana,
peningkatan efektivitas, perkuatan kesiapsiagaan, dan pengembangan sistem pemulihan
bencana.

Berdasarkan peta IRBI, risiko letusan gunung api teridentifikasi hanya terdapat di
beberapa daerah tertentu. Sementara itu, risiko tsunami tersebar di bagian barat Pulau
Sumatera, bagian selatan Pulau Jawa, bagian timur Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa
Tenggara, dan bagian utara serta selatan Papua. Sementara itu, gerakan tanah dan banjir
terjadi di seluruh pulau besar Indonesia, dengan kriteria risiko tinggi yang dominan di
beberapa lokasi.

Sumber: IRBI, 2021

Gambar 2.4 Peta Risiko Letusan Gunung Api (Kanan Atas), Tsunami (Kiri Atas), Gerakan
Tanah (Kiri Bawah) Dan Banjir (Kanan Bawah)
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2.1.2.2 Pencemaran Lingkungan

Selain kebencanaan, Indonesia memiliki masalah pencemaran seperti pencemaran air,
pencemaran udara, pencemaran tanah, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

a. Kualitas Air

Pencemaran air di Indonesia diukur melalui pencapaian nilai Indeks Kualitas Air (IKA). IKA
memberikan satu nilai tunggal yang menggambarkan kualitas air secara keseluruhan pada
lokasi dan waktu tertentu, berdasarkan beberapa parameter kualitas air. Pada IKA
Nasional tahun 2019, secara umum Indonesia meraih predikat yang cukup baik dengan
nilai IKA sebesar 52,62. Namun, terdapat 8 provinsi yang masih mendapatkan predikat
kurang baik (yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Bengkulu, Papua, Jawa Barat, Sulawesi Utara,
Banten, DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat), serta 1 provinsi yang mendapatkan

predikat sangat kurang baik (yaitu Provinsi DI Yogyakarta), sebagaimana terlihat pada
Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Predikat Nilai IKA secara Nasional Tahun 2019

. _ Jumlah —_—
Predikat Nilai IKA .. Provinsi
Provinsi

1 IKA>70 -
e Bangka e Sulawesi
Belitung Tengah
2 Baik 60 <IKA<70 6 e Bali e Kalimantan
e Sumatera Timur
Selatan * Aceh
e Nusa Tenggara
Timur e Papua Barat
e Jambi e Maluku Utara
e Sulawesi e Riau
Selatan e Sumatera Barat
e Maluku e Kalimantan
3 | Cukup Baik 50 < IKA £ 60 19 * Gorontalo Jtara
e Kalimantan e Jawa Tengah
Tengah e Sumatera Utara
e Sulawesi Barat e Jawa Timur
e Lampung e Sulawesi
e Kalimantan Tenggara
Selatan
e Kepulauan Riau
e Kalimantan e Sulawesi Utara
Barat e Banten
4 Kurang 40 < IKA <50 8 e Bengkulu e DKl Jakarta
e Papua e Nusa Tenggara
e Jawa Barat Barat
Sangat Kurang
5 ) 30 <IKA<40 1 DI Yogyakarta
Baik

Sumber: Dokumen IKLH Indonesia, 2079
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Berdasarkan pencapaian IKA pada tahun 2017, 2018 dan 2019, terdapat banyak provinsi
yang mengalami kecenderungan penurunan IKA dari tahun ke tahun (lihat Gambar 2.6).
Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan pencemaran air di provinsi-provinsi
tersebut terus memburuk.

rangon:
A 2017 [ )IKA 2010 [ IKA 2010

Sumber: Dokumen IKLH Indonesia, 2019

Gambar 2.5 Peta Indeks Kualitas Air 2019

Analisis IKA selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan 2019,
menunjukkan bahwa beberapa provinsi mengalami kenaikan, stagnasi, atau penurunan
dalam nilai IKA (lihat Tabel 2.3). Secara rata-rata nasional, terdapat fluktuasi nilai IKA
dengan predikat cukup baik (dalam rentang 50 sampai 60). IKA nasional pada tahun 2015
adalah 53,10, pada tahun 2016 adalah 50,20, pada tahun 2017 adalah 53,20, pada tahun
2018 adalah 51,01 dan pada tahun 2019 adalah 52,62.

Tabel 2.3 Rekapitulasi hasil perhitungan Indeks Kualitas Air Nasional Tahun 2015-2019

1 Aceh 49,62 51,93 68,29 62,31 60,56
2 Sumatera Utara 46,00 53,33 50,00 56,67 51,11
3 Sumatera Barat 40,71 43,28 54,32 53,90 53,19
4 Riau 47,65 46,73 53,08 57,50 53,55
5 Jambi 53,75 55,61 51,25 67,58 58,49
6 Sumatera Selatan 69,36 64,52 63,81 67,05 64,45
7 Bengkulu 61,67 60,33 54,07 48,22 47,64
8 Lampung 52,96 53,81 48,77 51,75 55,74
9 Bangka Belitung 64,69 62,05 66,25 65,31 69,29
10 Kepulauan Riau 62,00 58,00 55,33 52,78 54,00
11 DKI Jakarta 30,51 22,31 35,00 31,43 41,94
12 Jawa Barat 55,25 41,33 41,43 38,73 45,59
13 Jawa Tengah 50,91 46,15 60,00 53,75 51,64
14 DIY 33,07 60,22 35,95 50,63 35,37
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Jawa Timur 50,33 49,07 49,17 50,00 50,79
16 Banten 51,75 70,00 47,67 41,25 43,11
17 Bali 61,25 61,39 60,00 48,50 65,33
18 Nusa Tenggara Barat 42,46 33,13 50,00 35,42 40,23
19 Nusa Tenggara Timur 52,35 37,10 41,48 49,17 59,48
20 Kalimantan Barat 54,33 52,92 57,50 51,33 50,00
21 Kalimantan Tengah 55,33 57,44 55,26 50,61 56,80
22 Kalimantan Selatan 46,95 51,56 52,25 51,43 55,31
23 Kalimantan Timur 57,97 55,29 57,69 57,73 62,01
24 Kalimantan Utara - 52,86 51,00 50,91 52,22
25 Sulawesi Utara 47,54 49,52 54,62 54,10 45,48
26 Sulawesi Tengah 53,89 46,67 50,00 45,56 62,59
27 Sulawesi Selatan 56,29 55,95 54,29 57,70 58,40
28 Sulawesi Tenggara 50,00 52,00 70,00 60,00 50,55
29 Gorontalo 50,67 54,00 48,57 50,67 57,20
30 Sulawesi Barat 53,37 44,16 56,91 53,08 56,15
31 Maluku 43,11 42,50 49,83 55,83 57,56
32 Maluku Utara 52,96 50,95 50,62 57,22 53,61
33 Papua Barat 55,33 55,33 50,00 50,67 53,89

Papua 61,11 50,00 62,50 45,00 47,29

[ KANasional | 5310 5020 | 5320 | 5101 5262

Sumber: IKLH Nasional 2020
Berdasarkan data terbaru, nilai IKA pada tahun 2021 secara keseluruhan berada dalam
kategori sedang, meskipun terdapat beberapa provinsi dengan IKA yang terkategori buruk
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Gambar 2.6 Kondisi IKA Tahun 2021
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b. Kualitas Udara

Kualitas udara di Indonesia digambarkan melalui nilai IKU (Indeks Kualitas Udara). Pada
tahun 2019, IKU nasional memperoleh predikat baik dengan nilai IKU sebesar 86,56.
Namun, terdapat 1 provinsi yang meraih predikat di bawah cukup baik, yaitu Provinsi DKI

Jakarta dengan predikat kurang baik.

Tabel 2.4 yang disajikan menunjukkan predikat IKU untuk setiap provinsi di tahun 2019.
Jika dilihat secara rinci, terdapat 6 provinsi yang memiliki nilai IKU di bawah rata-rata

nasional, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DI

Yogyakarta.

Tabel 2.4 Predikat Nilai IKU secara Nasional Tahun 2019

umlah
Provinsi

1 IKU>91
2 Baik 81 <IKU =91
3 Cukup Baik 71 <IKU <81
4 Kurang 61 <IKA<71
Sangat
: 51 <IKU =61
Kurang Baik

22

Kalimantan
Utara
Sulawesi
Tengah
Bengkulu
Papua Barat
Papua
Kepulauan Riau
Riau
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Barat
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi Barat
Bali

Sulawesi
Selatan
Sumatera Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan

Banten

DKI Jakarta

Sumber: Dokumen IKLH Indonesia, 2019
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Kotorangon:
®IKU 2017 ©@IKU 2010 @IKU 2010

Sumber: Dokumen IKLH Indonesia, 2019

Gambar 2.7 Gambar Peta Indeks Kualitas Udara 2019

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kecenderungan peningkatan sepanjang
tahun 2015 hingga 2019 dan berhasil memenuhi target RPJMN 2015 - 2019. Namun
demikian, terjadi penurunan IKU pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015,
yang disebabkan oleh penambahan jumlah lokasi pemantauan di beberapa
Kabupaten/Kota dari 145 Kabupaten Kota menjadi 247 Kabupaten/Kota. Selain itu, selama
tahun 2016, jumlah curah hujan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun
2015. Pada tahun 2018, nilai IKU juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun
2017. Namun, penurunan nilai IKU tersebut masih tetap memenuhi target dengan
kategori baik.

Tabel 2.5 Rekapitulasi hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Nasional Tahun 2015-

2019
1 Aceh 89,44 86,3 89,84 88,33 90,71
2 Sumatera Utara 88,15 79,2 87,32 85,72 86,58
3 Sumatera Barat 88,48 82,9 89,87 88,37 89,45
4 Riau - 72,4 90,9 89,91 90,20
5 Jambi 82,93 88,1 89,39 88,04 87,25
6 Sumatera Selatan 79,64 81,6 88,88 85,32 87,13
7 Bengkulu 92,51 85,4 92,55 91,63 92,69
8 Lampung 82,26 77,5 85,02 82,98 86,62
9 Bangka Belitung 95,61 80,4 94,97 89,09 91,94
10 | Kepulauan Riau 86,61 78,6 95,47 90,83 90,63
I DKI Jakarta 78,78 56,4 53,5 66,57 67,97
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
@@ Rejr:canaI Per:bangunla:Jangan Palnjang Nasional 41
rl?> 2025- 2045




Ilﬁg@

Jawa Barat 74,63 78,6 77,85 72,80 75,10
13 Jawa Tengah 81,32 773 83,91 82,97 84,81
14 | DI Yogyakarta 90,58 87,6 88,08 84,25 85,19
15 | Jawa Timur 89,21 83,2 85,49 81,80 83,06
16 | Banten 50,65 58,8 75,36 71,63 74,98
17 | Bali 92,35 883 91,4 88,97 89,85
18 | Nusa Tenggara Barat 92,27 81,2 88,02 87,17 87,51
19 Nusa Tenggara Timur - 82,7 91,18 86,83 88,18
20 | Kalimantan Barat 91,57 81,5 89,12 88,68 90,04
21 Kalimantan Tengah 89,87 83,8 92,25 87,07 88,82
22 | Kalimantan Selatan 87,6 85,6 89,02 87,75 88,78
23 Kalimantan Timur 80,2 88,87 83,36 90,02
24 | Kalimantan Utara 96,2 89,1 95,83 90,95 93,79
25 | Sulawesi Utara 92,72 86,7 94,32 91,07 92,41
26 | Sulawesi Tengah 89,12 879 94,38 93,56 92,98
27 | Sulawesi Selatan 76,8 85,8 88,66 89,09 89,60
28 | Sulawesi Tenggara 83,61 83,5 91,04 89,85 90,01
29 | Gorontalo - 88,3 94,79 92,17 86,88
30 | SulawesiBarat 89,21 86,4 91,45 89,26 89,97
31 Maluku 82,33 873 85,64 84,99 88,72
32 | Maluku Utara - 86,2 96 90,77 92,38
33 Papua Barat - 93,4 95,63 90,41 92,64

Papua 89,6 90,01 89,89 92,56

U Nasional o Eee | e | ETa | se7e ] 656

Sumber: IKLH Nasional 2020
Dari pembaruan data IKU Nasional pada tahun 2021, diinformasikan bahwa nilai IKU pada
tahun tersebut mencapai 87,23. Kondisi ini menunjukkan peningkatan nilai IKU dari tahun
sebelumnya, serta mewakili nilai IKU tertinggi selama periode 2015-2022. Jika data IKU
seluruh provinsi dianalisis lebih mendalam, secara keseluruhan, kondisi IKU masuk dalam
kategori baik dan sangat baik, dengan hanya satu provinsi yang tergolong dalam kategori
sedang yaitu DKI Jakarta.
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Gambar 2.8 Kondisi IKA Tahun 2021
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c. Persampahan

Pengelolaan sampah saat ini masih mengandalkan pembuangan langsung ke Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA), yang mengakibatkan masa pakai TPA menjadi lebih pendek
daripada jangka waktu yang direncanakan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan
tingkat pencemaran lingkungan, termasuk air, udara, tanah, dan laut. Timbunan sampah
di TPA semakin menggunung akibat pertumbuhan Iaju timbulan sampah yang meningkat
dan perubahan dalam komposisi sampah seiring dengan pertumbuhan ekonomi,
perubahan gaya hidup, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat.

Kajian data mengenai persoalan sampah di enam kota/kabupaten wilayah proyek yang
dilakukan oleh Bappenas, menunjukkan bahwa laju timbulan sampah pada akhir tahun
2021 berkisar antara 0,5-1,2 kg/orang/hari, dengan rata-rata mencapai 0,8 kg/orang/hari.
Angka ini hampir menyamai tingkat timbulan sampah di kota metropolitan di Jepang yang
mencapai 0,92 kg/orang/hari dan Singapura yang mencapai 1,2 kg/orang/hari.

Pelaksanaan sistem pengelolaan sampah saat ini masih cenderung berfokus pada
pembangunan fisik, tanpa diiringi oleh tata kelola yang memadai. Padahal, dari segi teknis,
sistem pengelolaan sampah yang bergantung pada ketersediaan lahan tidak lagi dapat
dianggap sebagai opsi yang layak. Keterbatasan lahan menjadikan Tempat Pemrosesan
Akhir (TPA) menjadi suatu elemen yang sangat penting yang perlu dijaga dengan baik. TPA
sebaiknya hanya digunakan untuk menampung jumlah sampah residu yang minim,
sementara usaha seharusnya difokuskan untuk mendaur ulang sebanyak mungkin
sampah yang memungkinkan. Dalam skenario "Business as Usual", diproyeksikan bahwa

kemampuan daya tampung dan daya dukung TPA Nasional akan mencapai batas penuh
pada tahun 2030, atau bahkan lebih cepat.

Proyeksi Produksi Sampah Domestik (Ton/Tahun) Kemampuan Daya Tampung TPA Nasional

Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 2.9 Proyeksi Produksi Sampah Domestik dan Kemampuan Daya Tampung TPA
Nasional

Apabila diperhatikan dari komposisi sampah yang dihasilkan, komposisi sampah yang
dominan adalah sampah sisa makanan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2020, sekitar 40,3%
dari total sampah yang dihasilkan di Indonesia merupakan sampah makanan. Selain itu,
berdasarkan studi mengenai timbulan Food Loss and Waste (FLW) di Indonesia dari tahun
2000 hingga 2019, angka tersebut berkisar antara 115 hingga 184 kg per kapita per tahun.
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Dari sudut pandang rantai pasok, timbulan terbesar terjadi pada tahap konsumsi. Dari
perspektif sektor dan jenis pangan, timbulan terbesar tercatat pada tanaman pangan,
khususnya dalam kategori padi-padian. Sebaliknya, sektor pangan yang paling tidak efisien
adalah tanaman hortikultura, terutama dalam kategori sayur-sayuran.

Gambar 2.10 menunjukkan komposisi sampah berdasarkan hasil kajian Bappenas pada
tahun 2023. Dari data tersebut, jenis sampah yang paling mendominasi adalah sisa
makanan, mencapai proporsi sebesar 41,45%, diikuti oleh plastik dengan proporsi
sebesar 18,19%. Untuk mengatasi masalah sampah sisa makanan, diperlukan sejumlah
langkah penanganan, seperti peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat,
meningkatkan praktik pemilahan dan pengomposan sampah, meningkatkan
pemanfaatan biogas hasil dari pengolahan sampah, berkolaborasi dengan restoran dan
industri pangan dalam pengelolaan sisa makanan untuk pakan hewan, serta
mengedepankan perencanaan menu makanan yang mampu mengurangi pemborosan.

Untuk menangani sampah plastik, perlu diambil tindakan yang mencakup edukasi
masyarakat mengenai dampak negatif plastik terhadap lingkungan dan kesehatan,
mengurangi penggunaan plastik sekali pakai melalui kampanye dan regulasi, membangun
infrastruktur daur ulang plastik, mendorong industri untuk mengadopsi desain produk
berkelanjutan, serta mengimplementasikan larangan penggunaan plastik sekali pakai.
Kolaborasi antara pemerintah, industri, masyarakat, dan inisiatif swasta juga diperlukan
untuk mencapai pengelolaan plastik yang lebih berkelanjutan melalui pendekatan yang
holistik.

KOMPOSISI SAMPAH
BERDASARKAN JENIS SAMPAH

Lainnya : ﬁ,éE%—\

Kaca :1,96%
Kain: 2,67% —\
Logam: 2,96% —\

Sisa Makanan : 41,45%

Lainnya

[ .
- Karat/Kulit

Kain

-

Plastik

[ [

Kayu/Ranting

S Kayu/Ranting : 13,17% - Sisa Makanan

Plastik : 18,19% ——

Kertas/Karton : 11,21%

Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023
Gambar 2.10 Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis Tahun 2022
Gambar 2.11 menggambarkan komposisi sampah berdasarkan sumbernya. Berdasarkan

kajian Bappenas pada tahun 2023, sumber sampah yang paling dominan berasal dari
rumah tangga, dengan proporsi sebesar 38,3%. Diikuti oleh sumber sampah dari sektor
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perniagaan, dengan proporsi sebesar 21,61%. Strategi penanganan sampah dari rumah
tangga mencakup pemisahan sampah di sumber, edukasi mengenai pengurangan
penggunaan plastik dan praktik daur ulang, serta penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse,
Recycle). Masyarakat perlu diberdayakan untuk memilah sampah organik dan non-organik
serta melakukan pengomposan pada sampah organiknya. Selain itu, praktik pengurangan
dan pemanfaatan kembali barang-barang sehari-hari, seperti botol dan kemasan, harus
ditingkatkan. Adanya sistem pengumpulan terpisah untuk jenis sampah yang dapat didaur
ulang juga penting, dengan pengelolaan daur ulang yang efisien untuk mengurangi jumlah
sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Edukasi dan sosialisasi akan
membantu mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
yang lebih berkelanjutan.

Sedangkan strategi penanganan sampah dari perniagaan melibatkan langkah-langkah
seperti mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dan beralih ke kemasan yang
ramah lingkungan, memprioritaskan produk yang dapat didaur ulang atau di daur ulang
kembali, serta menerapkan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan di seluruh rantai
pasok. Perniagaan juga perlu mengadopsi praktik daur ulang internal dan memastikan
pemilahan sampah di sumber. Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti penyedia jasa daur
ulang atau pengolahan limbah, serta berpartisipasi dalam program tanggung jawab
produsen (producer responsibility) adalah hal yang penting untuk menciptakan model
pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari
aktivitas bisnis.

KOMPOSISI SAMPAH
BERDASARKAN SUMBER SAMPAH

Lainnya : 3,36%

Kawasan : 7,29% ——
Fasilitas Publik: 7,01% —\

Rumah Tangga: 38,3%

[ .

Kawasan

- Fasilitas Publik

Pasar : 16,47% ——

S Perkantoran : 5,96%

Perniagaan : 21,61%

Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 2.11 Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah tahun 2022

Gambar 2.12 menggambarkan jumlah timbulan sampah nasional dan di setiap provinsi
di Indonesia. Provinsi dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung menghasilkan
sampah dalam jumlah yang besar. Untuk mengurangi timbulan sampah di provinsi-
provinsi ini, diperlukan pendekatan yang terpadu, termasuk edukasi masyarakat
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mengenai pengurangan jumlah sampah, pengurangan penggunaan plastik, dan praktik
daur ulang. Insentif untuk pemilahan dan daur ulang, serta pendirian pusat daur ulang
yang mudah dijangkau, juga menjadi penting. Selain itu, perlu diterapkan regulasi yang
melarang atau membatasi penggunaan plastik sekali pakai. Kolaborasi antara pemerintah,
industri, masyarakat, dan sektor swasta diperlukan dalam pengembangan infrastruktur
yang efisien dan program sosial yang mendukung pengelolaan sampah yang
berkelanjutan.
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Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 2.12 Total timbulan sampah tahun 2022

Gambar 2.13 menunjukkan total sampah terkelola pada tahun 2022. Untuk
meningkatkan pengelolaan sampah yang terkelola di Indonesia, diperlukan pendekatan
yang mencakup beberapa aspek. Pertama, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat
melalui kampanye edukasi mengenai pentingnya pemilahan sampah, daur ulang, dan
praktik pengurangan pembuangan sampah. Kedua, pemerintah perlu menguatkan
regulasi terkait pengelolaan sampah, termasuk pengurangan penggunaan plastik sekali
pakai, serta memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Ketiga, investasi dalam pembangunan
infrastruktur pengelolaan sampah yang modern dan efisien, seperti pusat daur ulang dan
instalasi pengolahan sampah, akan mempermudah pengelolaan sampah secara
berkelanjutan. Keempat, kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengembangan solusi
inovatif, termasuk teknologi pengolahan sampah, juga dapat meningkatkan efisiensi
pengelolaan. Dengan pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan
sektor swasta, diharapkan pengelolaan sampah yang lebih baik dapat terwujud di
Indonesia.
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Gambar 2.13 Total sampah terkelola tahun 2022

d. Limbah B3

Gambar 2.14 menunjukkan data timbulan limbah B3 berdasarkan data KLHK untuk
tahun 2017-2020. Berdasarkan data tersebut, timbulan Limbah B3 cenderung meningkat
setiap tahun. Laju timbulan Limbah B3 tidak pernah sebanding dengan ketersediaan
kapasitas pengolahan, sehingga jumlah limbah B3 yang berhasil dikelola selalu lebih kecil
daripada total limbah yang dihasilkan. Dilihat dari Gambar 2.14, fluktuasi timbulan limbah
B3 pada tahun 2017-2019 relatif stabil, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang
signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
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Sumber: KLHK, 2020

Gambar 2.14 Timbulan Limbah B3
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Jika dilihat dari segi pemanfaatannya, pada tahun 2022, sebagian Limbah B3 dikelola
dengan cara dimanfaatkan:

e Sebagai bahan bakar (236.862 ton)

e Sebagai bahan baku (2.694.917 ton)
Pemanfaatan Limbah B3 yang paling dominan adalah bahan baku copper ingot dan
substitusi bahan baku semen. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 14% dari total Limbah
B3 yang dikelola dengan metode penimbunan.

PENGELOLAAN LIMBAH
TAHUN 2021

Penimbunan
14%

Pemanfaatan
42%

O LI

Sumber: Aplikasi SIRAJA - KLHK

Gambar 2.15 Pengelolaan limbah tahun 2021

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, selain kategori
Limbah B3, juga terdapat klasifikasi Limbah Non B3 (tercantum dalam Lampiran XIV).
Kedua jenis limbah ini tetap harus dikelola sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
peraturan yang berlaku.

2.1.2.3 Sumberdaya Alam

Identifikasi kondisi sumber daya alam wilayah melibatkan empat aspek utama: tutupan
lahan nasional, lahan gambut nasional, hutan mangrove nasional, dan keanekaragaman
spesies nasional. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memahami luas dan jenis
tutupan lahan di seluruh wilayah, termasuk perubahan yang terjadi seiring waktu.
Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap keadaan dan keberlanjutan lahan gambut,
yang memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon dan keseimbangan ekosistem.

Identifikasi juga mencakup kondisi dan distribusi hutan mangrove, yang merupakan
habitat penting bagi berbagai spesies laut. Pembahasan juga akan difokuskan pada
pengenalan dan pemetaan spesies-spesies di Indonesia, termasuk spesies endemik dan
langka yang memerlukan perlindungan. Dengan demikian, melalui subbab ini akan
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dijelaskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi sumber daya alam di
Indonesia, yang nantinya akan mendukung perumusan kebijakan dan langkah-langkah
pengelolaan yang berkelanjutan.

a. Tutupan Lahan

Indonesia memiliki luas daratan seluas 187,8 juta ha yang terdiri dari lahan berhutan
seluas 95,6 juta ha (50,9%) dan lahan tidak berhutan seluas 92,1 juta ha (49,1%) (KLHK,
2021). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendefinisikan kawasan
hutan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis hutan berdasarkan fungsinya, yaitu

+ Hutan Konservasi (HK),

+ Hutan Lindung (HL),

+ Hutan Produksi Terbatas (HPT),

+ Hutan Produksi (HP), dan

+ Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK).

Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan daratan terdiri dari 88,4 juta ha (73,5%)
masih berhutan dan 31,8 juta ha (26,5%) merupakan lahan tidak berhutan (non hutan).
Berdasarkan fungsi kawasan, penutupan lahan berhutan terbesar terdapat pada fungsi
Hutan Lindung seluas 24,1 juta ha (81,7%).

Apabila dikaitkan dengan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL), perkembangan nilai dari
IKTL Indonesia serta pencapaiannya dari tahun 2016 - 2020 dapat dijelaskan dalam tabel
berikut:

Tabel 2.6 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Nasional
Tahun 2016-2020

[_No ______ Provinsi | 2016 | 2017 _ 2018 | 2019 | 2020 |

1 Aceh 73,20 77,89 75,37 76,57 76,57
2 Sumatera Utara 45,57 49,25 49,44 52,95 52,95
3 Sumatera Barat 64,67 67,5 67,46 67,16 67,16
4 Riau 46,31 51,89 48,37 48,15 48,15
5 Jambi 47,75 54,46 50,56 60,90 60,90
6 Sumatera Selatan 35,08 42,55 40,17 39,84 39,84
7 Bengkulu 53,84 55,84 55,52 55,78 55,78
8 Lampung 30,74 33,75 35,93 36,65 36,65
9 Bangka Belitung 35,35 41,56 40,78 41,21 41,21
10 Kepulauan Riau 52,93 58,46 54,75 59,06 59,06
11 DKI Jakarta 31,99 22,86 2414 24,66 24,66
12 Jawa Barat 38,25 38,39 38,51 38,70 38,70
13 Jawa Tengah 48,54 43,47 50,12 50,08 50,08
14 DI Yogyakarta 32,74 35,6 33,03 32,69 32,69
15 Jawa Timur 49,45 50,7 50,52 50,23 50,23
16 Banten 37,34 40,11 38,28 39,16 39,16
17 Bali 39,03 40,29 41,56 41,34 41,34
18 Nusa Tenggara Barat 60,05 69,10 66,56 65,67 65,67
19 Nusa Tenggara Timur 60,81 59,31 63,84 63,42 63,42
20 Kalimantan Barat 58,33 60,16 64,19 59,76 59,76
21 Kalimantan Tengah 68,11 74,76 78,12 76,27 76,27
22 Kalimantan Selatan 44 49,21 49,29 46,78 46,78
23 Kalimantan Timur 82,26 88,54 87,59 87,94 87,94
24 Kalimantan Utara
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mm 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Sulawesi Utara
26 Sulawesi Tengah
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Sumber: Ditjen PPKL KLHK, 2020

Capaian IKTL tersebut, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJM
Nasional, diuraikan dalam gambar berikut:

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Nasional
Tahun 2015-2020

64 -
62 -
60.
60 4
> ST
58 4 58.83 '
56 . . . .
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=@=Target RPJM

Sumber: Ditjen PPKL KLHK, 2020

=8=—_Capaian

Gambar 2.16 Capaian Target IKTL RPJMN Periode 2015 - 2020

Nilai IKTL yang dibandingkan dengan target dalam RPJM Nasional dapat dikatakan tidak
tercapai. Hal ini bisa disebabkan oleh fenomena deforestasi hutan, atau dengan kata lain,
perubahan penutupan lahan hutan menjadi non-hutan yang mengalami fluktuasi, tetapi
cenderung memiliki nilai yang menurun.
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Gambar 2.17 Laju Deforestasi Periode 1990 sampai 2019

b. Lahan Gambut

Lahan gambut memiliki arti penting yang luas, termasuk dalam penyimpanan karbon
global karena mengandung material organik yang lambat terurai, menjaga
keanekaragaman hayati dengan habitat unik bagi flora dan fauna, mengatur aliran air
serta ketersediaan air bagi manusia dan ekosistemn, serta berperan dalam pencegahan
kebakaran dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, keberlanjutan fungsi-fungsi ini
memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang tepat guna untuk mencegah degradasi
dan emisi gas rumah kaca yang dapat berdampak pada perubahan iklim global.

Data dari Global Environment Center & Wetlands International tahun 2008 menunjukkan
bahwa luas lahan basah global adalah 400 juta hektar, dengan pembagian diantaranya di
Amerika Utara (45,3% dari total luas lahan basah dunia), Asia (36,7%), Eropa (12,4%),
Amerika Selatan (4,0%), Afrika (1,4%) dan Australasia (0,2%). Lahan basah berupa gambut
terbesar di dunia terletak di Rusia, Kanada, Amerika Serikat, dan Indonesia. Lahan gambut
di negara-negara tersebut bisa mencapai 60% dari total lahan gambut di dunia.
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Gambar 2.18 Peta Lahan Gambut Indonesia Tahun 2019

Sementara itu, terkait dengan gambut tropis, FAO dan KLHK menyatakan bahwa luas
gambut tropis mencakup sekitar 8 persen dari total gambut dunia, dimana 60 persen
diantaranya terletak di Asia Tenggara. Dengan lahan gambut tropis mencapai 13,43 juta
hektar, Indonesia merupakan negara dengan luas lahan gambut tropis terbesar di dunia.
Di Indonesia, rawa-rawa tersebar di tiga pulau utama, yaitu Sumatera dengan 5,8 juta
hektar lahan gambut, Kalimantan dengan 4,5 juta hektar lahan gambut, dan Papua
dengan 3 juta hektar lahan gambut (pantaugambut.id, 2023)

Indonesia adalah negara dengan luas lahan basah terbesar kedua di dunia. Berdasarkan
data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2019, luas
rawa di Indonesia mencapai 13,43 juta hektar (ha), tersebar di empat pulau. Sumatera
memiliki kawasan rawa terluas dengan luas 5,85 juta hektar, diikuti oleh Kalimantan
dengan lahan gambut seluas 4,54 juta hektar. Papua juga mencatat 3,01 juta hektar lahan
basah. Selain itu, pulau Sulawesi memiliki lahan gambut seluas 24.783 hektar. Namun,
Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku tidak memiliki lahan gambut. Di sisi lain, peran
penting lahan basah dalam mencegah perubahan iklim dan bencana alam sangat krusial.
Lahan basah mampu mengikat sekitar 30% karbon dunia, mencegahnya masuk ke
atmosfer. Selain itu, lahan gambut juga menjadi ekosistem penting bagi keanekaragaman
hayati, tempat berbagai spesies flora dan fauna tumbuh, termasuk ikan, unggas air, dan
orangutan.

c. Mangrove

Mangrove merupakan salah satu sumber daya alam perairan yang memiliki manfaat besar
bagi kehidupan manusia serta memainkan peran penting dalam lingkungan dan
perekonomian masyarakat di sekitarnya. Ekosistem mangrove terdiri dari berbagai
komponen yang saling berinteraksi, membentuk keseimbangan dan stabilitas. Dalam
ekosistem mangrove, terdapat komponen hayati yang meliputi tidak hanya biota perairan
seperti bentos, tetapi juga biota darat seperti vegetasi dan berbagai jenis satwa. Menurut
Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2013, ekosistem mangrove adalah sebuah kesatuan
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komunitas vegetasi mangrove yang berinteraksi dengan hewan dan mikroorganisme,
memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan di sepanjang pantai, terutama di
wilayah pasang surut, laguna, dan muara yang dilindungi oleh lumpur atau dataran
pasang surut berpasir, guna menciptakan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.

Berdasarkan peta mangrove nasional yang dirilis secara resmi oleh Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021, luas total mangrove di Indonesia
mencapai 3.364.076 hektar. Dari luas tersebut, terdapat tiga kategori kondisi mangrove
berdasarkan persentase tutupan tajuknya, yakni mangrove rapat, mangrove sedang, dan
mangrove jarang. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 7717-2020, hutan mangrove
diklasifikasikan sebagai mangrove rapat apabila tutupan tajuknya lebih dari 70%,
mangrove sedang apabila tutupan tajuknya berkisar antara 30-70%, dan mangrove jarang
apabila tutupan tajuknya kurang dari 30%.

Dari total luas mangrove di Indonesia sebesar 3.364.076 hektar, terdapat luas mangrove
lebat sebesar 3.121.239 hektar (93%), mangrove sedang seluas 188.363 hektar (5%), dan
mangrove jarang seluas 54.474 hektar (2%). Pemerintah berfokus pada restorasi kawasan
mangrove yang memiliki tutupan vegetasi jarang. Alokasi peran dalam restorasi kawasan
mangrove yang jarang sangatlah sesuai dengan tugas, kebijakan, dan tanggung jawab
kementerian/lembaga terkait.

d. Keanekaragaman Spesies

Keanekaragaman Hayati adalah keseluruhan genus, spesies, dan ekosistem yang ada
dalam suatu wilayah. Kekayaan hayati di bumi saat ini merupakan hasil dari ratusan juta
tahun sejarah evolusi dan telah diperkaya oleh penemuan manusia. Menurut Undang-
Undang No. 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati mencakup variasi makhluk hidup dari
berbagai sumber, termasuk daratan, lautan, dan ekosistem akuatik (perairan) lainnya,
serta kompleks ekologi yang menjadi bagian dari keanekaragaman tersebut, termasuk
variasi spesies dan hubungannya dengan ekosistem. Indonesia juga memiliki beragam
kekayaan unik, endemik, dan langka.

Keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu keanekaragaman
genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman
genetik merujuk pada variasi dalam genetika suatu spesies, termasuk perbedaan yang
jelas dalam populasi yang sama (misalnya, varietas padi tradisional suku Baduy) atau
variasi genetik dalam satu populasi. Keanekaragaman spesies mengacu pada variasi
spesies yang ada dalam suatu wilayah. Sementara itu, keanekaragaman ekosistem terkait
dengan berbagai jenis ekosistem yang ada dalam satu wilayah.

Seperti tumbuhan, fauna di Indonesia secara biogeografi terbagi menjadi empat wilayah
yang dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber, yaitu fauna Asiatik, fauna Australis,
dan fauna peralihan (Asiatik-Australia). Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara
dengan keanekaragaman fauna yang tinggi. Menurut Biodiversity Conservation Indonesia
(2014), Indonesia menduduki peringkat kedua dalam kekayaan fauna setelah Brazil.
Sekitar 12% dari mamalia dunia (515 spesies) terdapat di Indonesia. Sekitar 16% dari reptil
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dunia (781 spesies) dan 35 spesies primata menjadikan Indonesia peringkat keempat di
dunia. Selain itu, 17% dari total spesies burung (1.592 spesies) dan 270 spesies amfibi
menempatkan Indonesia masing-masing pada peringkat kelima dan keenam di dunia.
Diperkirakan penemuan spesies baru akan meningkat jika eksplorasi diperluas ke wilayah
di luar Jawa. Misalnya, pada tahun 2014, ekspedisi LIPI di daerah Lengguru, Kaimana,
Papua Barat menemukan sejumlah spesies fauna yang diduga baru, termasuk 37 spesies
kupu-kupu, 30 spesies amfibi, dan 50 spesies reptil.

Menurut Maryanto et al. (2019), di Indonesia hingga tahun 2019, tercatat sekitar 776 jenis
mamalia, terbagi menjadi 16 bangsa atau ordo. Jumlah ini termasuk beberapa jenis baru
yang ditemukan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2010-2019), seperti Paucidentomys
vermidax (2012), Margaretamys cristinae (2012), Halmaheramys bokimekot (2013), Waiomys
mamasae (2014), Hyorhinomys stuempkei (2015), Crocidura umbra (2016), Gracilimus radix
(2016), Tarsius spectrumgurskyae dan Tarsius supriatnai (2017). Distribusi mamalia terbesar
terdapat di Pulau Kalimantan (268 jenis), diikuti oleh Sumatera (257 jenis), Papua (241
jenis), Sulawesi (207 jenis), dan Pulau Jawa dengan 193 jenis.

Ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu
gangguan langsung dan tidak langsung. Gangguan langsung menyebabkan kematian flora
dan fauna, termasuk pengambilan individu spesies tertentu untuk konsumsi atau
perdagangan. Kegiatan ilegal seperti perburuan ilegal, penangkapan ikan ilegal, dan
penebangan ilegal termasuk dalam kategori ini.

Tabel 2.7 Jumlah Spesies Fauna Endemik Dan Spesies Endemik Yang Terancam Di
Indonesia

Total Endemik Endemik yang terancam

Kelompok Fauna

Jumlah Spesies %
Vertebrata
Mamalia 291 126 43,30
Burung 74 23 31,08
Buaya dan biawak 0 0 0,00
Chamelon 0 0 0,00
Amphibi 193 26 13,47
Groupers 0 0 0,00
Herring, Anchovies dll 10 0 0,00
Seahorse dan Pipefishes 3 0 0,00
Sturgeons 0 0 0,00
Wrasses dan Parrotfishes 12 0 0,00
Sharks dan Rays 14 4 28,57
Jumlah vertebrata 597 179 29,98
Invetebrata
FW Crabs 71 13 18,31
FW Crayfish 5 1 20,00

Sumber: Indonesian Journal of Conservation, 2022
Gangguan dan ancaman yang bersifat langsung terhadap keanekaragaman flora di
Indonesia terutama disebabkan oleh kerusakan hutan dan tingginya aktivitas perburuan
satwa liar. Pada akhir tahun 1880-an, hampir 90% wilayah Indonesia masih tertutup oleh
hutan hujan. Namun, dari tahun 1880 hingga 1980, Indonesia mengalami kehilangan
sebesar 25% dari tutupan hutan tersebut. Saat ini, sekitar 50% wilayah Indonesia masih
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memiliki hutan, tetapi mayoritas dari hutan ini telah mengalami degradasi, menjadi hutan
bekas tebangan, hutan sekunder, atau hutan tanaman.

Dalam upaya pengelolaan konservasi yang khusus atau dalam penerapan kebijakan
tertentu, diperlukan pemahaman yang lebih luas daripada hanya mengenai hierarki
keanekaragaman genetik spesies ekosistem. Penting juga untuk memahami (1)
keanekaragaman struktur dan fungsi ekosistem, serta (2) keanekaragaman budaya
manusia, yang meliputi bahasa, kepercayaan, agama, praktik pengelolaan lahan, seni,
musik, struktur sosial, pemilihan tanaman budidaya, pangan, dan aspek lain dari
kehidupan masyarakat manusia. Keanekaragaman budaya manusia membantu dalam
proses adaptasi manusia terhadap perubahan lingkungan. Semakin beragam budaya
suatu masyarakat atau negara, semakin baik pula adaptasinya terhadap perubahan
lingkungan. Dalam konteks komponen terakhir ini, Indonesia memiliki kekayaan warisan
budaya yang menjadi aset penting dalam pembangunan.

2.1.2.4 Energi

Indonesia menghadapi sejumlah permasalahan terkait energi yang memerlukan
penyelesaian segera. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, krisis pasokan listrik,
dan infrastruktur kelistrikan yang terbatas menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh
negara ini. Dalam upaya untuk mencapai keberlanjutan energi, diperlukan langkah-
langkah strategis guna mengatasi permasalahan energi di Indonesia dan memastikan
pasokan listrik yang memadai bagi seluruh masyarakat.

Data dalam tabel statistik energi Indonesia telah dikonsolidasikan dari berbagai sumber
publikasi statistik. Data ini telah diharmonisasikan dalam format dan definisi yang
konsisten, termasuk estimasi kebutuhan energi. Sumber data berasal dari statistik yang
diterbitkan oleh BPS, unit teknis di Kementerian ESDM, perusahaan energi, asosiasi
energi, dan lembaga internasional.

Proyeksi penyediaan energi primer untuk periode 2019-2050 disusun berdasarkan
asumsi dan data yang terdapat dalam RUEN, termasuk potensi energi, produksi energi
fosil, serta kebijakan pembatasan ekspor batubara dan gas bumi. Penyediaan energi
primer untuk pembangkit listrik dimasukkan dalam pemodelan berdasarkan asumsi
kapasitas pembangkit sesuai dengan RUPTL, yang menghasilkan kebutuhan energi primer
untuk masing-masing pembangkit listrik. Proyeksi penyediaan energi primer pada tahun
2025 dan 2050 dalam skenario Business as Usual (BaU) diperkirakan mencapai 314 MTOE
dan 943 MTOE secara berturut-turut.

Berbagai kebijakan yang diterapkan, seperti diversifikasi energi, efisiensi energi, dan
keberlanjutan lingkungan, akan memberikan dampak pada pertumbuhan penyediaan
energi primer yang lebih rasional. Penerapan kebijakan-kebijakan ini telah berhasil dalam
menahan laju pertumbuhan penyediaan energi primer selama beberapa tahun terakhir.

Beberapa subsidi energi, seperti subsidi premium dan listrik untuk golongan rumah
tangga mampu, telah dicabut oleh pemerintah. Meskipun harga BBM dan listrik
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mengalami kenaikan, peningkatan aktivitas ekonomi diperkirakan tidak akan terpengaruh
secara signifikan, sehingga permintaan energi tetap meningkat, terutama permintaan
energi fosil seperti batubara, gas, dan minyak bumi. Sampai tahun 2050, ketiga jenis
energi fosil ini masih menjadi pilihan utama dalam memenuhi permintaan energi nasional.

Dalam konteks jenis energi, penyediaan batubara termasuk briket diperkirakan akan
meningkat menjadi 298 MTOE atau sekitar 32% pada tahun 2050. Pemanfaatan batubara
akan difokuskan sebagai bahan baku dalam proses coal gasification dan coal ligefaction,
serta DME untuk meningkatkan nilai tambah. Di sisi lain, penggunaan batubara untuk
pembangkit listrik akan dibatasi hanya untuk PLTU Mulut Tambang.

Permintaan total gas, termasuk gas pipa, LPG, dan LNG, diperkirakan akan naik menjadi
222 MTOE pada tahun 2050, atau sekitar 24% dari total penyediaan energi primer yang
akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik. Peningkatan penggunaan
gas domestik ini akan didukung oleh pembangunan infrastruktur gas nasional, seperti
jaringan pipa gas sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas,
serta Floating Storage Regasification Unit (FSRU) untuk pemanfaatan LNG yang jaraknya
jauh dari sumber gas. Pembangunan jargas untuk sektor rumah tangga juga akan
dilakukan di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas.

Permintaan minyak bumi diperkirakan akan meningkat menjadi 147 MTOE pada tahun
2050, sehingga pangsa minyak bumi dalam penyediaan energi primer akan turun menjadi
16%. Peningkatan permintaan minyak bumi ini disebabkan oleh meningkatnya
permintaan di sektor transportasi, baik sebagai bahan campuran biodiesel dan bioetanol
maupun sebagai BBM murni (bensin, solar, dan avtur).

Sementara itu, permintaan energi baru terbarukan (EBT) pada tahun 2050 diperkirakan
mencapai 275 MTOE, sehingga pangsa EBT juga akan meningkat menjadi 29%.
Peningkatan penyediaan energi baru terbarukan ini akan dilakukan melalui optimalisasi
pemanfaatan sel surya, biomassa, panas bumi, dan tenaga air untuk pembangkit listrik,
serta substitusi BBM dengan BBN, terutama di sektor transportasi. Berikut ini adalah
perkembangan bauran energi primer dalam skenario Business as Usual (BAU).
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Gambar 2.19 Perkembangan Bauran Energi Primer Skenario BaU

Permintaan listrik selalu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis energi lainnya.
Pertumbuhan permintaan listrik, diproyeksikan mencapai 2.214 TWh (BaU), 1.918 TWh
(PB), 1.626 TWh (RK) pada tahun 2050 atau naik hampir 9 kali lipat dari permintaan listrik
tahun 2018 sebesar 254,6 TWh. Laju pertumbuhan permintaan listrik rata-rata pada
ketiga skenario sebesar 7% (BaU), 6,5% (PB) dan 6,0% (RK) per tahun selama periode
2018-2050. Pola permintaan listrik untuk ketiga skenario selama periode proyeksi relatif
sama, dengan porsi terbesar di sektor rumah tangga, kemudian sektor industri, sektor
komersial, sektor transportasi dan sektor lainnya. Pangsa permintaan listrik di sektor
rumah tangga akan meningkat dari 49% tahun 2018 menjadi 58% (BaU), 60% (PB) dan
61% (RK) pada tahun 2050, walaupun sudah ada upaya penghematan energi dari
beberapa peralatan seperti penggunaan inverter pada AC dan penggunaan lampu hemat
energi (CFL).

Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah rumah tangga yang
meningkat dari 67 juta tahun 2018 menjadi lebih dari 80 juta pada tahun 2050. Selain itu,
naiknya level pendapatan masyarakat mendorong naiknya penggunaan barang-barang
elektronik seperti pendingin (AC), kulkas, mesin cuci, TV, termasuk kompor listrik induksi.
Khusus untuk peningkatan penggunaan AC didorong oleh faktor pemanasan global. Sama
halnya dengan sektor rumah tangga, peningkatan permintaan listrik sektor komersial juga
dipengaruhi oleh pemakaian listrik pada AC dan lampu serta pemakaian LPG dan listrik
untuk memasak khusus hotel dan restoran. Permintaan listrik di sektor komersial akan
meningkat sekitar 7 kali lipat pada tahun 2050 menjadi 389 TWh (BaU), 305 TWh (PB) dan
255 TWh (RK).
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Tabel 2.8 Permintaan Energi Indonesia Tahun 2010-2020 (TWh)

Minyak Minyak
Gas & Produk PP Surya &
Tahun Batu Bara Mentah & Tenaga Air Panas Bumi Biofuel Biogas Total Tahun Batu Bara Mentah &
Alam PV Surya
Produk Produk

2010 282.156.213 464.852.996 269.942.185 41.510.591 15.266.074 N.A N.A N.A N.A 107.822.916 1.446.623 N.A 1.182.997.598

2011 334.142.760 563.378.573 261.708.332 27.959.381 15.119.152 N.A N.A N.A N.A 105.354.823 2.328.869 N.A 1.309.991.890
2012 345.000.022 589.342.626 259.456.414 29.212.853 15.129.340 N.A N.A N.A N.A 99.383.737 4.339.870 N.A 1.341.864.860
2013 302.694.000 587.652.963 270.134.751 38.495.952 15.245.038 N.A N.A N.A N.A 95.374.094 6.798.481 N.A 1.316.395.279
2014 319.956.003 577.688.014 271.375.371 37.955.765 16.191.566 N.A N.A N.A N.A 92.873.723 11.966.513 N.A 1.328.006.955
2015 364.619.216 509.485.005 279.632.345 34.604.474 16.337.878 N.A N.A N.A N.A 84.925.229 8.380.587 120.162 1.298.104.896

2016 380.310.000 613.390.738 288.546.633 47.450.306 17.537.710 N.A N.A N.A N.A 80.062.430 20.625.241 144.549 1.448.067.607

2017 407.526.000 552.942.024 285.604.946 47.599.892 20.259.621 N.A N.A N.A N.A 74.722.762 20.947.287 157.140 1.409.759.672
2018 483.335.998 566.987.932 288.310.815 40.204.916 26.040.932 355.896 466.082 30.493.437 8.795 67.522.118 28.312.237 162.745 1.532.201.903
2019 581.356.407 549.149.024 288.586.414 39.329.376 26.193.174 461.856 1.185.873 29.906.203 12.217 61.784.034 45.927.085 166.591 1.624.058.253
2020 553.923.901 472.707.726 251.143.838 45.457.285 28.909.243 725.166 1.164.203 30.431.306 13.284 53.365.255 55.515.900 176.604 1.493.533.711

Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia, 2020
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2.1.2.5 Isu Sosial-Ekonomi

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia
Tenggara dan memiliki keragaman sosial budaya, kini dihadapkan pada beragam
tantangan dalam bidang sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi, pengangguran,
akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketahanan pangan adalah
beberapa aspek yang perlu ditangani guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
dan inklusif. Selain itu, konflik sosial dan perubahan iklim juga merupakan faktor penting
yang memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di Indonesia. Dalam skala global,
Indonesia berupaya untuk meningkatkan peringkat pencapaian Sustainable Development
Goals (SDGs) sebagai langkah untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan
kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

a. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) mencerminkan tingkat pendidikan yang telah
dicapai oleh penduduk. Semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula taraf pendidikan yang
telah diakses oleh penduduk suatu daerah. Secara umum, pencapaian RLS untuk
penduduk usia 15 tahun ke atas terus mengalami peningkatan, bahkan selama masa
pandemi Covid-19, meskipun hanya pada tahun 2020 yang berhasil melebihi target yang
ditetapkan. Proyeksi pencapaian pada tahun 2024 diperkirakan akan mendekati target
akhir sekitar 9,36, yaitu sekitar 9,32.

Pada tahun 2005, RLS untuk penduduk usia 15 tahun ke atas adalah 7,30 dan tahun 2013
meningkat menjadi 8,14. Dalam kurun waktu delapan tahun tersebut, terjadi peningkatan
RLS sebesar 0,84. Namun, pencapaian RLS ini belum merata di antara provinsi-provinsi.
Dari tahun 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan pencapaian RLS untuk penduduk usia
15 tahun ke atas sebesar 0,43, dari 8,32 pada tahun 2015 menjadi 8,75 pada tahun 2019.
Program Wajib Belajar 9 Tahun dan dukungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
telah memastikan partisipasi masyarakat dalam hak dasar pendidikan, yang berdampak
signifikan pada pencapaian RLS untuk kelompok penduduk usia 15 tahun ke atas.

Pada tahun 2020, pencapaian RLS untuk penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan
kemajuan yang positif, mencapai 8,90, naik sebesar 0,15 dari tahun 2019. Dilihat dari segi
wilayah, capaian tertinggi masih tercatat di Provinsi DKl Jakarta, yaitu sekitar 11,17,
sementara capaian terendah terdapat di Provinsi Papua dengan angka sekitar 6,96.
Meskipun sebagian besar sekolah ditutup dan siswa harus beradaptasi dengan metode
belajar dari rumah (BDR) akibat pandemi Covid-19, capaian RLS untuk penduduk usia 15
tahun ke atas tetap mengalami peningkatan pada tahun 2020.
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Sumber:

a.  Data Target: Dokumen RPIMN dan RKP.
b. Data Capaian: Susenas, berbagai tahun (diolah).
Keterangan: *) Target penyesuaian kondisi pandemi Covid-19.

Gambar 2.20 Tren Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke
Atas Tahun 2005-2024 (Tahun)

b. Rasio Angka Partisipasi Kasar antara 20 Persen Penduduk Termiskin dan 20 Persen
Penduduk Terkaya
Angka partisipasi kasar (APK) adalah gambaran umum mengenai tingkat partisipasi
penduduk dalam melanjutkan pendidikan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang lain,
serta kemampuan suatu jenjang pendidikan untuk menyerap penduduk usia sekolah.
Pada tingkat pendidikan menengah, taraf pendidikan terus mengalami perbaikan. Secara
keseluruhan, tren pencapaian APK dari awal hingga akhir periode Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2025 mengalami peningkatan dan selalu
mencapai target baik untuk jenjang SMA/sederajat maupun perguruan tinggi. Proyeksi
juga menunjukkan bahwa pencapaian ini akan melebihi target yang ditetapkan pada akhir

tahun 2024.
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Sumber:

a.  Data Target: Dokumen RPIMN dan RKP.
b. Data Capaian: Susenas, berbagai tahun (diolah). Keterangan: *)
Target penyesuaian kondisi pandemi Covid-19.

Gambar 2.21 Tren Capaian Kinerja Rasio APK antara 20 Persen Penduduk Termiskin dan
20 Persen Penduduk Terkaya Tahun 2005-2024 (Rasio)
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Dalam aspek kesenjangan, rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) antara 20 persen penduduk
termiskin dan 20 persen penduduk terkaya pada jenjang SMA/sederajat menunjukkan
perkembangan yang positif. Capaian rasio APK antara kedua kelompok ini mengalami
peningkatan dari 0,37 pada tahun 2005 menjadi 0,42 pada tahun 2010, dan kemudian
meningkat lagi menjadi 0,70 pada tahun 2014. Peningkatan ini mengindikasikan
berkurangnya kesenjangan dalam partisipasi pendidikan sebagai hasil dari upaya
pemerataan akses dan layanan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga
ekonomi rendah. Hal yang serupa juga terjadi dalam perkembangan partisipasi
pendidikan di jenjang pendidikan tinggi. Upaya penyediaan layanan pendidikan yang lebih
inklusif dan merata terus berlanjut dengan fokus pada kelompok masyarakat kurang
beruntung dan penduduk dengan latar belakang sosial-ekonomi yang lemah.

Dari tahun 2014 hingga 2019, rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20
persen penduduk terkaya untuk tingkat SMA/SMK/MA/sederajat terus meningkat, dari
0,70 pada tahun 2014 menjadi 0,77 pada tahun 2019. Hal yang sama terjadi pada rasio
APK perguruan tinggi antara dua kelompok ini, dengan peningkatan dari 0,18 menjadi 0,29
antara tahun 2019 dan 2021. Peningkatan rasio APK ini disebabkan oleh implementasi
kebijakan dan program bantuan pendidikan yang lebih baik, sebagai hasil dari
peningkatan target dan alokasi anggaran. Capaian rasio APK antara 20 persen penduduk
terkaya dan 20 persen penduduk termiskin pada jenjang sekolah menengah terlinat
meningkat di beberapa provinsi pada tahun 2019. Sebagai contoh, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung yang memerlukan perhatian lebih pada tahun 2005-2015 mengalami
peningkatan menjadi 0,32 pada tahun 2019, sementara Provinsi DKI Jakarta yang awalnya
memiliki rasio 0,29 meningkat menjadi 1,07 pada tahun 2019. Namun, Provinsi
Kalimantan Utara mengalami penurunan dari 1,02 menjadi 0,29 pada tahun 2019.

Pada tahun 2020, capaian rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen
penduduk terkaya pada tingkat SMA/SMK/MA/sederajat mengalami stagnasi pada angka
0,77. Hal ini terjadi sebagai akibat dari dampak pandemi Covid-19. Meskipun demikian,
ketidakberubahan dalam capaian rasio APK ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi
anak-anak sekolah tetap terjaga, meskipun sektor pendidikan terkena dampak pandemi.
Intervensi seperti penyediaan bantuan pendidikan sebelum pandemi berkontribusi dalam
menjaga capaian rasio APK antara 20 persen penduduk termiskin dan 20 persen
penduduk terkaya agar tidak mengalami penurunan. Selain itu, pelaksanaan Survei Sosial
Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2020, ketika pandemi Covid-19 sedang
berlangsung, belum sepenuhnya menggambarkan dampak pandemi pada tahun 2020.
Sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi, terutama ketika sekolah mulai dibuka
kembali, perlu dipertimbangkan langkah-langkah untuk memulihkan partisipasi dan
kualitas pendidikan.
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c.  Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan

Dalam RPJPN 2005-2025, sasaran dan prioritas pembangunan industri menekankan pada
pembangunan struktur ekonomi dan industri nasional yang kokoh. Secara keseluruhan,
pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan industri nasional melalui pembuatan
kebijakan yang mengarah pada pengembangan komoditas unggulan di setiap wilayah,
pengembangan sumber daya alam pertanian dan pertambangan, serta mendorong
terciptanya kegiatan ekspor industri yang memiliki daya saing global.

|’ Kondisi Pandem
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Sumber:

a.  Data Target: Dokumen RPIMN dan RKP.
b.  Data Capaian: Susenas, berbagai tahun (diolah). Keterangan: *)
Target penyesuaian kondisi pandemi Covid-19.

Gambar 2.22 Tren Capaian Kinerja Industri Pengolahan Tahun 2005-2024 (Persen)

Selama periode 2005-2014, kinerja sektor industri pengolahan mengalami penurunan.
Hal tersebut disebabkan adanya perubahan harga minyak dunia yang meningkat
signifikan pada tahun 2005 dan krisis keuangan global pada tahun 2008 yang
mengakibatkan ketidakstabilan pasar keuangan domestik, serta ketidakpastian
perekonomian global yang menyertai pasca krisis tahun 2009-2010.

Dari sisi kontribusi, rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
perekonomian Indonesia periode 2005-2014 sebesar 22,7 persen, yang ditopang oleh
kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas sebesar 18,8 persen, dan kontribusi
sektor industri migas sebesar 4,1 persen. Pada periode 2005- 2010, rata-rata subsektor
industri yang memiliki kontribusi terbesar adalah subsektor industri makanan, minuman,
dan pengolahan tembakau (6,8 persen); industri alat angkutan, mesin, dan peralatannya
(6,4 persen); serta industri kimia, farmasi, dan industri karet (2,9 persen). Pada periode
2010-2014, rata-rata subsektor industri yang memiliki kontribusi terbesar adalah industri
makanan dan minuman (5,3 persen); industri alat angkutan (2,0 persen); serta industri
barang logam, komputer, dan barang elektronik (1,9 persen).

Secara kewilayahan, kontribusi PDRB sektor industri pengolahan tiap provinsi bervariasi.
Provinsi yang memiliki rata-rata kontribusi PDRB sektor industri di atas rata-rata kontribusi
PDB sektor industri tahun 2005-2014 secara nasional adalah Provinsi Jawa Barat (44,37
persen), Banten (42,34 persen), Kepulauan Riau (41,30 persen), Jawa Tengah (34,16

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 62
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
2025- 2045




IS
I

persen), Jawa Timur (29,46 persen), Papua Barat (27,16 persen), Kalimantan Timur (26,56
persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (23,35 persen).

Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah tersebut didorong oleh
sektor industri pengolahan. Sebaliknya, provinsi yang memiliki rata-rata kontribusi PDRB
sektor industri selama tahun 2005-2014 yang terendah adalah Provinsi Bengkulu (5,11
persen), Maluku (4,95 persen), Nusa Tenggara Barat (3,84 persen), Papua (1,91 persen),
dan Nusa Tenggara Timur (1,47 persen).

Rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan pada periode 2005-2014 mencapai
4,5 persen, dengan komposisi pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas
sebesar 5,3 persen dan pertumbuhan sektor pengolahan migas sebesar -1,6 persen.
Pertumbuhan sektor industri pengolahan tertinggi dicapai pada tahun 2011 sebesar 6,3
persen yang merupakan periode pemulihan ekonomi pasca krisis keuangan global tahun
2008 yang kemudian mengawali periode kenaikan harga komoditas global seperti kelapa
sawit, batu bara, dan karet. Rata-rata pertumbuhan industri selama tahun 2005-2014
tertinggi pada subsektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatan (7,4 persen); industri
makanan dan minuman (5,9 persen); serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional
(5,1 persen).

Pertumbuhan subsektor industri alat angkutan, mesin, dan peralatan didukung oleh
peningkatan kapasitas produksi kendaraan bermotor dan mobil, seiring dengan
peningkatan investasi di sektor otomotif dan komponen. Peningkatan investasi sektor
otomotif didorong oleh kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor roda
empat yang ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau (low cost green car) dan
pengembangan produk/komponen berbasis kemampuan desain dan rekayasa dalam
negeri. Pertumbuhan subsektor industri kimia salah satunya didorong oleh peningkatan
realisasi investasi langsung dan pengembangan infrastruktur industri petrokimia.

Permasalahan pada sektor industri pengolahan selama periode 2005-2014 di antaranya:

1) Keterkaitan antara industri hulu dan hilir belum selaras,

2)  Struktur industri yang masih lemah dan sebaran industri terpusat di Pulau Jawa

3) Rendahnya produktivitas tenaga kerja industri, terkait dengan kemampuan
penguasaan teknologi dan kualitas SDM

4)  Iklim usaha dan investasi yang belum kondusif,

5) Masih kurangnya kemitraan antara industri besar dan industri kecil, sehingga
terdapat kekosongan industri ditengah (hollow middle)

6) Cost of money yang relatif tinggi, ditunjukkan oleh suku bunga yang tinggi yang
menghambat akses permodalan usaha.

Selama periode 2015-2019, kinerja sektor industri pengolahan mengalami penurunan.
Hal ini banyak dipengaruhi oleh perubahan situasi ekonomi global yang terjadi akibat
pasca booming harga komoditas global yang menuju tingkat harga yang normal.
Penurunan harga komaoditas global ini memengaruhi perekonomian nasional, terutama
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pada subsektor industri pengolahan yang memiliki karakteristik pengolah sumber daya
alam. Hal-hal lain yang turut memengaruhi adalah terjadinya instabilitas politik global
akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina, meningkatnya sentimen
proteksionisme popular, perpecahan di Uni Eropa yang berujung pada keluarnya Inggris
dari Uni Eropa (Brexit), instabilitas di Timur Tengah, dan transisi menuju perekonomian
baru yang berbasis digital.

Dari sisi kontribusi, rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
perekonomian Indonesia pada periode 2015-2019 sebesar 20,25 persen, dengan
kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas 17,90 persen dan kontribusi sektor
industri migas 2,35 persen pada tahun 2019. Secara umum, subsektor industri yang
memiliki kontribusi terbesar adalah industri makanan dan minuman (6,1 persen), industri
barang logam dan alat angkutan (1,8 persen), dan industri kimia, farmasi, dan obat
tradisional (1,7 persen). Secara kewilayahan, provinsi yang memiliki rata-rata kontribusi
PDRB sektor industri di atas rata-rata kontribusi PDB sektor industri tahun 2015-2019
secara nasional adalah Provinsi Jawa Barat (42,32 persen), Kepulauan Riau (37,30 persen),
Jawa Tengah (34,64 persen), Banten (32,00 persen), Jawa Timur (29,46 persen), Papua
Barat (26,73 persen), Riau (24,81 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (20,36 persen).
Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah tersebut didorong oleh
sektor industri pengolahan. Sebaliknya, provinsi yang memiliki rata-rata kontribusi PDRB
sektor industri terendah selama periode 2015- 2019 adalah Provinsi Aceh (5,26 persen),
Gorontalo (4,17 persen), Nusa Tenggara Barat (3,99 persen), Papua (2,09 persen), dan
Nusa Tenggara Timur (1,27 persen).

Pada periode 2015-2019, rata-rata pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai
4,2 persen. Sektor industri pengolahan nonmigas menjadi pendorong pertumbuhan
industri pengolahan dengan rata-rata pertumbuhan 4,7 persen dan sektor industri
pengolahan migas secara khusus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 0,1 persen.
Secara umum, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan sektor industri
pengolahan pada periode 2015-2019 jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan
pada periode 2005- 2014, namun rata-rata pertumbuhan industri pengolahan migas
yang mencapai nilai positif merupakan pertumbuhan pertama selama 10 tahun
sebelumnya mengalami pertumbuhan negatif.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tumbuh tidak terlampau tinggi, beberapa
subsektor industri pengolahan mampu tumbuh dengan cukup baik pada periode 2015-
2019, utamanya pada subsektor industri pengolahan yang mengandalkan daya beli
konsumen domestik, di antaranya (1) subsektor industri makanan dan minuman mampu
tumbuh dengan cukup baik hingga mencapai rata-rata sebesar 8,2 persen, (2) subsektor
industri kimia, farmasi dan obat tradisional, subsektor industri logam dasar yang tumbuh
sebesar 5,0 persen, dan (3) subsektor industri mesin dan perlengkapan yang tumbuh
sebesar 4,7 persen. Adapun subsektor industri pengolahan seperti subsektor karet,
barang bukan logam, elektronik, dan alat angkut mengalami perlambatan pertumbuhan
yang cukup tajam.
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2.1.3 Evaluasi Hasil Pencapaian RPJPN 2005-2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 mencakup evaluasi terhadap berbagai bidang pembangunan serta perkiraan
pencapaian delapan misi pembangunan dalam RPJPN. Evaluasi dilakukan untuk
mengukur kinerja pencapaian, efektivitas pelaksanaan, dan dampak/manfaat
kebijakan strategis pada setiap bidang pembangunan. Evaluasi juga mencakup
persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan dan dampak/manfaat yang
dirasakan.

Dalam evaluasi tersebut, terdapat kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang
kehidupan masyarakat, seperti bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi,
iptek, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan
tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Namun, terdapat pula tantangan dan masalah yang belum sepenuhnya
terselesaikan, sehingga memerlukan upaya strategis dan percepatan dalam mencapai
hasil akhir yang diharapkan.

Hasil evaluasi ini memberikan gambaran tentang kinerja dan dampak pembangunan yang
telah dilakukan selama periode RPJPN 2005-2025. Informasi tersebut penting untuk
mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan strategis dan menentukan langkah-
langkah perbaikan atau percepatan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan
pembangunan nasional. Perkembangan kinerja pembangunan RPJPN 2005-2025 dapat
dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan Kinerja Pembangunan RPJPN
2005-2025

(24)

16,90% _\

(65)
38,3%

(39)
24,65%

Meningkat Moderat

Stagnan

- Belum Dapat Disimpulkan

Meningkat Relatif

(2) - Meningkat On The Track
1,41%

3) 38,3%
211%
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.

Gambar 2.23 Perkembangan Kinerja Pembangunan RPJPN 2005-2025
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Dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang periode 2005-2025, sebagian besar
dari 142 indikator pembangunan yang diukur telah menunjukkan perkembangan kinerja
yang baik (Gambar 2.23). Sebanyak 79,58% indikator mengalami peningkatan kinerja, di
mana 45,77% di antaranya diperkirakan dapat mencapai hasil akhir yang diharapkan dan
24,65% memerlukan upaya percepatan. Namun, terdapat juga indikator yang
menunjukkan penurunan atau stagnasi kinerja sebesar 18,31%. Untuk menghadapi
tantangan ini, diperlukan upaya strategis yang inovatif agar pencapaian kinerja dapat lebih
baik, melompat ke tingkat yang lebih tinggi, seperti diuraikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Rekapitulasi Perkembangan Kinerja Pembangunan RPJPN 2005-2025

Perkembangan Kinerja Pembangunan

Makro/ Menlngkat Belum
Bidang Dapat
Stagnan On The .
Pembangunan Disimpul
Track
kan

Makro

1 0 9
Pembangunan
Sosial Budaya

2 | dan Kehidupan 5 1 8 5 0 0 19
Beragama

3 Ekonomi 6 0 5 6 3 0 20
lImu

4 | Pengetahuan dan 1 0 3 4 1 1 10
Teknologi
Sarana dan

5 0 0 6 14 1 0 21
Prasarana

6 | Politik 4 0 3 3 1 2 13
Hukum dan

7 0 0 1 12 3 0 16
Aparatur
Pertahanan dan

8 2 0 0 5 0 0 7
Keamanan
Wilayah dan Tata

9 1 0 3 7 3 0 14
Ruang
Sumber Daya
Alam dan

10 , 1 1 4 7 0 0 13
Lingkungan
Hidup

Jumlah 24 2 35 65 13 3 142

Persentase 16,90% 1,41% 24,65% 45,77% 9,16% 2,11% | 100,00%

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2022.
Keterangan Kategori perkembangan kinerja mencakup:

1. Menurun, jika perkembangan kinerja sebesar <0 persen dari tahun baseline terhadap
kondisi terkini maupun kondisi akhir yang diharapkan.

2. Stagnan, jika perkembangan kinerja sebesar O persen dari tahun baseline terhadap
kondisi terkini atau sebesar 0-15 persen dari tahun baseline terhadap kondisi akhir
yang diharapkan.
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3. Meningkat:
a. moderat, jika perkembangan kinerja sebesar >15-<100 persen dari tahun
baseline terhadap kondisi akhir yang diharapkan;
b. on the track, jika perkembangan kinerja =100 persen dari tahun baseline
terhadap akhir yang diharapkan; serta
c. relatif, jika perkembangan kinerja cenderung meningkat (>0 persen) dari tahun
baseline terhadap kondisi terkini.
4, Belum dapat disimpulkan, jika data tidak tersedia lengkap dan/atau terdapat
perbedaan satuan indikator

Hasil evaluasi RPJPN 2005-2025 akan digunakan sebagai salah satu sumber
dalam penjaringan isu pembangunan berkelanjutan. Kebijakan strategis yang
terdapat di dalam dokumen RPJPN 2005-2025 dapat menjadi dasar dalam penyusunan
kebijakan strategis untuk dokumen RPJPN selanjutnya yaitu tahun 2025-2045. Hasil
evaluasi dari dokumen tersebut menunjukkan langkah-langkah perbaikan atau
percepatan yang perlu diambil untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

2.1.4 Pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia

Pencapaian TPB/SDGs di Indonesia menunjukkan tren positif dalam konteks global.
Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Hal ini terlihat dari peningkatan peringkat Indonesia
dalam indeks SDGs secara bertahap. Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Indonesia berhasil
meningkatkan kualitas hidup penduduk, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan
akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta melindungi lingkungan dan
sumber daya alam. Meskipun masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi,
peningkatan peringkat SDGs di Indonesia mencerminkan komitmen dan usaha
berkelanjutan dalam mencapai pembangunan inklusif dan berwawasan lingkungan.

2.1.4.1 Analisis Pencapaian TPB/SDGs Indonesia

KLHS RPJPN 2025-2045 disusun dengan tujuan untuk mengintegrasikan perkembangan
terkini dalam pengembangan model dinamika sistem dan menerapkan model tersebut
untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Pemodelan yang
telah dilakukan diharapkan dapat memfasilitasi penyusunan Rancangan KLHS RPJPN
2025-2045, terutama dalam penentuan sasaran, target, dan indikator. Hal ini bertujuan
untuk memastikan bahwa KLHS yang disusun mencakup seluruh aspek ekonomi, sosial,
dan lingkungan.

Pada tahun 2021, pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia masih berada dalam fase pandemi
yang dimulai sejak Maret 2020. Selama masa pandemi, pencapaian beberapa target dan
indikator TPB/SDGs mengalami koreksi angka capaiannya, bahkan sebagian koreksi ini
cukup signifikan. Misalnya, angka kemiskinan nasional kembali meningkat menjadi double
digit setelah sebelumnya (2019) pertama kalinya dalam sejarah berhasil diturunkan
menjadi single digit. Ini mengakibatkan tingkat kemiskinan kembali ke situasi tiga tahun
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sebelumnya, dan angka ketimpangan (rasio gini) meningkat. Berbagai upaya pengendalian
pandemi, terutama pembatasan pergerakan (mobilitas) orang dan sebagian barang,
berdampak signifikan pada aspek sosial, kultural, dan ekonomi.

Hasil telaah terhadap capaian SDGs didasarkan pada data indikator yang tersedia dari
222 indikator yang tercantum dalam laporan pelaksanaan SDGs 2021. Capaian indikator
dinilai berdasarkan klasifikasi tercapai (hijau), akan tercapai/membaik (kuning), perlu
perhatian khusus (merah), dan data tidak tersedia (-). Secara keseluruhan, lebih dari
separuh (63%) indikator SDGs yang datanya tersedia telah tercapai, sementara 33
indikator (15%) mengalami peningkatan. Namun, terdapat 48 indikator (22%) yang
memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya percepatan untuk
mencapai kembali target yang telah ditetapkan. Seluruh pilar pembangunan SDGs
menunjukkan kemajuan yang positif pada tahun 2021.

PILAR SOSIAL
(60 indikator tersedia
datanya dari 87 indikator)

26% 22% 52%

PILAR EKONOMI
33 (75 indikator tersedia
1atanya dari 89 indikator)

63%

Indikator
Yang Tersedia
Datanya

PILAR LINGKUNGAN
(57 indikator tersedia
datanya dari 77 indikator)

81%

PILAR HUKUM &

TATA KELOLA 23% B 57%

(30 indikator tersedia
datanya dari 36 indikator}

Keterangan:

. Tercapai Akan tercapai/membaik . Perlu perhatian khusus
Sumber: Laporan Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGS Tahun 2021

Gambar 2.24 Status Capaian Indikator TPB/SDGs 2021

Peranan KLHS RPJPN 2025-2045 memiliki kepentingan yang sangat besar dalam
meningkatkan keempat pilar pembangunan SDGs. Meskipun demikian, fokus utama
dalam penyusunan KLHS RPJPN ini adalah untuk memperkuat pilar Lingkungan dan
Ekonomi guna mencapai target yang belum tercapai dalam TPB pada SDGs. Dalam upaya
mencapai hal tersebut, pemahaman mendalam terhadap hasil klasterisasi Isu, yang
dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, menjadi sangat penting.

Dengan memusatkan perhatian pada pilar Lingkungan, KLHS RPJPN dapat merumuskan
kebijakan dan tindakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan Triple
Planetary Crisis. Langkah-langkah ini mencakup perlindungan lingkungan, pengurangan
emisi gas rumah kaca, rehabilitasi ekosistem yang terdegradasi, dan penggunaan sumber
daya alam dengan prinsip berkelanjutan. Di samping itu, dengan memperkuat pilar
Ekonomi, KLHS RPJPN dapat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif,
berkelanjutan, dan adil.

Melalui pendekatan ini, diharapkan KLHS RPJPN 2025-2045 akan memberikan kontribusi
yang signifikan dalam pencapaian TPB pada SDGs yang masih belum tercapai. Dengan
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mempertimbangkan Triple Planetary Crisis dan menerapkan langkah-langkah yang sesuai
dalam penyusunan KLHS, Indonesia mampu menjalankan langkah menuju pembangunan
yang berkelanjutan, dengan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

M
13 CUMATE ‘.'

ACTION

Biodiversity

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 2.25 Keterkaitan Pilar Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial TPB dalam Konteks
Triple Planetary Crisis

Penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045 memiliki peran penting dalam menghadapi
tantangan di masa depan. Selain isu pembangunan berkelanjutan di dalam negeri, KLHS
juga berupaya untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan global, seperti Triple
Planetary Crisis, yang meliputi: (1) Perubahan Iklim; (2) Pencemaran Lingkungan; dan (3)
Keanekaragaman Hayati.

2.1.4.2 Tren Kinerja TPB/SDGs Indonesia dalam Konstelasi Global

Bab ini akan membahas tren kinerja Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) dan peringkatnya dalam indeks global. Tren kinerja TPB/SDGs
secara global rutin diperbarui melalui laporan "Sustainable Development Report (SDR)" yang
digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan Pembangunan Berkelanjutan
(SDR) meninjau kemajuan yang dicapai setiap tahun terhadap pencapaian TPB sejak
diadopsi oleh 193 Negara Anggota PBB pada tahun 2015. Di tengah perjalanan menuju
tahun 2030, edisi tahun 2023 disajikan untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai
sejauh ini dan membahas prioritas untuk memulihkan serta mempercepat kemajuan
SDGs. Secara khusus, edisi tahun 2023 berfokus pada perlunya meningkatkan
pembiayaan pembangunan dan mereformasi arsitektur keuangan global guna
mendukung SDGs.

SDR 2023 diterbitkan menjelang Paris Summit 2023 untuk Pakta Keuangan Global Baru
dan sebelum pertemuan internasional utama lainnya tahun ini, termasuk Forum Politik
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Tingkat Tinggi PBB pada bulan Juli dan KTT SDGs Tingkat Pimpinan Negara pada bulan
September, Pertemuan G20 pada bulan September di bawah Kepresidenan India, serta
Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim (COP28) pada bulan Desember di Dubai. SDR
2023 juga bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam persiapan
menuju Summit of the Future 2024, guna meningkatkan kerja sama dalam menghadapi
tantangan kritis dan mengatasi kesenjangan dalam tata kelola global.

A. Peringkat Indonesia Tahun 2023

Indonesia telah mencapai posisi yang menggembirakan dengan berhasil naik peringkat
dari sebelumnya berada di peringkat 82 dari 163 negara, menjadi peringkat 75 dari 166
negara. Peningkatan peringkat ini mencerminkan kemajuan yang signifikan yang telah
dicapai oleh Indonesia dalam mencapai SDGs dan meningkatkan kinerja pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.

Peningkatan peringkat Indonesia menunjukkan komitmen dan upaya yang kuat dari
pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ini
merupakan hasil dari langkah-langkah strategis yang diambil oleh Indonesia dalam
mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Dalam beberapa tahun
terakhir, Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan
untuk mencapai target-target SDGs di berbagai sektor, termasuk pemberantasan
kemiskinan, peningkatan pendidikan, perlindungan lingkungan, kesetaraan gender, dan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peningkatan peringkat yang lebih baik ini juga menunjukkan bahwa upaya-upaya
perbaikan yang telah dilakukan memiliki dampak yang nyata. Hasil ini memberikan
motivasi dan inspirasi bagi Indonesia untuk terus melanjutkan upaya dalam mencapai
SDGs dan meningkatkan kualitas kehidupan bagi seluruh penduduknya.

Meskipun terdapat peningkatan dalam peringkat, tantangan dan pekerjaan yang masih
perlu dilakukan tidak boleh diabaikan. Penting bagi Indonesia untuk terus berinovasi,
mengintensifkan kerjasama lintas sektor, dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan
guna mencapai target-target SDGs secara lebih luas dan berkesinambungan.
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Gambar 2.26 Tren Kinerja TPB/SDGs Indonesia

Skor SDGs Indonesia dengan nilai 70,2 menunjukkan pencapaian yang relatif positif dalam
implementasi TPB/SDGs di Indonesia. Skor tersebut mencerminkan bahwa Indonesia
telah mencapai beberapa kemajuan dalam mengatasi tantangan pembangunan
berkelanjutan. Dalam konteks perbandingan regional, rata-rata regional adalah 67,2,
sedangkan Indonesia meraih skor 70,2. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada di
atas rata-rata regional dalam hal pencapaian SDGs. Meskipun begitu, masih terdapat
ruang untuk perbaikan guna mencapai target-target SDGs dengan lebih baik.

Skor ini mencerminkan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
Indonesia dalam mengimplementasikan kebijakan dan program-program yang
berkontribusi pada pencapaian SDGs. Sebagai contoh, kemungkinan adanya peningkatan
akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan lingkungan, dan upaya pengentasan
kemiskinan.

Namun, untuk meningkatkan skor SDGs tersebut, perlu dilakukan evaluasi mendalam
terkait area di mana Indonesia masih tertinggal dan perlu dilakukan perbaikan. Hal ini
dapat melibatkan peningkatan tata kelola, pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi,
perlindungan lingkungan yang lebih baik, serta usaha untuk mengatasi isu-isu khusus
yang dihadapi Indonesia. Dengan menggunakan skor ini sebagai tolok ukur, pemerintah
dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi di mana perhatian lebih lanjut diperlukan
untuk memastikan pencapaian tujuan SDGs yang lebih baik.

Peningkatan kolaborasi, alokasi sumber daya yang tepat, serta partisipasi aktif masyarakat
dapat menjadi langkah-langkah penting dalam meningkatkan skor SDGs Indonesia dan
mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan
berkeadilan.
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B. Status Capaian TPB Indonesia Tahun 2023

Perhitungan SDGs mengacu pada evaluasi pencapaian target-target Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Dalam evaluasi
ini, status target-target SDGs dinilai baik baik untuk setiap negara maupun secara global.
Evaluasi ini dilakukan berdasarkan apa yang disebut sebagai indikator tren, yaitu data
historis yang digunakan untuk menghitung laju perkembangan. Untuk menjaga
perbandingan yang adil di antara semua negara, indikator yang hanya berlaku untuk
negara anggota OECD tidak dimasukkan dalam perhitungan global.

Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa evaluasi ini mempertimbangkan sejauh
mana Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, telah mencapai target SDGs
berdasarkan perkembangan mereka sepanjang waktu. Ini dilakukan dengan
mengkategorikan target-target SDGs ke dalam tiga kategori berdasarkan perkembangan
mereka:

1) "On track" atau "Terlaksana dalam jalur yang tepat": Ini mencakup indikator di
mana laju perkembangan sebelumnya cukup untuk memenuhi target SDG pada
tahun 2030.
2) "Limited progress" atau "Kemajuan Terbatas": Kategori ini mencakup indikator di
mana laju perkembangan sebelumnya tidak cukup untuk mencapai target SDG.
3) "Worsening" atau "Memburuk™ Kategori ini mencakup indikator yang
menunjukkan tren negatif atau indikator di mana target sudah dicapai
sebelumnya tetapi telah menunjukkan penurunan sejak 2015.
Selain itu, untuk evaluasi global, hanya indikator yang menunjukkan kemajuan konsisten
dalam jangka panjang (sejak 2015) dan jangka pendek (sejak 2019 atau 2020) yang
dianggap "on track". Secara keseluruhan, penilaian ini memberikan gambaran tentang
sejauh mana Indonesia telah mencapai target SDGs, serta menunjukkan area mana yang
memerlukan peningkatan lebih lanjut.
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Gambar 2.27 Kinerja Rata-Rata TPB/SDGs Indonesia

Gambar 2.27 menunjukkan kinerja rata-rata TPB/SDGs di Indonesia. Kinerja rata-rata ini
mencerminkan pencapaian Indonesia dalam menerapkan seluruh indikator SDGs di
Indonesia. Setiap tujuan SDGs memiliki indikator-indikator kinerja yang terkait, dan rata-
rata kinerja ini dihitung dengan memperhatikan kemajuan pada masing-masing indikator
tersebut. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia
menunjukkan hasil yang beragam, dengan rata-rata kinerja dalam berbagai TPB memiliki
keterangan sebagai berikut:

e Berdasarkan laporan tersebut, sekitar 21,7% dari indikator yang dievaluasi untuk
Indonesia menunjukkan kondisi yang memburuk. Ini berarti ada beberapa sektor
atau area di mana Indonesia mengalami penurunan kinerja atau jauh dari target
yang ditetapkan untuk tahun 2030;

e Sebanyak 42% dari indikator menunjukkan "Kemajuan Terbatas", yang berarti
meskipun ada upaya yang dilakukan, pencapaian tersebut belum memadai untuk
memenuhi target yang ditetapkan dalam SDG. Hal tersebut menandakan bahwa
ada ruang untuk perbaikan dan wupaya lebih lanjut diperlukan untuk
mempercepat kemajuan dalam melaksanakan setiap indikator TPB di Indonesia;

e Selanjutnya sebesar 36,2% indikator TPB menunjukkan bahwa Indonesia "Dalam
Jalur yang Tepat" untuk mencapai target SDG pada tahun 2030. Ini menunjukkan
komitmen dan upaya yang signifikan dari pemerintah dan semua pemangku
kepentingan di Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pencapaian TPB diIndonesia menunjukkan perbaikan dan tantangan yang berbeda dalam
setiap target TPB. Kelebihan yang dapat diidentifikasi termasuk adanya upaya pemerintah
dalam mengimplementasikan program-program yang relevan, keterlibatan aktif
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masyarakat, serta adanya inisiatif dan kebijakan yang mendukung pembangunan
berkelanjutan. Tantangan yang perlu dihadapi termasuk peningkatan kapasitas,
pembiayaan yang memadai, pengawasan yang efektif, serta pengelolaan sumber daya
yang berkelanjutan. Melalui proses identifikasi kelebihan dan tantangan ini, Indonesia
dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan pembangunan
berkelanjutan secara holistik dan berkesinambungan.

C. Dashboard SDGs dan Tren Indonesia Tahun 2023

SDGs Dashboard dan Trend merujuk pada alat atau platform yang digunakan untuk
memvisualisasikan dan memantau kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Dashboard ini menyediakan
informasi yang terstruktur dan mudah dibaca tentang status pencapaian SDGs dalam
suatu negara atau wilayah. SDGs Dashboard biasanya menampilkan data dan indikator
kunci yang terkait dengan setiap tujuan SDGs. Informasi ini disajikan dalam bentuk grafik,
diagram, peta, dan metode visualisasi lainnya, yang memudahkan pemahaman dan
analisis terhadap kemajuan yang telah dicapai. Melalui SDGs Dashboard, pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor
swasta, dapat melihat dan memantau kinerja dalam mencapai setiap tujuan SDGs. Mereka
dapat mengevaluasi indikator-indikator spesifik dan melihat tren yang terjadi dari waktu
ke waktu.

Tren dalam SDGs Dashboard mencerminkan perubahan atau pergeseran dalam
pencapaian tujuan SDGs. Informasi ini memberikan wawasan tentang perubahan positif
atau negatif dalam kemajuan serta membantu dalam mengidentifikasi area yang
memerlukan perhatian khusus. SDGs Dashboard dan Trend sangat penting dalam
memahami dan memonitor pencapaian SDGs secara komprehensif. Mereka membantu
dalam mengidentifikasi prioritas, melacak progres, mengukur dampak kebijakan, dan
mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selain itu, dengan visualisasi
yang jelas, SDGs Dashboard juga dapat membantu meningkatkan kesadaran publik
tentang SDGs dan menggalang partisipasi yang lebih luas dalam upaya pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan pengembangan
SDGs Dashboard dan Trend yang lebih interaktif dan dapat diakses oleh berbagai pihak.
Ini memberikan kesempatan untuk berbagi data, pengetahuan, dan pengalaman dalam
mencapai SDGs, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam upaya bersama
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan SDR 2023, berikut merupakan tren capaian TPB/SDGs di Indonesia
pada tahun 2023:
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Gambar 2.28 Dashboard dan Tren Capaian TPB/SDGs Indonesia
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Gambar 2.29 Indeks Spillover Internasional dan Indeks Kinerja Statistik TPB/SDGs
Indonesia
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Uraian lebih lanjut mengenai tren capaian TPB Indonesia pada tahun 2023 adalah sebagai
berikut:

1) TPB 1 -Tanpa Kemiskinan

TPB 1 di Indonesia mengacu pada tujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala
bentuknya di negara ini. Pencapaian TPB 1 di Indonesia telah menunjukkan kemajuan
yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat yang miskin.

SDG1 - No Poverty Value Year Rating Trend
Poverty headcount ratio at $2.15/day (2017 PPP, %) 29 2023 1
Poverty headcount ratio at $3.65/day (2017 PPP, %) 123023 @

Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.30 TPB 1 - Tanpa Kemiskinan

Meskipun terdapat kemajuan, tantangan yang signifikan masih ada dalam mencapai
tujuan ini di Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kesenjangan regional, ketimpangan
pendapatan, dan Kketidaksetaraan gender yang dapat memengaruhi kemiskinan.
Meskipun demikian, Indonesia dianggap berada di jalur yang tepat atau telah
mempertahankan pencapaian dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi
kehidupan masyarakat miskin. Untuk mempertahankan pencapaian ini, tantangan yang
signifikan perlu terus diatasi melalui upaya pemerintah, kebijakan yang efektif, dan kerja
sama lintas sektor untuk dapat meningkatkan inklusivitas dan kelangsungan dari upaya
tersebut, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

2) TPB2-Tanpa Kelaparan

TPB 2 di Indonesia bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan,
meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 2 di
Indonesia mencakup progres yang telah dicapai, tantangan utama yang masih ada, dan
skor yang stagnan atau meningkat di bawah 50% dari tingkat yang diperlukan.
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Gambar 2.31 TPB 2 - Tidak Ada Kelaparan

Di Indonesia, pencapaian TPB 2 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
mengurangi tingkat kelaparan dan memastikan akses pangan yang memadai. Oleh karena
itu, Indonesia perlu menunjukkan komitmen peningkatan pencapaian target TPB melalui
pelaksanaan beberapa kegiatan seperti Program Sistem Pangan Berkelanjutan, program
bantuan pangan, dan program peningkatan pertanian untuk meningkatkan ketahanan
pangan dan gizi masyarakat.

Beberapa tantangan utama dalam pencapaian target TPB 2 meliputi kesenjangan akses
terhadap pangan yang masih ada, keterbatasan infrastruktur pertanian, perubahan iklim
yang memengaruhi produksi pangan, serta ketergantungan pada sektor pertanian
tradisional yang rentan terhadap risiko dan perubahan ekonomi.

Skor TPB 2 di Indonesia belum mencapai tingkat yang diinginkan. Pencapaian masih di
bawah 50% dari tingkat yang diperlukan untuk mencapai target TPB 2 secara menyeluruh.
Ini mengindikasikan bahwa upaya yang lebih besar diperlukan untuk meningkatkan akses
terhadap pangan yang memadai, memperkuat pertanian berkelanjutan, meningkatkan
produksi pangan, serta memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang aman
dan bergizi.

3) TPB 3 - Kehidupan Sehat dan Sejahtera

TPB 3 di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesehatan yang baik dan kesejahteraan
bagi seluruh penduduk. Penjelasan untuk TPB 3 di Indonesia mencakup progres yang
telah dicapai, tantangan utama yang masih ada, dan skor yang cukup meningkat tetapi
belum cukup untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.
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Gambar 2.32 TPB 3 - Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 3 dengan upaya
untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah
meluncurkan program-program seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan
infrastruktur kesehatan, serta program pencegahan dan pengendalian penyakit.

Meskipun ada kemajuan, tantangan utama tetap ada dalam mencapai TPB 3 di Indonesia.
Beberapa tantangan meliputi kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan,
terutama di daerah terpencil dan pulau-pulau terluar, ketimpangan kualitas pelayanan
kesehatan antar wilayah, serta meningkatnya beban penyakit tidak menular seperti
diabetes, hipertensi, dan obesitas.

Meskipun terjadi peningkatan dalam pencapaian TPB 3 di Indonesia, skor yang telah
dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Diperlukan
upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, memperkuat sistem kesehatan, dan mengurangi kesenjangan dalam
pemenuhan kebutuhan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
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4) TPB 4 - Pendidikan Berkualitas

TPB 4 di Indonesia bertujuan untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik dan inklusif.
Penjelasan untuk TPB 4 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai, tantangan
yang masih ada, serta apakah pencapaian TPB tersebut dijalankan atau dipertahankan.

i

SDG4 - Quality Education
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.33 TPB 4 - Kualitas Pendidikan

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 4 dengan upaya
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan
program-program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah
(BOS), dan peningkatan infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan partisipasi dan
mutu pendidikan di seluruh negeri.

Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam upaya pencapaian TPB 4 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan
antara wilayah perkotaan dan pedesaan, kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial
dan ekonomi yang berbeda, serta kurangnya ketersediaan guru yang berkualitas di
beberapa daerah.

Selain itu, Indonesia berada di jalur yang tepat atau telah mempertahankan pencapaian
dalam mencapai TPB 4. Ini mengindikasikan bahwa upaya yang telah dilakukan dalam
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan telah memberikan dampak positif yang
berkelanjutan.

5) TPB5 - Kesetaraan Gender

TPB 5 di Indonesia bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan memberikan
kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Penjelasan untuk TPB 5 di
Indonesia mencakup progres yang telah dicapai, tantangan yang masih ada, serta skor
yang cukup meningkat tetapi belum cukup untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.
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Gambar 2.34 TPB 5 - Kesetaraan Gender

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan dalam mencapai TPB 5 dengan upaya untuk
meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Pemerintah
Indonesia telah mengadopsi kebijakan dan program-program untuk mengurangi
kesenjangan gender, termasuk peningkatan partisipasi perempuan di berbagai sektor,
pemberdayaan ekonomi perempuan, dan perlindungan terhadap kekerasan terhadap
perempuan.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 5 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kesenjangan akses dan partisipasi perempuan
dalam pendidikan, kesenjangan upah dan akses terhadap kesempatan kerja yang setara,
serta persistensi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan.

Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 5 di Indonesia, skor yang
telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan kesetaraan gender secara
menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi kesenjangan gender,
meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang, memastikan akses yang setara
terhadap kesempatan ekonomi, serta mencegah dan mengurangi kekerasan terhadap
perempuan dan anak perempuan.
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6) TPB 6 - Air Bersih dan Sanitasi Layak

TPB 6 di Indonesia bertujuan untuk mencapai akses universal terhadap air bersih dan
sanitasi yang aman. Penjelasan untuk TPB 6 di Indonesia mencakup progres yang telah
dicapai, tantangan yang masih ada, serta apakah pencapaian TPB tersebut dijalankan atau
dipertahankan.

"

SDG6 - Clean Water and Sanitation

Population using at least basic drinking water services (%)

Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.35 TPB 6 - Air Bersih dan Sanitasi

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 6 dengan upaya
untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang aman. Pemerintah
Indonesia telah meluncurkan program-program seperti Program Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) dan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas air bersih dan sanitasi yang
layak.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 6 di
Indonesia. Beberapa tantangan tersebut meliputi akses yang terbatas terhadap air bersih
dan sanitasi yang aman di daerah pedesaan dan terpencil, keberlanjutan infrastruktur air
bersih dan sanitasi, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebersihan dan
sanitasi.

Indonesia berada di jalur yang tepat atau telah mempertahankan pencapaian dalam
mencapai TPB 6. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh
Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang
aman telah memberikan dampak positif yang berkelanjutan.
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7) TPB7 - Energi Bersih dan Terjangkau

TPB 7 di Indonesia bertujuan untuk mencapai akses universal terhadap energi bersih dan
terjangkau. Penjelasan untuk TPB 7 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan utama yang masih ada, serta skor yang stagnan atau meningkat kurang dari
50% dari tingkat yang diperlukan.
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.36 TPB 7 - Energi Bersih dan Terjangkau

Di Indonesia, pencapaian TPB 7 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
untuk meningkatkan akses terhadap energi bersih dan terjangkau. Pemerintah Indonesia
telah meluncurkan program-program seperti Program Desa Mandiri Energi (MandE) dan
Program Energi Terbarukan Berbasis Masyarakat (EBTKE-M) untuk meningkatkan akses
masyarakat terhadap sumber energi bersih dan terjangkau.

Tantangan Utama: Meskipun ada upaya dalam pencapaian target TPB, Indonesia masih
memiliki tantangan utama meliputi ketergantungan yang tinggi pada sumber energi fosil,
akses terbatas terhadap energi terbarukan di daerah pedesaan dan terpencil, serta
keterbatasan infrastruktur yang memadai untuk mendukung produksi dan distribusi
energi terbarukan.

Skor stagnan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 7
di Indonesia, skor yang telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tingkat
yang diperlukan dalam mencapai akses universal terhadap energi bersih dan terjangkau.
Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses terhadap energi terbarukan,
mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan meningkatkan efisiensi energi di
berbagai sektor.

8) TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

TPB 8 di Indonesia bertujuan untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif. Penjelasan untuk TPB 8 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan yang masih ada, serta skor yang cukup meningkat tetapi belum cukup untuk
mencapai tujuan secara menyeluruh.
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SDG8 - Decent Work and Economic Growth
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Gambar 2.37 TPB 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 8 dengan upaya
untuk menciptakan pekerjaan layak dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program seperti Program Kartu
Prakerja, peningkatan investasi dalam infrastruktur, serta kebijakan untuk mendorong
sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) dan industri kreatif.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 8 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi tingkat pengangguran yang masih tinggi,
kesenjangan upah dan perlindungan sosial, keterbatasan akses terhadap peluang kerja
yang layak, serta kesenjangan antara sektor perkotaan dan pedesaan dalam akses dan
kualitas pekerjaan.

Selain itu, skor dikategorikan sebagai stagnan menunjukkan bahwa meskipun ada
peningkatan dalam pencapaian TPB 8 di Indonesia, skor tersebut masih belum mencukupi
untuk mencapai tujuan secara menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk
menciptakan lapangan kerja yang layak, meningkatkan produktivitas ekonomi,
meningkatkan kualitas pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

9) TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur

TPB 9 di Indonesia bertujuan untuk mencapai industri, inovasi, dan infrastruktur yang
berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 9 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan yang masih ada, serta skor yang cukup meningkat tetapi belum cukup untuk
mencapai tujuan secara menyeluruh.
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Gambar 2.38 TPB 9 - Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 9 dengan upaya
untuk mengembangkan infrastruktur yang berkelanjutan, mendorong inovasi, dan
mempromosikan pertumbuhan sektor industri. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan
program-program seperti pembangunan infrastruktur jalan, jaringan telekomunikasi, dan
pelabuhan, serta mendorong investasi di sektor industri dan penelitian dan
pengembangan (R&D).

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 9 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi keterbatasan akses ke infrastruktur yang
memadai di daerah terpencil, kurangnya investasi dalam sektor inovasi dan penelitian,
serta kurangnya integrasi antara sektor industri yang berkelanjutan dan perlindungan
lingkungan.

Selain itu, skor yang telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan secara
menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengembangkan infrastruktur yang
berkelanjutan, mendorong inovasi dan penelitian, serta memperkuat keterhubungan
antara sektor industri dengan tujuan perlindungan lingkungan.

10) TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan

TPB 10 di Indonesia bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara individu, kelompok,
dan wilayah. Penjelasan untuk TPB 10 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan yang masih ada, serta skor yang cukup meningkat tetapi belum cukup untuk
mencapai tujuan secara menyeluruh.
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Gambar 2.39 TPB 10 - Berkurangnya Kesenjangan

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan yang signifikan dalam mencapai TPB 10 dengan
upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia telah
meluncurkan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial,
dan kebijakan inklusi sosial untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 10 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kesenjangan pendapatan yang masih tinggi,
ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta
kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 10 di Indonesia, skor yang
telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.
Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi Kkesenjangan sosial-ekonomi,
meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memastikan inklusi sosial bagi semua
warga negara.

11) TPB 11 - Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

TPB 11 di Indonesia bertujuan untuk mencapai perkotaan dan masyarakat yang
berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 11 di Indonesia mencakup progres yang telah
dicapai, tantangan yang masih ada, serta skor yang stagnan atau meningkat kurang dari
50% dari tingkat yang diperlukan.

SDG11 - Sustainable Cities and Communities
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.40 TPB 11 - Kota dan Masyarakat yang Berkelanjutan
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Di Indonesia, pencapaian TPB 11 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
mengembangkan perkotaan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat di kota. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program seperti
Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), pembangunan infrastruktur perkotaan yang
berkelanjutan, dan pengelolaan lingkungan perkotaan yang lebih baik.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 11 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi ketimpangan akses terhadap infrastruktur dan
layanan dasar di perkotaan, pengelolaan limbah dan polusi, serta kesenjangan dalam
pembangunan antara kota dan pedesaan.

Skor Stagnan atau Meningkat Kurang dari 50% dari Tingkat yang Diperlukan menunjukkan
bahwa meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 11 di Indonesia, skor yang telah
dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tingkat yang diperlukan dalam mencapai
perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan secara menyeluruh. Diperlukan upaya
lebih lanjut untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang berkelanjutan,
pengelolaan limbah yang lebih baik, serta kesetaraan pembangunan antara kota dan
pedesaan.

12) TPB 12 - Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

TPB 12 diIndonesia bertujuan untuk mencapai konsumsi dan produksi yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 12 di Indonesia mencakup progres yang
telah dicapai, tantangan yang masih ada, serta skor yang cukup meningkat tetapi belum
cukup untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.

SDG12 - Responsible Consumption and Production

a
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.41 TPB 12 - Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

Di Indonesia, telah terjadi kemajuan dalam mencapai TPB 12 dengan upaya untuk
mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah Indonesia
telah meluncurkan program-program seperti Program Peduli Lingkungan (Program Kali
Bersih/PROKASIH), pengurangan limbah plastik, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular
untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
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Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam mencapai TPB 12 di Indonesia,
meliputi meningkatnya jumlah limbah dan polusi, kurangnya kesadaran akan pentingnya
praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta kurangnya infrastruktur
yang mendukung pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Selain itu meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 12 di Indonesia, skor yang
telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tujuan secara menyeluruh.
Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan limbah, mengurangi
polusi, dan mendorong praktik konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

13) TPB 13 - Penanganan Perubahan Iklim

TPB 13 di Indonesia bertujuan untuk mengambil tindakan iklim guna mengatasi
perubahan iklim dan dampaknya. Penjelasan untuk TPB 13 di Indonesia mencakup
progres yang telah dicapai, tantangan yang masih ada, serta skor yang stagnan atau
meningkat kurang dari 50% dari tingkat yang diperlukan.

>

SDG13 - Climate Action

Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.42 TPB 13 - Aksi lklim

Di Indonesia, pencapaian TPB 13 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan
iklim, dan mempromosikan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan
program-program seperti peningkatan penggunaan energi terbarukan, peningkatan
efisiensi energi, dan upaya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam mencapai TPB 13 di Indonesia.
Beberapa tantangan meliputi tingginya tingkat deforestasi, polusi udara, kerentanan
terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, serta kesenjangan dalam
akses terhadap energi terbarukan dan teknologi rendah karbon.

Skor Stagnan atau Meningkat Kurang dari 50% menunjukkan bahwa meskipun ada
peningkatan dalam pencapaian TPB 13 di Indonesia, hal tersebut masih belum mencukupi
untuk mencapai tingkat yang diperlukan dalam mengatasi perubahan iklim secara
menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengurangi emisi gas rumah kaca,
melindungi ekosistem yang penting, dan membangun ketahanan terhadap perubahan
iklim.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 87
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
2025- 2045



Ay

i

14) TPB 14 - Ekosistem Lautan

TPB 14 di Indonesia bertujuan untuk menjaga kehidupan bawah air dan ekosistem yang
terkait. Penjelasan untuk TPB 14 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan utama yang masih ada, serta skor yang stagnan atau meningkat kurang dari
50% dari tingkat yang diperlukan.
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.43 TPB 14 - Kehidupan Di Bawah Air

Di Indonesia, pencapaian TPB 14 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
menjaga kehidupan bawah air dan ekosistem yang terkait. Pemerintah Indonesia telah
meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk melindungi keanekaragaman hayati
laut, mengurangi pencemaran laut, dan mempromosikan pengelolaan perikanan yang
berkelanjutan. Contohnya termasuk pembentukan taman laut, pengaturan zona larangan
penangkapan ikan, serta pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya di sektor
industri.

Meskipun ada kemajuan, tantangan utama tetap ada dalam mencapai TPB 14 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kerusakan terumbu karang, penangkapan ikan
yang berlebihan, limbah plastik di laut, serta perubahan iklim yang berdampak pada
ekosistem laut. Keberlanjutan sumber daya ikan dan perlindungan habitat laut juga
menjadi tantangan penting.

Skor Stagnan menunjukkan bahwa capaian TPB 14 masih belum mencukupi untuk dapat
memenuhi target yang diperlukan secara menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut
untuk melindungi ekosistem laut, mengurangi pencemaran laut, mengelola perikanan
secara berkelanjutan, serta mengurangi dampak perubahan iklim terhadap kehidupan
bawah air.
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15) TPB 15 - Ekosistem Daratan

TPB 15 di Indonesia bertujuan untuk menjaga kehidupan di darat, konservasi dan
pengelolaan ekosistem darat secara berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 15 di Indonesia
mencakup progres yang telah dicapai, tantangan utama yang masih ada, serta skor yang
stagnan atau meningkat kurang dari 50% dari tingkat yang diperlukan.

SDG15 - Life on Land
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Sumber: Sustainable Development Report, United Nations. 2023

Gambar 2.44 TPB 15 - Kehidupan Di Darat

Di Indonesia, pencapaian TPB 15 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
untuk menjaga kehidupan di darat dan konservasi ekosistem darat. Pemerintah Indonesia
telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan untuk melindungi hutan, menanam
kembali lahan terdegradasi, serta menjaga keanekaragaman hayati dan habitat satwa liar.
Contohnya termasuk program restorasi hutan, zona konservasi, dan perlindungan
spesies langka seperti harimau Sumatera.

Meskipun ada kemajuan, tantangan utama tetap ada dalam mencapai TPB 15 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi deforestasi yang berkelanjutan, konversi lahan,
perambahan hutan, perburuan ilegal, dan degradasi habitat. Keberlanjutan pengelolaan
hutan, perlindungan spesies terancam punah, serta pengendalian konflik antara manusia
dan satwa liar juga menjadi tantangan penting.

Skor Stagnan atau Meningkat Kurang dari 50% dari Tingkat yang Diperlukan: Ini
menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 15 di Indonesia,
skor yang telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tingkat yang diperlukan
secara menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghentikan deforestasi,
memulinkan lahan terdegradasi, melindungi ekosistem darat yang rentan, serta
mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.

16) TPB 16 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

TPB 16 di Indonesia bertujuan untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan institusi yang
kuat. Penjelasan untuk TPB 16 di Indonesia mencakup progres yang telah dicapai,
tantangan utama yang masih ada, serta skor yang stagnan atau meningkat kurang dari
50% dari tingkat yang diperlukan.
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Gambar 2.45 TPB 16 - Kedamaian, Keadilan dan Institusi yang Kuat

Di Indonesia, pencapaian TPB 16 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
untuk memperkuat lembaga, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan membangun
perdamaian yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai
program dan kebijakan untuk memperkuat sistem peradilan, meningkatkan akses ke
layanan hukum, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Meskipun ada kemajuan, tantangan utama tetap ada dalam mencapai TPB 16 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi ketimpangan akses terhadap keadilan, korupsi,
pelanggaran hak asasi manusia, serta konflik dan ketegangan sosial. Meningkatkan
keadilan, mengatasi korupsi, memperkuat lembaga penegak hukum, serta membangun
perdamaian dan rekonsiliasi tetap menjadi tantangan penting.

Skor Stagnan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 16
di Indonesia, skor yang telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tingkat
yang diperlukan secara menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat
institusi yang bertanggung jawab, memastikan akses terhadap keadilan untuk semua,
melawan korupsi, serta membangun perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.

17) TPB 17 - Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

TPB 17 di Indonesia bertujuan untuk membangun kemitraan yang kuat untuk mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan untuk TPB 17 di Indonesia mencakup
progres yang telah dicapai, tantangan yang masih ada, serta skor yang stagnan atau
meningkat kurang dari 50% dari tingkat yang diperlukan.
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Gambar 2.46 TPB 17 - Kemitraan untuk Tujuan

Di Indonesia, pencapaian TPB 17 masih dikategorikan ke dalam "Stagnasi” dalam upaya
untuk membangun kemitraan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah
Indonesia telah melakukan berbagai upaya kolaboratif dengan sektor swasta, masyarakat
sipil, dan lembaga internasional untuk mencapai tujuan pembangunan. Ini meliputi
kerjasama dalam pengembangan proyek-proyek berkelanjutan, transfer teknologi, dan
pertukaran pengetahuan.

Meskipun ada kemajuan, tantangan signifikan tetap ada dalam mencapai TPB 17 di
Indonesia. Beberapa tantangan meliputi kesenjangan dalam akses ke sumber daya dan
teknologi, keterbatasan kapasitas lembaga, serta kurangnya sumber daya keuangan untuk
mendukung pelaksanaan program-program pembangunan berkelanjutan.

Skor Stagnan menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam pencapaian TPB 17
di Indonesia, skor yang telah dicapai masih belum mencukupi untuk mencapai tingkat
yang diperlukan secara menyeluruh. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat
kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan transfer teknologi dan
pengetahuan, serta meningkatkan akses terhadap sumber daya keuangan.
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2.1.5 Analisis Permasalahan Lingkungan Global

Triple Planetary Crisis merujuk pada tiga isu utama yang saling terkait dan sedang
dihadapi oleh umat manusia saat ini, yaitu perubahan iklim, polusi, dan kerugian
keanekaragaman hayati. Ketiga isu ini memiliki penyebab dan dampaknya yang
signifikan terhadap kondisi lingkungan kita. Untuk mencapai masa depan yang
berkelanjutan dan layak bagi planet ini, setiap isu tersebut perlu ditangani secara serius
dan solutif.

Perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas
manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Dampaknya termasuk
peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca yang ekstrim, naiknya permukaan air laut,
dan ancaman terhadap kehidupan manusia serta ekosistem.

Polusi meliputi pencemaran udara, air, dan tanah akibat emisi industri, limbah domestik,
serta penggunaan bahan kimia berbahaya. Polusi berdampak negatif pada kesehatan
manusia, kehidupan air dan daratan, serta keberlanjutan ekosistem.

Kerugian keanekaragaman hayati terjadi akibat perusakan habitat alami, perburuan liar,
deforestasi, dan perubahan iklim. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem,
kepunahan spesies, dan ketidakseimbangan ekosistem yang dapat mengganggu
kehidupan manusia.

a. Perubahan iklim

Berdasarkan WMO Annual Report (GADCU) (2023), suhu dekat permukaan pada tahun
2022 menunjukkan pola campuran yang didominasi oleh wilayah tropis Timur yang lebih
dingin di Pasifik, konsisten dengan kondisi La Nifia, dan sebagian besar anomali yang lebih
hangat di Eurasia. Selama tahun 2018-2022, selain di Kanada tengah, anomali mendekati
nol atau positif di seluruh dunia. Anomali hangat terbesar terjadi pada garis lintang tinggi
di Belahan Bumi Utara, terutama Kutub Utara, dan umumnya lebih besar di daratan
daripada di lautan. Pada tahun 2022 dan dalam lima tahun terakhir, tekanan permukaan
laut sangat rendah di Antartika. Aleutian Low untuk 2018-2022 sangat lemah, sejalan
dengan kondisi La Nifia yang berkepanjangan.

Dalam laporan yang sama, terlihat bahwa selama 2018-2022, sebagian Asia, Amerika
Utara bagian tenggara, Amerika Selatan bagian timur laut, dan Sahel Afrika lebih basah
dari rata-rata, dan Afrika bagian selatan, Australia, Amerika Selatan bagian selatan, dan
Eropa Barat dan sebagian Amerika Utara lebih kering dari rata-rata. Anomali ini umumnya
juga hadir untuk tahun 2022, meskipun kurang jelas, dengan pengecualian Australia timur
yang memiliki kondisi curah hujan diatas rata-rata di wilayah yang menyebar luas.
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Sumber: WMO Annual Report (2023)

Gambar 2.47 Suhu Rata-Rata Tahunan yang Teramati di Dekat Permukaan (°C, atas),
tekanan (hPa, tengah) dan curah hujan (mm/hari,bawah) Anomali Relatif terhadap

1991-2020.

Untuk rata-rata bulan Mei hingga September, prediksi pola suhu selama tahun 2023-2027
menunjukkan probabilitas tinggi suhu di atas rata-rata dibandingkan periode 1991-2020,
hampir di seluruh tempat, dengan peningkatan pemanasan terutama di daratan. Pada
musim yang sama, tekanan permukaan laut diperkirakan rendah secara anomali di sekitar
wilayah Mediterania dan negara-negara terdekatnya, sementara tinggi secara anomali di
atas wilayah benua maritim dan negara-negara sekitarnya. Tingkat kepercayaan
perhitungan untuk sebagian besar wilayah ini adalah sedang. Prediksi curah hujan
menunjukkan anomali basah di daerah Sahel, Eropa utara, Alaska, dan utara Siberia,
sementara untuk musim yang sama terdapat anomali kering di wilayah Amazon dan
bagian barat Australia. Tingkat kepercayaan perhitungan untuk sebagian besar wilayah ini

adalah rendah hingga sedang.
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Ensemble mean forecast MJJAS 2023-2027 Probability of above average
near-surface temperature near-surface temperature

-3 -1 0.0 1 3 0.1 0.2 0.3 04 05 0.6 0.7 0.8 0.9
Anomalies from 1991-2020 (*C)

sea-level pressure sea-level pressure

2 0.5 0.0 0.5 2 0.1 02 03 04 05 06 0.7 0.8 09
Anomalies from 1991-2020 (hPa)

precipitation

0.4 -0.1 -0.02 002 01 04

0.7 0.2 0.05 00 005 02 0.7 0.1 0.2 0.3 04 05 0.6 0.7 0.8 0.9
Anomalies from 1991-2020 (mm/day)

Sumber: WMO Annual Report (2023)

Gambar 2.48 Prediksi anomali Mei hingga September 2023-2027 relatif terhadap 1991-
2020. WMO Annual Report (2023)

Dengan pemanasan global yang semakin meningkat, setiap wilayah diproyeksikan akan
semakin mengalami beberapa perubahan dalam dampak iklim. Meningkatnya suhu panas
dan berkurangnya kejadian iklim dingin, seperti suhu ekstrim, diproyeksikan terjadi di
semua wilayah (kepercayaan tinggi). Pada pemanasan global sebesar 1,5°C, intensitas
curah hujan dan peristiwa banjir akan meningkat dan menjadi lebih sering terjadi di
sebagian besar wilayah di Afrika, Asia (kepercayaan tinggi), Amerika Utara (kepercayaan

sedang hingga tinggi), dan Eropa (kepercayaan sedang).

Pada suhu pemanasan 2°C atau lebih tinggi, perubahan ini akan meluas ke lebih banyak
wilayah dan/atau menjadi lebih signifikan (keyakinan tinggi), serta kekeringan di sektor
pertanian dan ekologi yang lebih sering dan/atau parah diproyeksikan terjadi di Eropa,
Afrika, Australasia, dan Amerika Utara, Tengah, serta Selatan (kepercayaan sedang hingga

tinggi).

Daerah lain yang diproyeksikan mengalami perubahan meliputi intensifikasi siklon tropis
dan/atau badai ekstratropis (keyakinan menengah), serta peningkatan cuaca kering dan
risiko kebakaran (kepercayaan sedang hingga tinggi). Gelombang panas yang berlangsung
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lama dan kekeringan kemungkinan akan lebih sering terjadi secara bersamaan di
beberapa lokasi (kepercayaan tinggi) (IPCC, 2023).

With every increment of global warming, regional changes in mean
climate and extremes become more widespread and pronounced
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Gambar 2.49 Proyeksi perubahan dari suhu harian maksimum tahunan, kelembapan
tanah kolom total rata-rata tahunan CMIP dan curah hujan harian maksimum tahunan
pada tingkat pemanasan global 1,5°C, 2°C, 3°C, dan 4°C relatif terhadap 1850-1900

Berdasarkan Climate Science Special Report (2017) menunjukkan sejarah tahunan dan
kisaran emisi karbon masa depan yang masuk akal dalam satuan gigaton karbon (GtC) per
tahun (kiri) dan pengamatan sejarah dan perubahan suhu masa depan yang akan
menghasilkan serangkaian skenario masa depan relatif terhadap tahun 1901 Rata-rata -
1960, berdasarkan perkiraan pusat (garis) dan rentang (area yang diarsir, dua standar
deviasi) seperti yang disimulasikan oleh rangkaian lengkap model iklim global CMIP5
(kanan). Pada tahun 2081-2100, kisaran yang diproyeksikan dalam perubahan suhu rata-
rata global adalah 1,1°-4,3°F dalam skenario yang lebih rendah lagi (RCP2.6; 0,6°-2,4°C,
hijau), 2,4°-5,9°F dalam skenario yang lebih rendah (RCP4.5; 1.3°-3.3°C, biru), 3.0°-6.8°F
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dalam skenario menengah-tinggi (RCP6.0; 1.6°-3.8°C, tidak ditampilkan) dan 5.0°-10.2°F
di bawah skenario yang lebih tinggi (RCP8.5; 2.8°-5.7°C, oranye).
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Sumber: IPCC, 2023

Gambar 2.50 Proyeksi Iklim Global

Pada kejadian perubahan iklim, tidak hanya suhu permukaan dan atmosfer di daratan saja
yang mengalami peningkatan, akan tetapi suhu di lautan juga mengalami peningkatan.
Gambar 2.52 menunjukkan anomali suhu permukaan laut (SPL) berdasarkan data
rekonstruksi SPL NOAA dari tahun 1854 sampai 2010. Dari tahun 1954 sampai 2010, suhu
permukaan laut global, SPL laut tropis, dan SPL laut Indonesia mengalami fluktuasi dari
tahun ke tahun, dan menunjukkan tren menurun hingga tahun 1905 (dengan nilai
penurunan 0-0,2°C. Namun, secara umum SPL global, daerah tropis, dan perairan
Indonesia pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari tahun 1854 ditunjukkan oleh
nilai anomali yang semakin tinggi (semakin positif).

Berdasarkan Gambar 2.52, kenaikan SPL di Perairan Indonesia (90°BT sampai 150°BT
dan 15°LS sampai 15°LU) mengikuti pola tren kenaikan global. Tetapi, tingkat kenaikan
SPL di perairan Indonesia lebih tinggi dibanding kenaikan SPL secara global dan di daerah
tropis sejak 1940. Kenaikan SPL yang terjadi mencapai 0,78 + 0,18°C selama abad ke-20.
Dengan kata lain, tingkat kenaikan SPL semakin tinggi seiring waktu, dengan tingkat
kenaikan SPL global mencapai 0,7°C/abad sejak tahun 1900.
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Gambar 2.51 Dinamika Tren Perubahan SPL Global, Lautan Tropis, dan Regional
berdasarkan Rekonstruksi SPL NOAA

Distribusi spasial tingkat kenaikan SPL global beberapa dekade terakhir ditunjukkan pada
Gambar 2.53. Tingkat kenaikan SPL di bumi bagian utara lebih tinggi dibandingkan bumi
bagian selatan. SPL naik lebih dari 0,2° C/dekade di Pasifik bagian barat, Atlantik bagian
utara, dan beberapa daerah di Samudera Hindia. Tren kenaikan SPL di Samudera Pasifik
mengikuti pola dan distribusi SPL selama fase La Nifig, yang ditunjukkan dengan tingginya
SPL di Pasifik bagian barat dan rendah di sebelah timur. Hal ini dapat menunjukkan
terjadinya kenaikan frekuensi La Nifia selama beberapa dekade terakhir. Di sisi lain, tren
SPL juga menggambarkan tingginya frekuensi Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif
dibandingkan fase negatif, dengan tingginya tren kenaikan SPL di sekitar Madagaskar
dibandingkan SPL di sekitar pantai barat Sumatera.
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Sumber: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2010

Gambar 2.52 Tingkat Kenaikan SPL berdasarkan Data NOAA Ol dari Tahun 1982 Sampai
2014 dengan Resolusi Spasial 0,25°

b. Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masalah serius yang memengaruhi lingkungan dan
kesehatan manusia di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa kondisi pencemaran di
Indonesia:

1. Pencemaran Udara, pencemaran udara terjadi akibat pelepasan zat-zat
berbahaya ke atmosfer, seperti partikel debu, gas polutan, dan bahan kimia
beracun. Sumber pencemaran udara meliputi industri, kendaraan bermotor,
pembakaran biomassa, dan pembangkit listrik. Pencemaran udara dapat
menyebabkan masalah pernapasan, penyakit paru-paru, iritasi mata, dan
meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Masalah pencemaran udara di
Indonesia terutama disebabkan oleh kendaraan bermotor, pembakaran sampah
terbuka, industri, dan kebakaran hutan dan lahan. Pada beberapa kota besar
tingkat polusi udara dapat melampaui ambang batas yang aman menurut standar
kesehatan, menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan dampak negatif
kegiatan perdagangan ilegal bahan perusak ozon (BPO).

2. Pencemaran Air, pencemaran air terjadi ketika zat-zat berbahaya atau limbah
mencemari sumber air, baik sungai, danau, maupun laut. Sumber pencemaran
air termasuk limbah industri, limbah domestik, pertanian, dan pelepasan minyak
dari kapal atau kilang minyak. Pencemaran air dapat mengurangi kualitas air,
merusak ekosistem air, dan mengancam kesehatan manusia yang mengandalkan
air tersebut untuk minum atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pencemaran
air di Indonesia terjadi akibat pelepasan limbah industri, limbah domestik,
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pertanian intensif, dan pertambangan ke sungai, danau, dan laut. Banyak sungai
di Indonesia tercemar oleh limbah domestik dan limbah industri tanpa
pengolahan yang memadai. Air minum yang tercemar dapat menyebabkan
penyakit seperti diare, keracunan, dan masalah kesehatan lainnya.

3. Pencemaran Tanah, pencemaran tanah terjadi ketika zat-zat berbahaya atau
limbah mencemari tanah, baik melalui tumpahan limbah industri, limbah
pertanian, atau penggunaan bahan kimia beracun seperti pestisida. Pencemaran
tanah dapat merusak kesuburan tanah, memengaruhi pertumbuhan tanaman,
dan mengancam kehidupan mikroorganisme yang penting bagi ekosistem. Selain
itu, zat-zat berbahaya dapat meresap ke dalam sistem air tanah dan mencemari
sumber air bawah tanah. Pencemaran tanah di Indonesia terkait dengan limbah
industri, limbah pertanian, dan pertambangan. Pemakaian pestisida yang
berlebihan dan penggunaan pupuk kimia dalam pertanian dapat mencemari
tanah dan sumber air tanah. Pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan
tanah, merusak ekosistem, dan memengaruhi hasil pertanian.

4. Pencemaran Pembuangan B3, pencemaran B3 melibatkan pelepasan zat-zat
kimia beracun dan berbahaya ke lingkungan, termasuk logam berat, pestisida,
bahan kimia industri, dan limbah radioaktif. Pencemaran B3 dapat merusak
ekosistem, mencemari sumber daya air, memengaruhi kesehatan manusia, dan
menyebabkan masalah jangka panjang seperti kanker atau kelainan genetik.
Kondisi ini diakibatkan oleh terjadinya pembuangan dan pengangkutan ilegal
berbagaijenis limbah berbahaya yang bertentangan dengan Konvensi Basel 1989
tentang Pengendalian Gerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Limbah
Lainnya serta Pembuangannya.

5. Pencemaran Laut, Indonesia memiliki salah satu lautan terluas di dunia, namun
menghadapi masalah serius seperti pencemaran oleh limbah plastik, limbah
industri, dan kegiatan perikanan yang tidak berkelanjutan. Pencemaran laut
merusak ekosistem maritim, mengancam keanekaragaman hayati laut, dan dapat
berdampak pada sektor perikanan dan pariwisata.

. Keanekaragaman Hayati

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di
dunia. Namun, Indonesia saat ini menghadapi sejumlah masalah serius dalam pelestarian
keanekaragaman hayati. Berikut adalah beberapa masalah keanekaragaman hayati di
Indonesia:

1. Deforestasi, deforestasi yang luas di Indonesia merupakan ancaman besar
terhadap keanekaragaman hayati. Penebangan hutan ilegal, perluasan
perkebunan kelapa sawit, industri kayu, dan kebakaran hutan menyebabkan
hilangnya habitat alami bagi banyak spesies tumbuhan dan hewan. Hutan hujan
tropis Indonesia, termasuk Taman Nasional Tesso Nilo di Sumatera dan Taman
Nasional Gunung Leuser di Aceh, terancam oleh deforestasi yang cepat.
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Pembalakan liar dan perdagangan kayu merupakan aktivitas yang melibatkan
penebangan, pengangkutan, pembelian, atau penjualan kayu dengan melanggar
hukum nasional. Hal ini mencakup kegiatan ilegal yang sering kali dilakukan di
hutan-hutan yang dilindungi atau daerah konservasi. Meskipun ada upaya untuk
mengatasi masalah ini, saat ini belum ada kontrol internasional yang mengikat
secara luas dalam perdagangan kayu internasional, kecuali untuk spesies yang
terancam punah yang diatur oleh Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar, merupakan ancaman serius bagi
keanekaragaman hayati di Indonesia. Banyak spesies, termasuk harimau
sumatera, badak, gajah, dan orangutan, berada pada ambang kepunahan karena
perburuan yang berlebihan dan perdagangan ilegal. Organisasi kriminal sering
terlibat dalam perdagangan satwa liar, yang juga mencakup perdagangan ilegal
hasil hutan seperti kayu langka dan tanaman obat.

Perubahan Iklim, memiliki dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati di
Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan
kejadian cuaca ekstrim dapat mengganggu ekosistem alami dan memengaruhi
habitat serta migrasi spesies. Ekosistem terumbu karang dan mangrove, yang
penting bagi keanekaragaman hayati maritim, terancam oleh pemanasan global
dan kenaikan permukaan laut.

Penangkapan ikan ilegal, tidak diatur, dan tidak dilaporkan (/llegal, unregulated, and
unreported, IUU) merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrol yang
diberlakukan oleh berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional
Fisheries Management Organizations, RMFO). Praktik ini mengakibatkan tantangan
dalam mengendalikan tingkat penangkapan ikan, menjaga ukuran ikan yang
sesuai, dan mencegah penangkapan jenis ikan yang dilindungi.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan, seperti pertanian
intensif, pertambangan, dan industri kelapa sawit, juga berkontribusi terhadap
penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan penggunaan lahan untuk
kegiatan manusia sering kali menghancurkan habitat dan mengganggu
keseimbangan ekosistem.

Kurangnya Perlindungan dan Penegakan Hukum, seringkali menjadi kendala
dalam menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Terbatasnya sumber daya,
korupsi, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian
lingkungan sering kali memperburuk situasi.
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2.2 Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan yang disusun dari
beberapa sumber meliputi (1) Penjaringan isu dari berbagai pemangku kepentingan
dalam sebuah forum Focus Group Discussion (FGD) di Konsultasi Publik Pertama, (2)
Analisis kondisi wilayah tingkat nasional (3) Evaluasi hasil pencapaian RPJPN 2005-2025,
(4) Analisis pencapaian TPB/SDGs nasional, (5) Analisis permasalahan lingkungan global,
maka didapatkan isu pembangunan berkelanjutan strategis yang akan digunakan dalam
proses identifikasi KRP yang berdampak terhadap lingkungan hidup. Dapat diketahui isu
strategis yang akan dilakukan analisis selanjutnya adalah sebagai berikut:

Keterbatasan Sumber Daya Alam;
Pencemaran Lingkungan;

Energi;

Kebencanaan; dan
Sosial-Ekonomi.

uAdwbN =

Isu strategis tersebut merupakan isu yang akan diproses lebih Ilanjut dalam
penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPN 2025-2045.
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 IDENTIFIKASI KRP, ANALISIS PENGARUH
DAN ANALISIS MUATAN KLHS



IDENTIFIKASI
MUATAN KRP, ANALISIS PENGARUH,
DAN, ANALISIS MUATAN KLHS

Bab 3 akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya, yang mencakup
tiga tahapan utama dalam analisis penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045:

1. Identifikasi muatan KRP dengan potensi dampak lingkungan

2. Analisis pengaruh KRP terhadap isu pembangunan berkelanjutan strategis
3. Evaluasi KRP yang memberikan dampak terhadap lingkungan dengan
mempertimbangkan 6 (enam) muatan KLHS.

Identifikasi Muatan KRP

1. Identifikasi
muatan KRP

2. Analisis

Pengaruh KRP

Tahapan KLHS

3. Analisis Pertimbangan

6 Muatan KLHS Dinamika Sistem

RPJPN Pendekatan Indikator Kapasitas Risiko Efisiensi Adaptasi Keanekaragaman
2025-2045 integratif ~ Keberlanjutan DDDTLH Lingkungan SDA  Perubahan Iklim Hayati
Sasaran Visi 8 Misi Pembangunan 17 Arah Pembangunan
Indonesia Emas 2045 NES[E] Nasional
M [ maw
Identlflkas' Muatan KRP + Indonesia Emas 1 ® e Indonesia Emas 2 -== Indonesia Emas 4

Berdampak Lingkungan Hidup

o

Indonesia Emas 5
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Ekonomi Hijau

Hasil Analisis Pengaruh

Target Pertumbuhan
+ g

Ekonomi
Aktivitas +
/ Ekonomi
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Investasi

(hwestasi Pemerintah + ’

Pemerintah
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Bruto
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/ Teknologi

Total
Investasi

Kesehatan untuk Semua

‘Indonesia Emas 15

Lingkungan Hidup
Berkualitas

Polusi ’\ A
.O.
4 \
Tenaga Kerja + ) \
0 0 Transformasi
+ i Sosial
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Pendidikan Berkualitas  mm
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Iptek, Inovasi dan
Produktivitas Ekonomi

Indonesia Emas 17
Resiliensi terhadap Bencana
dan Perubahan Iklim

Indonesia Emas 16
Berketahanan Energi, Air,
dan Kemandirian Pangan

I Meliputi analisis terhadap :

$ _ Transformasi

= Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domes-
tik Bruto

2. Indeks Ekonomi Hijau

Kesehatan Meliputi analisis terhadap :

1. Tingkat Populasi

2. Rata-rata lama bersekolah

3. Angka Harapan Hidup

Populasi

I%

Edukasi/Pendidikan

Meliputi analisis terhadap :

1. Aspek Sumber Daya Alam

2. Aspek Kualitas Lingkungan Hidup
Ketahanan Sosial !
Budaya dan Ekologi 3- Aspek Energi

4. Aspek Kebencanaan



6 Muatan KLHS

Dalam tahapan analisis KLHS sesuai PP No. 46 Tahun 2016, 6 muatan KLHS
dipertimbangkan untuk menilai dampak KRP dalam RPJPN 2025-2045,
meliputi kapasitas lingkungan, dampak lingkungan, layanan ekosistem,
efisiensi sumber daya, adaptasi iklim, dan keanekaragaman hayati.
Faktor-faktor ini dianggap sebagai kendala dalam dinamika sistem.
Memahami interaksi kompleks antara faktor-faktor ini memungkinkan
analisis KLHS yang lebih komprehensif, menghasilkan rekomendasi kebijakan

[ 1su Pembangunan
P8  Berkelanjutan
Strategis KLHS

~

Akﬂv!las Eknnoml

&' /

Produktivitas Faktor
Total (TFP)

-

"
Targel Pertumbuhan
Konomi

yang efektif untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

1. Populasi diperkirakan mencapai 280,3 juta jiwa, memerlukan revisi KRP dengan
pendekatan skenario ambitious.

2. Rata-rata lama bersekolah adalah 9,46 tahun, dengan potensi peningkatan melalui

Transformasi perbaikan KRP.

3. Angka harapan hidup mencapai 74,4 tahun, menunjukkan potensi kesejahteraan dan
kontribusi penduduk yang lebih baik bagi pembangunan.

1. Pertumbuhan PDB tahun 2025 diperkirakan 5,32% dan tahun 2045 sekitar 4,24%,
menunjukkan tren penurunan dalam jangka panjang.

2. Green Economy Index tahun 2025 mencapai 70,80%, memerlukan revisi KRP dengan
pendekatan skenario ambitious untuk pertumbuhan yang lebih inklusif.

1. Tren suhu di Indonesia lebih rendah dibandingkan tren
suhu global.

-

1. Terjadi penurunan pada luas lahan sawah dan hutan,
yang berdampak pada ketahanan pangan dan keane-
karagaman hayati.

2. Produktivitas padi menunjukkan fluktuasi dengan
penurunan signifikan pada tahun 2028. Meskipun Indeks
Ketahanan Pangan menunjukkan peningkatan pada
tahun 2022, namun masih berada di bawah standar
global.

Aspek
2. Proyeksi menunjukkan peningkatan suhu di Indonesia, ~ Sumber Daya 3. Laju deforestasi mengalami penurunan, namun
tetapi tidak sebesar suhu rata-rata global. Alam terdapat anomali kenaikan pada periode 2036-2039.
3. Tidak ada perubahan signifikan dalam curah hujan di 4. Pulau Jawa hampir mencapai batas kapasitas dukungan
Aspek sebagian besar wilayah Indonesia dalam jangka pendek. air, sedangkan Pulau Kalimantan memiliki status belum
Kebencanaan Suhu permukaan laut (SPL) di Indonesia diperkirakan terlampaui. Pulag Sulawesi tergolong ke da.Iam status
meningkat, terutama di Laut Tiongkok Selatan dan Selat belum terlampaui, sementara Kepulauan Bali dan Nusa
Karimata. Tenggara mengalami status belum terlampaui. Sebalikn-
ya, Kepulauan Maluku dan Papua memiliki ketersediaan
4. Kenaikan tinggi permukaan laut (TML) dapat mempen- air yang memadai.
garuhi pola arus dan memperkuat erosi di wilayah pesisir. .
Salinitas permukaan laut di beberapa wilayah akan 5. Secara keseluruhan, keanekaragaman hayati mengala-
menurun. mi penurunan selama periode tersebut.
5. Tinggi gelombang di beberapa wilayah, khususnya di
Indonesia bagian timur, diperkirakan akan meningkat.
% y ! 1. Skor Lingkungan, yang mencerminkan kualitas lingkun-
6. Indeks kerentanan pesisir menunjukkan wilayah barat gan hidup, menunjukkan penurunan drastis dari 45%
Indonesia lebih rentan, dengan Pulau Sumatera memiliki pada tahun 2025 menjadi 22% pada tahun 2045.
tingkat kerentanan paling tinggi.
Aspek Kualitas 2. Beban pencemar BOD, yang menunjukkan tingkat
.. . . Lingkungan pencemaran air limbah domestik, meningkat dari 4.000
HA listrik per kapita di Indonesia diperkirakan mencapai tahun 2045.
B B WA 13242 kWh. Namun, dengan skenario BaU, konsumsi ini
A AW Jdiperkirakan meningkat eksponensial hingga 3.270,34 3. Jumlah BOD, indikator penting kualitas air, juga mening-
— kWh pada tahun 2045. kat dari 22,167,661 BOD standar/tahun pada tahun 2025
: - menjadi 24,168,000 BOD standar/tahun pada tahun 2045.
Aspek Energi 2 Bauran EBT dalam Energi Primer: Pada tahun 2025,

kontribusi EBT dalam energi primer adalah 14%. Meskipun
ada peningkatan hingga tahun 2030, persentase ini
diperkirakan menurun menjadi 13,48% pada tahun 2045.

3. Penurunan Intensitas Emisi GRK: Pada tahun 2025,
diharapkan ada penurunan intensitas emisi GRK sebesar
29,94%. Namun, pada tahun 2045, penurunan ini
diperkirakan hanya mencapai 9,62%.

4. Produksi sampah domestik nasional juga meningkat,
dari 63 juta ton/tahun pada tahun 2025 menjadi 82,2 juta
ton/tahun pada tahun 2045.

5. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan
produksi sampah domestik berkorelasi dengan peningka-
tan PDB Nasional, dengan proyeksi mencapai 0,89
kg/hari/kapita pada tahun 2045.
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BAB 3

IDENTIFIKASI MUATAN KRP, ANALISIS PENGARUH, DAN

Setelah

ANALISIS MUATAN KLHS

membahas identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan di Bab 2, bab ini

akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan KLHS yang mencakup tiga hal, yaitu:

1.

Identifikasi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan hidup, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak
potensial kebijakan, rencana, dan program terhadap lingkungan, memastikan
integrasi pertimbangan lingkungan dalam pengambilan keputusan, meningkatkan
kesadaran stakeholder tentang dampak lingkungan, serta memfasilitasi
partisipasi publik;

Analisis pengaruh antara KRP terhadap isu pembangunan berkelanjutan
strategis KLHS, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana muatan KRP
menyebabkan dampak dan resiko lingkungan hidup dan pengaruhnya terhadap
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

Analisis 6 (enam) muatan KLHS terhadap KRP berdampak lingkungan
hidup, Analisis 6 muatan KLHS terhadap KRP berdampak lingkungan hidup
bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek lingkungan yang relevan telah
dipertimbangkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Analisis ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi data terkait
keenam muatan tersebut, dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam proses
perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis ini berlaku untuk semua KRP
yang berpotensi berdampak pada lingkungan hidup, dan harus dilakukan sejak
awal proses perencanaan untuk memastikan bahwa semua dampak potensial
telah dipertimbangkan.

Setiap tahapan memiliki peran krusial dalam mempertimbangkan seluruh aspek
lingkungan selama proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Subbab berikutnya
akan menjelaskan lebih detail mengenai bagaimana tahapan-tahapan tersebut dijalankan
dan dampaknya terhadap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

3.1 Ma

teri Muatan KRP Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup

Tahap pertama dalam bab ini adalah identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan, rencana
dan/atau program (KRP) yang akan dikaji adalah muatan RPJPN 2025-2045 yang dijelaskan

melalui

5 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi pembangunan nasional,

serta 17 (tujuh belas) arah pembangunan nasional.
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3.1.1 Visi dan Misi Abadi Negara

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi
tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa.

Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3.1.2 Visi Indonesia Emas 2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional 2025-2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan
Berkelanjutan. Penentuan visi tersebut berlandaskan pada (i) kekuatan modal dasar
yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam,
dan kekuatan maritim; (i) perkembangan megatrend global; dan (iii) pencapaian
pembangunan periode sebelumnya. Penjabaran dari Visi Indonesia Emas 2045 diuraikan
lebih jelas seperti berikut:

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua
samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nusantara akan menjadi
negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan
geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Negara Berdaulat merupakan negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan
kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara di wilayahnya.

Negara Maju merupakan negara yang perekonomiannya mencapai posisi nomor lima
terbesar di dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya
Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil,
sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan
ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global, serta berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.
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Visi Indonesia Emas 2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

Negara Nusantara
Negara Kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan
nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia

. @
I X » A
3 ..I..‘ I IE- "" Ils\.
R ' 7
Berdaulat Maju Berkelanjutan
Ketahanan, Kesatuan, Berdaya, Modern, Tangguh, Lestari dan seimbang antara
Mandiri, Aman Inovatif, Adil pembangunan ekonomi, sosial

dan lingkungan

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Gambar 3.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan

dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi, yaitu:

1)

Sasaran Pertama, Pendapatan per kapita setara negara maju, sekitar
US$23.000 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia,
yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur
menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi
serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang layak (decent job)
yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah
sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan
berkurang, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja
dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol
persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan
jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk
semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu,
ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB
Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang
meningkat, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan
pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan oleh penguatan
diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif
dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu
global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
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4) Sasaran keempat, daya saing sumber daya manusia terus meningkat,
meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat
yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara
merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan
etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang
utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (Human Capital Index)
menijadi 0,73 pada tahun 2045.

5) Sasaran kelima, intensitas emisi GRK menurun menuju nol netto (net zero
emission), dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia
berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan
sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya
ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada
tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2010, dan menuju net zero emission pada
tahun 2060.

saawwiae Lima Sasaran Utama Visi

Indonesia Emas 2045

Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional
meningkat

2025 (Baseline) 2045 (Target) 2025 (Baseline) 2045 (Target)
GNI per kapita 5.500 23.000 - 30300 Global Power Index (Peringkat) 34 (2023) 15 Besar

Pendapatan per kapita setara negara maju 3

Kontributor PDB M: im (%) 16 150
Kontributor PDB Manufaktur (%) 208 280 4 Daya saing sumber daya manusia meningkat

2025 (Baseline) 2045 (Target)
Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkorang Human Capital Index (Indeks) 0,54 (2022) 935

2025 (Baseline) 2045 (Target)
Rasio Gini (Indeks) 0,377 - 0,382 0,290 - 0,320

Kontributor PDB Maritim (%) (22(?252) 285 2025 (Baseline) 2045 (Target)
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 386 935

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Gambar 3.2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

3.1.3 Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dalam Indonesia Emas 2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda)
pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

1) Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yang terdiri dari Transformasi Sosial,
Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelolg;

2) Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum,
Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan
Ekologi; dan

3) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan
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Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda
Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan.

6. Pembangunan
Kewilayahan yang
Merata dan
Berkeadilan

7. Sarana dan Prasarana
yang Berkualitas dan
Ramah Lingkungan

8. Kesinambungan
Pembangunan

1. Tranformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Transformasi Tata Kelola

Kerangka
Implem entasi
Transform asi

Transformasi Landasan
Indonesia Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan
Kepemimpinan Indonesia
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

7N
.
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023 (diolah)

Gambar 3.3 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

Kedelapan agenda tersebut selanjutnya dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah
kebijakan untuk menuju Indonesia Emas 2045 (yang kemudian disebut sebagai 17 IE).
KRP yang sudah disusun dalam dokumen RPJPN selanjutnya dirumuskan ke dalam tujuh
belas arah kebijakan. Masing-masing arah kebijakan yang termuat akan dijadikan sebagai
muatan KRP dan dilakukan pengkajian muatan KLHS dalam dokumen KLHS RPJPN 2025 -
2045. Materi muatan KRP dalam KLHS RPJPN 2025-2045 tersebut dituangkan dalam
ilustrasi berikut:
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Indonesia Emas
2 04 5 Mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat,
Maju dan Berkelanjutan

TRANSFORMASI INDONESIA

Misi 1: Transformasi Sosial Misi 2 : Transformasi Ekonomi Misi 3 : Transformasi Tata Kelola
IE 1: Kesehatan untuk Semua IE 4 : Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi IE 9 : Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi
IE 2 : Pendidikan Berkualitas yang Merata IE 5 : Penerapan Ekonomi Hijau dan Adaptif
IE 3 : Perlindungan Sosial yang Adaptif IE 6 : Transformasi Digital

IE 7 : Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
IE 8 : Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

LANDASAN TRANSFORMASI
Misi 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia Misi 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
IE 10 : Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi IE 13 : Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
Substansi IE 14 : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat
IE 11 : Stabilitas Ekonomi Makro Inklusif
IE 12 : Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan IE 15 : Lingkungan Hidup Berkualitas

IE 16 : Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
IE 17 : Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI

Misi é : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas

Misi 7 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi 8 : Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan




Tabel 3.1 Materi Muatan KRP RPJPN 2025-2045

Langkah Transformatif . . Arah (Tujuan) . 2025 2045
.. Misi Indikator .
Prioritas Pembangunan Baseline Sasaran

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) | 744 | 80,0
2. Kesehatan Ibu dan Anak:
a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 115 16
kelahiran hidup)
Kesehatan untuk b) Prevalensi Stunting (pendek dan 135 <0
semua sangat pendek) pada balita (%) ' '
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 274 76
penduduk)
4, Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial
Kesehatan (%) 980 995
15 Upaya Super Prioritas ) )
untuk Transformasi Transformasi Sosial 5. Hasil Pembelajaran
Indonesia a) Rata-rata nilai PISA
a-i Membaca 396 485
a-ii Matematika 404 490
a-iii Sains 416 487
Pendll\cjllkar; Berkualitas b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 9.46 120
yang erata di atas 15 tahun (tahun) ' '
¢) Harapan Lama Sekolah 13,37 14,81
6: Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan 3394 60,0
Tinggi (%)
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Langkah Transformatif
Prioritas

%@

Perempuan (%)

. . Arah (Tujuan) 2025 2045
Misi p
Pembangunan Baseline Sasaran
7. Persentase pekerjaan lulusan pendidikan
menengah dan tinggi yang bekerja di 61,87 75,00
bidang keahlian menengah tinggi (%)
8. Tingkat kemiskinan (%) 6,0-7,0 05-08
) ) 9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial
Perllnduﬂgén Sosial Ketenagakerjaan (%) 441 99,5
yang Adaptif
10. Persentase penyandang Disabilitas
Bekerja di Sektor Formal (%) 300 60,0
11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 20,8 28,0
12. Pengembangan Pariwisata
a) Rasio PDB Pariwisata (%) 4,5 8,0
b) Devisa Pariwisata (miliar USD) 18 100
13. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 79 11,0
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN
a) Proporsi jumlah usaha kecil dan 13 50
. . Iptek, Inovasi dan menengah (%) (2019) '
Transformasi Ekonomi o )
Produktivitas Ekonomi 29
‘ , 0 .
b) Rasio kewirausahaan (%) (Agustus 2022) 8,0
) Rasio volume usaha koperasi terhadap 1,1 100
PDB (%) (2021) '
d) Return on Asset (ROA) BUMN (%) 34 56
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,0 4,0
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 554 70,0
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Langkah Transformatif . . Arah (Tujuan) 2025 2045
A Misi X
Prioritas Pembangunan Baseline Sasaran
17. Tingkat Penguasaan IPTEK
a) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (%PDB) 0.28 2,2-23
5 P (2020) o
b) Peringkat Indeks Inovasi Global 75
(Peringkat) (2022) 30 besar
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
Penerapan Ekonomi g
. a) Indeks Ekonomi Hijau 70,80 90,65
Hijau
b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 20 70
(%)
Transformasi Digital 19. Indeks paya Saing Digital di Tingkat 5 20 Besar
Global (peringkat)
20. Biaya Logistik (% PDB) 162 9,0
- Elaya g (2019) '
Integrasi Ekonomi
Domestik dan Global 21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% 298 572
PDB) ' '
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB) 26,0 40,0
23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan
Perkotaan sebagai a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah
Pusat Pertumbuhan metropolitan terhadap nasional (%) 44,58 48,92
Ekonomi .
b) Rumah tangga dengan akses hunian 64 100

layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)
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Langkah Transformatif Misi Arah (Tujuan) 2025 2045
Prioritas Pembangunan Baseline Sasaran

24. Indeks Materi Hukum 0,25 0,49
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Regulasi dan Tata Elektronik 234 >00
Transformasi Tata Kelola Kelqla yaqg
Berintegritas dan 26. Indeks Pelayanan Publik 3,87 5,00
Adaptif
27. Anti Korupsi
. . 71,94
a) Indeks Integritas Nasional (2022) 96,98
b) Indeks Persepsi Korupsi 34 60
28. Indeks Pembangunan Hukum 0,60 0,84
' g (2021) ’
Hukum Berkeadilan, 29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman 628
Keamanan Nasional Berjalan Sendirian di Area Tempat (ZOéO) 80,0
Tangguh, dan Tinggalnya (%)
Demokrasi Substansial
) ) Sedang Tinggi
30. Indeks Demokrasi Indonesia (60-80) > 80)
o Supremasi Hukum,
5 Upaya Super Prioritas Stabilitas. dan 31. Rasio Pajak terhadap PDB (%) 10,0-12,0 18,0-20,0
untuk Landasan Pembi ! . :
TranStormasi embiayaan 32. Tingkat Inflasi (%) 2,5+1 2,041
Pembangunan o
33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan
Stabilitas Ekonomi a) Aset Perbankan/PDB (%) 66,9 200
Makro b) Aset Dana Pensiun/PDB (%) 7,6 60
c) Aset Asurani/PDB (%) 9,1 20
d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%) 57,8 120
e) Total Kredit/PDB (%) 37,8 80-90
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Langkah Transformatif
Prioritas

(13% Terdaur Ulang)

.. Arah (Tujuan) 2025 2045
Misi p
Pembangunan Baseline Sasaran
34. Inklusi Keuangan/PDB (%) 91 98
Ket h i i i 604
etanggunan 35. Asia Power Index (Diplomatic Influence) 2023 75,0-80,0
Diplomasi dan ( )
Pertahanan Berdaya 14.6
Gentar Kawasan 36. Asia Power Index (Military Capability) (202’3)7 45,0
Beragama Maslahat 37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 55,57* 68,15
dan Berkebudayaan
Maju 38. Indeks Kerukunan Umat Beragama %
(IKUB) 7519 84,20
€luarga berkualitas, 39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 2022 80,00
Kesetaraan Gender, (2022)
dan Masyarakat 0,458
Inklusif 40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (2’022) 0,15
Ketahanan Sosial Budaya '4_1'1, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman 20032% 0,75
dan Ekologi ayatl ( )
42. Kualitas Lingkungan Hidup
. ) . 72,42
Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2022) 76,12
Berkualitas T
b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi 125 70,0
Aman (%)
) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas
Pengelolaan Sampah (%) 15 90

(35% Terdaur Ulang)
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Langkah Transformatif

%@

Prioritas

Arah (Tujuan) 2025 2045
Pembangunan Baseline Sasaran
43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan
i. Ketahanan Energi
- Indeks Ketahanan Energi 661 824
Berketahanan Energi,
Air dan Kemandirian ii. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (%) 6,2 2.1
Pangan
iii. Ketahanan Air
- Kapasitas Tampungan Air (m*/kapita) 63,45 200
- Akses Rumah Tangga Perkotaan 39 100
terhadap Air Siap Minum Perpipaan
44. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung 014 011
I akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%) ' '
Resiliensi terhadap
Bencana dan 45, Persentase Penurunan Emisi GRK (%)
Perubahan Ikiim a. Kumulatif 28,12 51,51
b. Tahunan 32,65 80,98
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*Merupakan proyeksi target tahun 2025

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023
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3.2 Identifikasi Muatan KRP Berdampak Lingkungan Hidup

Bertujuan untuk Mengetahui KRP Mana yang
Perlu Dikaji Lebih Lanjut dalam KLHS

Proses |dentifikasi Muatan KRP Berdampak LH :
1. Pengkajian " - Dasar Penyusunan KRP

2. Konsep dari K

3. Muatan serta Arahan KRP

Proses Dilakukan Melalui :

1. Hasil Sintesis da

2. Diskusi Tim POK HS dengan Para Per
ingan (Kementerian/Ler

—— KRP yang Berdampak LH :
Identifikasi Muatan KRP

Berdampak Lingkungan Hidup

INDONESIA

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 3.4 Tahapan Identifikasi KRP Berdampak Lingkungan Hidup

Secara umum, proses identifikasi muatan KRP berdampak lingkungan hidup dilakukan
melalui tahap pengkajian dasar-dasar penyusunan KRP (visi, misi, tujuan, sasaran, latar
belakang), konsep dari KRP (konsep makro, desain besar, peta jalan), dan/atau muatan
serta arahan KRP (strategi, skenario, desain, struktur, teknis pelaksanaan) sesuai dengan
tingkat kemajuan penyusunan KRP pada saat mulai dilakukan KLHS. Proses penentuan
KRP dalam penyusunan KLHS RPJPN dilakukan melalui hasil sintesis dan diskusi antara
Tim POKJA KLHS dengan para Pemangku Kepentingan dalam kementerian/lembaga untuk
menentukan KRP mana saja yang berdampak dan perlu dikaji lebih lanjut dengan
mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Penurunan atau terlampauinya kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

2) Penurunan kinerja layanan jasa ekosistem.

3) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana seperti banijir, longsor,

kekeringan, atau kebakaran hutan dan lahan.

) Penurunan mutu dan ketersediaan sumber daya alam.

) Penurunan ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

6) Peningkatan kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau penurunan penghidupan sekelompok

masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat.

8) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat.

9) Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional
yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Hasil identifikasi muatan KRP berdampak lingkungan hidup yang telah melewati proses
sintesis serta kesepakatan, selanjutnya dimunculkan ke daftar KRP yang berpotensi
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memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Hal ini bentuk proses integrasi antara
KRP RPJPN 2025-2045 dengan KLHS RPJPN 2025-2045, sehingga pada pelaksanaannya
dilakukan secara bersama-sama dengan penyusunan dokumen RPJPN 2025-2045 dan
saling berkoordinasi untuk memberikan masukan dari KRP yang berdampak lingkungan
hidup. Berikut merupakan daftar KRP yang berpotensi memberikan dampak terhadap
lingkungan hidup sebagaimana disampaikan dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2 KRP Berpotensi Memberikan Dampak terhadap Lingkungan

(o | rah (Tujuan) Pembangunan | oesripsi

Indonesia Emas 1: Kesehatan untuk
semua

Indonesia Emas 2: Pendidikan Berkualitas
yang Merata

Indonesia Emas 4 : Iptek, Inovasi dan
Produktivitas Ekonomi

Indonesia Emas 5: Penerapan Ekonomi
Hijau

Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional

‘ Kajian Lingkungan Hidup Strategis
2025- 2045

Bidang prioritas ini menekankan pentingnya kesehatan
bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan tubuh
yang sehat, maka segala aktivitas akan dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan.
Indikator yang digunakan untuk menilai tingkat
keberhasilan penerapan kebijakan ini berupa usia
harapan hidup, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat
pendek) pada balita, Insidensi Tuberkulosis, dan
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan.
Bidang prioritas ini  menekankan  pentingnya
pemerataan dalam hal pendidikan yang berkualitas.
Setiap orang Indonesia  harus mendapatkan
pendidikan yang berkualitas agar pembangunan yang
dilaksanakan memiliki dasar ilmu pengetahuan dan
teknologi yang baik, dapat dapat mengikuti
perkembangan zaman, dan dapat meningkatkan
martabat bangsa di mata dunia. Indikator yang
digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan
penerapan kebijakan ini berupa rata-rata nilai PISA,
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun,
Persentase pekerjaan lulusan pendidikan menengah
dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah
tinggi, dan tingkat kemiskinan.

Bidang prioritas ini  menekankan  pentingnya
peningkatan  pemanfaatan iptek, inovasi dan
produktivitas ekonomi bagi peningkatan pendapatan
masyarakat. Dengan pemanfaatan iptek dan inovasi
yang tinggi produktivitas ekonomi akan meningkat
dengan pesat. Indikator yang digunakan untuk menilai
tingkat keberhasilan penerapan kebijakan ini berupa
rasio PDB industri, Rasio PDB Pariwisata, Proporsi PDB
Ekonomi Kreatif, dan Produktivitas UMKM, Koperasi,
BUMN, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, dan Peringkat
Indeks Inovasi Global.

Bidang prioritas ini  menekankan  pentingnya
mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dan
ramah lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan ini,
strategi kebijakan dan program yang berfokus pada
penggunaan sumber daya alam vyang efisien,
pengelolaan limbah yang baik, dan pengurangan emisi
gas rumah kaca perlu dirancang  dan
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diimplementasikan. Indikator yang digunakan untuk
menilai tingkat keberhasilan penerapan kebijakan ini
berupa Indeks Ekonomi Hijau.

Lingkungan yang sehat dan berkelanjutan menjadi
fokus utama dalam bidang prioritas ini. Kebijakan dan
program harus dirancang untuk melindungi dan
menjaga kelestarian lingkungan alam, menjaga kualitas
udara, air, dan tanah, serta mengurangi pencemaran
dan kerusakan lingkungan. Indikator yang digunakan

Indonesia Emas 15: Lingkungan Hidu
grung P untuk  menilai  tingkat keberhasilan  penerapan

Berkualitas . o
kebijakan ini berupa Indeks Pengelolaan

Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan
Hidup yang meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup,
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%), dan
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan
Sampah (%).
Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan elemen
penting dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan
dan program harus mendukung pengembangan
energi terbarukan, pengelolaan sumber daya air yang
Indonesia Emas 16: Ketahanan Energi, Air, | efisien, serta peningkatan kemandirian pangan melalui
dan Kemandirian Pangan pertanian yang berkelanjutan. Indikator  yang
digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan
penerapan kebijakan ini berupa Ketahanan Energi, Air
dan Pangan (berupa ketahanan energi, ketahanan air
dan prevalensi ketidakcukupan pangan).
Bidang prioritas ini  menekankan  pentingnya
membangun ketahanan terhadap bencana dan
perubahan iklim. Kebijakan dan program harus
difokuskan pada upaya mitigasi bencana, peningkatan
kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta
penguatan sistem peringatan dini dan manajemen
risiko bencana. Indikator yang digunakan untuk
menilai tingkat keberhasilan penerapan kebijakan ini
berupa Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat
Bencana Relatif terhadap PDB (%) dan Persentase
Penurunan Emisi GRK (%).

Indonesia Emas 17: Ketahanan Terhadap
Bencana dan Perubahan Iklim

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

3.3 Analisis Pengaruh KRP

Analisis pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup
merupakan tahapan analisis untuk mengidentifikasi skenario awal KRP terhadap
indikator-indikator keberlanjutan sehingga tidak menyebabkan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup terlampaui. Analisis pengaruh KRP dilakukan untuk
mengetahui dampak pembangunan terhadap lingkungan. Pada penyusunan KLHS
RPJPN 2025-2045, analisis pengaruh dilakukan melalui pendekatan integratif, yaitu adanya
integrasi antara KRP RPJPN 2025-2045 dengan KRP hasil rekomendasi KLHS. Tahapan
integrasi tersebut dimulai semenjak proses KRP RPJPN 2025-2045 dan KLHS RPJPN 2025-
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2045 disusun, sehingga segala masukan yang terhimpun dapat diterapkan oleh masing-
masing penyusun. Berikut merupakan uraian lebih lanjut mengenai analisis pengaruh
yang terdapat pada Gambar 3.5 sebagai berikut.

_ — — — =— =— — — Dinamika Sistem |
e
/7
/ Integratifdan
Kontinu
/
|
|
I
| Isu Pembangunan
6 Muatan KLHS » Berkelanjutan
| Strategis KLHS
I
|
\
\
\
N
~
S

Sumber: Paparan Bappenas, 2023

Gambar 3.5 Skema Pendekatan Integratif dan Kontinu dalam KLHS RPJPN 2025-2045

Muatan pada Gambar 3.5 menjelaskan tahapan analisis pengaruh terhadap KRP yang
mengacu pada Pasal 3 Ayat 2 dalam PP Nomor 46 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa
Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau
risiko Lingkungan Hidup meliputi: KRP pemanfaatan ruang dan/atau lahan yang ada di
daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko
Lingkungan Hidup. Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup tersebut meliputi:

1) Perubahan Iklim;

2) Kerusakan, Kemerosotan, dan/atau Kepunahan Keanekaragaman Hayati;

3) Peningkatan Intensitas dan Cakupan Wilayah Bencana Banjir, Longsor, Kekeringan,
dan/atau Kebakaran Hutan dan Lahan;

4) Penurunan Mutu dan Kelimpahan Sumber Daya Alam;

5) Peningkatan Alih Fungsi Kawasan Hutan dan/atau Lahan;

6) Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin atau Terancamnya Keberlanjutan
Penghidupan Sekelompok Masyarakat; dan/atau
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7) Peningkatan Risiko Terhadap Kesehatan dan Keselamatan Manusia.

Analisis pengaruh dalam KLHS RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan hasil kombinasi dari
proses telaah dan sintesis dari tiga komponen utama, yaitu:

1. KRP berdampak lingkungan hidup yang terdapat pada RPJPN 2025-2045.
2. Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis.
3. Analisis Enam Muatan KLHS.

Setelah diketahui KRP mana saja yang memberikan dampak terhadap lingkungan,
dilakukan proses uji silang antara KRP dengan Isu PB strategis serta
pertimbangan dari 6 muatan KLHS yang bertujuan untuk mengidentifikasi muatan
kebijakan yang memberikan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan. Fokus utama
dari analisis ini adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional melalui
pendekatan green economy, ekonomi inklusif, dan ekonomi sirkular yang
mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan kontinuitas
jangka panjang, sehingga akan menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara
kebijakan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Analisis yang terintegrasi dan kontinu memerlukan metode yang bersifat dinamis
dan dapat melakukan prediksi jangka panjang dari muatan KRP RPJPN 2025-2045. Oleh
karena itu, dalam proses penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045, digunakan pendekatan
dinamika sistem sebagai salah satu alat analisis sehingga dapat dibuat suatu model
yang memberikan prediksi jangka panjang tentang pengaruh KRP terhadap lingkungan
hidup. Proses pembuatan model ini tentu perlu didukung dengan penggunaan data yang
relevan agar diperoleh pemahaman tentang dampak secara langsung dan tidak langsung
dari kegiatan pembangunan terhadap aspek lingkungan hidup.

Pada tahapan awal, dilakukan telaah terhadap keterkaitan antara setiap variabel dalam
proses penyusunan RPJPN 2025-2045 yang hasilnya merupakan gambar struktur lingkar
akibat (causal loop diagram). Struktur lingkar akibat (causal loop) ditentukan dengan
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dari setiap variabel/elemen, hingga akhirnya
dihubungkan kembali ke variabel awal. Causal loop diagram (CLD) ini yang memunculkan
perilaku dinamis di dalam sistem. Ada dua jenis lingkar umpan balik yang mungkin
terdapat di dalam suatu sistem, yaitu lingkar umpan balik positif dan lingkar umpan balik
negatif. Lingkar umpan balik positif akan menghasilkan pola pertumbuhan eksponensial,
sedangkan lingkar umpan balik negatif akan menghasilkan pola-pola pencapaian tujuan.
Kombinasi keduanya akan menghasilkan bermacam-macam pola perilaku, antara lain
osilasi dan sebagainya.

Berikut merupakan gambar yang menunjukkan hubungan timbal balik (Causal Loop
Diagram) hasil sintesis dari analisis pengaruh:
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Polusi ’\
o Target Pertumbuhan

Kesehatan

Ekonomi

Aktivitas
/ Ekonomi \ o
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Tenaga Kerja O

Populasi

W,

Edukasi/Pendidikan

K Produktivitas

Faktor Total (TFP)

Investasi

Pemerintah OT
Investasi
Pemerintah x
Kapital

Teknologi

Total
Investasi

Sumber: Paparan Bappenas, 2023

Gambar 3.6 Analisis Pengaruh dalam Causal Loop Diagram

Gambar causal loop diagram tersebut memiliki berbagai variabel yang saling berpengaruh
dan memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel-variabel tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang saling terkait, yaitu kategori ekonomi,
sosial, dan lingkungan. Berikut merupakan penjabaran lebih detail yang terdapat dalam
causal loop diagram tersebut:

o Kategori Ekonomi meliputi variabel Aktivitas Ekonomi, Total Investasi, Private
Investment, Government Investment, dan Kapital. Aktivitas Ekonomi dipengaruhi
langsung oleh PDB, dan di lain pihak memengaruhi Private Investment, Government
Investment, Total Investasi, dan Kapital. Apabila PDB cenderung meningkat, maka
berpengaruh positif terhadap investasi dan modal, sehingga aktivitas ekonomijuga
akan meningkat yang menyebabkan PDB naik.

o Kategori Sosial meliputi variabel Tenaga Kerja, Populasi, Edukasi, dan Kesehatan.
Jumlah populasi memengaruhi jumlah tenaga kerja yang dapat berpengaruh
terhadap jumlah PDB, sedangkan Edukasi dan Kesehatan berpengaruh langsung
terhadap Produktivitas Faktor Total yang kemudian memengaruhi Aktivitas
Ekonomi dan PDB. Jika jumlah tenaga kerja meningkat atau populasi bertambah,
maka potensi pasar juga akan meningkat sehingga memicu peningkatan aktivitas
ekonomi. Sementara itu, tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi akan
meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga aktivitas ekonomi dan PDB juga
naik.

o Kategori Lingkungan meliputi variabel Polusi dan Energy Supply. Polusi
memengaruhi Kesehatan yang kemudian berpengaruh pada Produktivitas Faktor
Total dan Aktivitas Ekonomi, sedangkan Energy Supply memengaruhi Aktivitas
Ekonomi. Polusi yang tinggi dapat menurunkan kesehatan dan produktivitas tenaga
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kerja, sehingga berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan PDB. Sementara
itu, ketersediaan energi yang cukup dapat mendukung aktivitas ekonomi sehingga
PDB naik.

Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut membentuk model causal loop diagram
yang kompleks dan saling terkait. Naik atau turunnya salah satu variabel dapat
memengaruhi variabel lainnya dan akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi
nasional yang diwakili oleh PDB. Oleh karena itu analisis yang dilakukan disesuaikan
dengan isu strategis KLHS RPJPN diantaranya Pengaruh KRP terhadap: Daya Dukung Daya
Tampung Lingkungan Hidup; Pemanfaatan Jasa Ekosistem; Efisiensi Pemanfaatan Sumber
Daya Alam; dan Kapasitas Adaptasi Perubahan Iklim; Keanekaragaman Hayati; dan
Dampak Risiko Lingkungan Hidup.

Hasil analisis pengaruh KRP selanjutnya menjadi dasar penyusunan alternatif
rekomendasi untuk KRP yang berdampak terhadap lingkungan. Hasil tersebut dapat
memberikan gambaran serta pemahaman tentang dampak potensial pembangunan,
sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi mitigasi dan
langkah-langkah pengelolaan yang sesuai untuk mengurangi dampak negatif dan
meningkatkan manfaat positif bagi lingkungan.

Berikut merupakan muatan KRP yang berpotensi memberikan dampak dan/atau risiko

terhadap lingkungan hidup dalam penyusunan KLHS RPJPN 2025-2045:

Tabel 3.3 Materi Muatan KRP Berdampak Lingkungan Hidup

2025
Baseline

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 74,4

Arah (Tujuan)
Pembangunan
Kesehatan untuk semua

Transformasi pendidikan Berkualitas 5.Hasil Pembelajaran
Sosial yang Merata b) Rata-rata lama sekolah penduduk 9,5
usia di atas 15 tahun (tahun)
Prc!%tﬁtt'il/ri]tc;\;a;grjgmi 11. Rasio PDB Industri Pengolahan (%) 20,8
Transformasi 18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau
Ekonomi Penerapan Ekonomi a) Indeks Ekonomi Hijau 70,8
Hijau b) Porsi EBT dalam Bauran Energi
) 20
Primer (%)
41. Indeks Pengelolaan 035
Keanekaragaman Hayati (2020)
42. Kualitas Lingkungan Hidup
. ) ) 72,42
Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (2022)
Ketahanan Berkualitas b) Rumah Tangga dengan Akses s
Sosial Sanitasi Aman (%) '
Budaya dan ¢) Timbulan Sampah Terolah di 15
Ekologi Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (13% terdaur ulang)

Berketahanan Energj,
Air, dan Kemandirian
Pangan
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43. Ketahanan Energi, Air dan Pangan
a) Ketahanan Energi
i. Indeks Ketahanan Energi

ii. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

6,61

6,2
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Arah (Tujuan) 2025
Pembangunan Baseline

iii. Ketahanan Air

- Kapasitas Tampungan Air (m3/kapita) 63,45

- Akses Rumah Tangga Perkotaan

terhadap Air Siap Minum Perpipaan 39

44. Proporsi Kerugian Ekonomi
Langsung akibat Bencana Relatif 0,14
Resiliensi terhadap terhadap PDB (%)
Bencana dan

i<i 0
Perubahan Iklim 45, Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

a. Kumulatif 28,12
b. Tahunan 32,65
Sumber: Hasil Pengolahan, 2023

Setelah dihasilkan daftar KRP yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup,
maka langkah selanjutnya adalah proses sintesis yang mengaitkan antara KRP tersebut
dengan isu pembangunan berkelanjutan strategis. Hasil sintesis yang dilakukan oleh Tim
Penyusun KLHS menunjukkan bahwa terdapat 3 Kelompok Utama KRP sesuai dengan
arahan dari misi RPJPN 2025-2045, yaitu meliputi:

1. Transformasi Sosial
2. Transformasi Ekonomi
3. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketiga KRP tersebut akan dilakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan
enam (6) muatan KLHS untuk mengidentifikasi bagaimana dampak dan pengaruh yang
diberikan oleh masing-masing KRP terhadap lingkungan hidup.

3.4 Analisis 6 Muatan KLHS

Dokumen KLHS RPJPN 2025-2045 merupakan sebuah panduan strategis yang membahas
kebijakan, rencana, dan program untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen
ini, terdapat tujuh arahan utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu Indonesia Emas
1 (kesehatan untuk semua), Indonesia Emas 2 (pendidikan berkualitas yang merata),
Indonesia Emas 4 (Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi), Indonesia Emas 5
(penerapan ekonomi hijau), Indonesia Emas 15 (lingkungan hidup berkualitas), Indonesia
Emas 16 (ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan), dan Indonesia Emas 17
(ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim).

Pada subbab sebelumnya telah dilakukan identifikasi dan penentuan KRP mana yang
memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Tahapan selanjutnya adalah
melakukan pertimbangan 6 muatan KLHS sesuai dengan amanat dari PP No. 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Analisis tersebut dilakukan untuk
mengetahui dampak dari KRP vyang disusun dalam RPJPN 2025-2045 vyang
mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
2. Perkiraan mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup;
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3. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem;

4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam;

5. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim;
6. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati.

Enam Muatan KLHS pada penyusunan KLHS adalah sebagai Faktor Constraint/Kendala
dalam Dinamika Sistem. Enam Muatan KLHS membatasi laju pembangunan sehingga
berada dalam jalur dan arah yang menciptakan pembangunan berkelanjutan. Dalam
dinamika sistem, faktor-faktor constraint ini berinteraksi secara kompleks dan saling
memengaruhi. Misalnya, keterbatasan sumber daya dapat membatasi ekspansi ekonomi.
Dengan memperhatikan faktor-faktor constraint ini, KLHS akan berfungsi sebagai
environmental safeguard dan menghasilkan alternatif rekomendasi perbaikan KRP yang
lebih berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3.4.1 Hasil Analisis Pengaruh KLHS

Analisis pengaruh KLHS mempergunakan pendekatan dinamika sistem. Analisis
pengaruh KLHS merupakan analisis dampak KRP RPJPN 2025-2045 terhadap lingkungan
dan sosial dengan mempertimbangkan isu pembangunan berkelanjutan strategis dan 6
muatan KLHS.

& Isu Pembangunan
o Berkelanjutan
Strategis KLHS

!

Produktivitas Faktor Aktivitas Ekonomi

|

|

Total (TFP) |
B OX

Suplai Energi |

|

|

|

Target Pertumbuhan
Ekonomi

Total Investasi

Sumber: Hasil Analisis, 2023

Gambar 3.7 Diagram Komponen Analisis Pengaruh dalam KLHS RPJPN 2025-2045

Gambar 3.7 diatas menunjukkan hasil analisis pengaruh KLHS KRP RPJPN 2025-2045
yang digambarkan dalam komponen utama model, seperti nilai Produk Domestik Bruto,
Jumlah Penduduk, Aktivitas Ekonomi, Total Investasi, Pencemaran, Kesehatan, Tenaga
Kerja, Pendidikan dan sebagainya. Isu pembangunan berkelanjutan digunakan sebagai
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variabel tujuan/target model yang harus dicapai dan 6 muatan KLHS sebagai parameter
constraint/kendala yang harus dipenuhi seperti daya dukung dan daya tampung
lingkungan, kondisi perubahan iklim, dan sebagainya.

Analisis model KLHS untuk RPJPN 2025-2045 harus dapat menjawab tantangan masa
depan, di mana paradigma pembangunan telah mulai beralih ke arah pembangunan
berkelanjutan. Dalam pembangunan ini, fokus tidak hanya pada peningkatan laju
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan kualitas sumber daya alam agar
tidak semakin menurun. Hasil dari analisis model untuk setiap KRP menjadi dasar awal
dalam formulasi alternatif penyempurnaan dan rekomendasi terhadap KRP. Dengan
demikian, diharapkan dapat dihasilkan RPJPN yang mencerminkan dinamika
pembangunan nasional Indonesia untuk 20 tahun mendatang yang bersifat hijau, inklusif,
dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi.

3.4.2 Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengubah bentuk
struktur/tata sosial mulai dari skala nasional, masyarakat, hingga individual. Indonesia
memiliki modal, yakni kelebihan bonus demografi. Untuk menjadikan bonus demografi
tersebut menjadi kekuatan Indonesia dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045, maka
diperlukan transformasi sosial. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, aspek-aspek
seperti total populasi, angka harapan hidup, dan rata-rata lama bersekolah memainkan
peran penting dalam membentuk struktur sosial yang berkelanjutan.

Pertama-tama, total populasi memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi, air,
dan pangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan populasi yang
terkendali dan seimbang sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan energj, air, dan pangan masyarakat. Dengan
mengelola populasi secara bijaksana, Indonesia dapat memastikan adanya akses yang adil
dan berkelanjutan terhadap sumber daya penting ini, sehingga mencapai ketahanan
energi, air, dan pangan.

Selanjutnya, angka harapan hidup menjadi faktor kunci. Peningkatan angka harapan
hidup mencerminkan kemajuan dalam sektor kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.
Dengan meningkatnya angka harapan hidup, penduduk Indonesia memiliki kesempatan
yang lebih baik untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Masyarakat yang sehat
dapat berkontribusi secara optimal dalam produktivitas ekonomi dan mengelola sumber
daya secara berkelanjutan.

Selain itu, rata-rata lama bersekolah juga berperan penting dalam transformasi sosial
untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan yang berkualitas
dan merata dapat meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
pembangunan. Dengan meningkatnya rata-rata lama bersekolah, masyarakat Indonesia
dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran yang diperlukan untuk
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berpartisipasi dalam pembangunan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Transformasi sosial akan dapat memanfaatkan bonus demografi Indonesia ke arah yang
produktif. Langkah komprehensif diperlukan seperti meningkatkan kualitas pendidikan,
menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan
kualitas lingkungan hidup.
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Gambar 3.8 Causal Loop Diagram Sektor Sosial

rl’g@

Kajian Lingkungan Hidup Strategis 1 28
Rencana Pembangunan Jangan Panjang Nasional
2025- 2045




IS
1

Struktur utama dari Causal Loop Diagram Sektor Sosial terdiri dari tiga faktor kunci,
yaitu populasi, angka harapan hidup, dan lama rata-rata bersekolah. Perubahan
dalam populasi dipengaruhi oleh total kelahiran dan total kematian. Total kematian, pada
gilirannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti GNI per kapita, ketersediaan pangan,
emisi udara, dan polusi. Peningkatan GNI per kapita dapat meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk membayar layanan kesehatan, sehingga berpotensi mengurangi angka
kematian. Selain itu, ketersediaan makanan berkualitas, sehat, dan aman juga memiliki
dampak positif terhadap peningkatan angka harapan hidup dan produktivitas masyarakat.
Namun, peningkatan aktivitas ekonomi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi
udara dan polusi, yang pada akhirnya dapat mengurangi Produktivitas Faktor Total dan
mengimbangi pertumbuhan ekonomi. Dengan memahami hubungan kompleks antara
faktor-faktor ini, dapat dirumuskan kebijakan dan strategi yang tepat untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan
perlindungan lingkungan.

Sebagai upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, maka diperlukan kebijakan
dan praktik yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perlindungan
sumber daya alam dan pengembangan teknologi bersih juga menjadi faktor penting
dalam mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan
lingkungan. Dengan pendekatan yang berimbang, diharapkan dapat tercapai
pertumbuhan ekonomi inklusif, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan perlindungan
lingkungan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan manusia dan kelestarian planet kita.

Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa. Untuk
menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang, penting untuk
menjaga Total Fertility Rate (TFR) pada tingkat 2,1. TFR mengacu pada jumlah rata-rata anak
yang dilahirkan oleh setiap wanita selama masa reproduksinya.

Dengan menjaga TFR pada tingkat 2,1, artinya jumlah kelahiran seimbang dengan jumlah
kematian, sehingga pertumbuhan penduduk dapat tetap stabil. Hal ini penting untuk
menghindari tekanan berlebih pada sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur,
serta memastikan ketersediaan dan akses yang memadai terhadap layanan pendidikan,
kesehatan, dan pekerjaan.

Menjaga pertumbuhan penduduk yang seimbang juga memberikan peluang bagi
pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, ada
potensi untuk menciptakan pasar domestik yang kuat dan meningkatkan daya beli
masyarakat. Ini dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam negeri,
menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan.

Selain itu, penting untuk mendukung keluarga dalam perencanaan keluarga dan akses
yang memadai terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Edukasi mengenai pentingnya
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perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan pilihan yang tersedia dapat membantu
individu dan pasangan membuat keputusan yang sadar tentang ukuran keluarga mereka.

Dalam periode 2010-2045, menjaga jumlah penduduk Indonesia tumbuh seimbang
melalui pengendalian TFR akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengoptimalkan
potensi demografi, menciptakan ekonomi yang inklusif, dan menjaga keseimbangan
dengan sumber daya alam serta lingkungan hidup.

1. Tingkat Populasi

Penduduk adalah aset berharga bagi suatu negara, dan total populasi suatu negara
memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
bangsa secara keseluruhan. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan baik,
diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan berfokus pada kualitas hidup, lingkungan,
dan kesejahteraan sosial. Inilah sebabnya mengapa pendekatan 6 muatan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi penting.

Total Populasi

350

300

250 —_—
200
150
100
50

Juta Jiwa

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

e=== Bgseline = BalU

Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 3.9 Total Populasi

Pada tahun 2045, Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang berpotensi menjadi
tonggak keemasan bagi negara ini. Melalui analisis KLHS, negara ini akan memanfaatkan
potensi bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

Berdasarkan data populasi tahun 2025 dengan metode business as usual, diperkirakan
jumlah penduduk Indonesia mencapai 280.283.581 jiwa sehingga diperlukan perbaikan
Kebijakan Rencana Pembangunan (KRP) dengan pendekatan skenario ambitious yang
akan dikaji pada bab selanjutnya.
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2. Rata-Rata Lama Bersekolah
Pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas hidup dan
kesejahteraan suatu bangsa. Rata-rata lama bersekolah atau tingkat pendidikan
penduduk suatu negara memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan
sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Rata-Rata Lama Bersekolah

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

e=== Baseline = Bal

Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 3.10 Rata-Rata Lama Bersekolah

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, sektor pendidikan
sangat penting. Dengan memperbaiki Kebijakan Rencana Pembangunan (KRP)
menggunakan pendekatan skenario ambitious, kita dapat meningkatkan tingkat
pendidikan di Indonesia.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, rata-rata lama bersekolah di Indonesia
adalah 9,46 tahun dengan metode business as usual. Namun, dengan implementasi
perbaikan KRP vyang mengadopsi pendekatan skenario ambitious, kita dapat
meningkatkan angka ini secara signifikan.
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C. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah indikator penting yang mencerminkan tingkat kesehatan dan
kualitas hidup suatu populasi. Rata-rata lama angka harapan hidup suatu negara memiliki
hubungan yang erat dengan faktor-faktor seperti akses terhadap pelayanan kesehatan,
gaya hidup, lingkungan, dan kebijakan sosial.
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74
73

72

Tahun

71
70

69
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
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Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 3.11 Angka Harapan Hidup

Dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia, sektor kesehatan sangat
penting. Dengan memperbaiki Kebijakan Rencana Pembangunan (KRP) menggunakan
pendekatan skenario ambitious, kita dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan
meningkatkan angka harapan hidup penduduk.

Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2025 angka harapan hidup di Indonesia
diperkirakan mencapai 74,4 tahun dengan metode business as usual. Angka harapan
hidup merupakan indikator penting yang menggambarkan rata-rata umur yang
diharapkan bagi penduduk suatu negara. Dengan meningkatnya angka harapan hidup,
akan ada dampak yang signifikan pada kesejahteraan bangsa secara keseluruhan.
Penduduk akan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan potensi mereka,
berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial, serta menikmati kehidupan yang
lebih baik secara keseluruhan.

Meskipun angka tersebut mencerminkan kondisi pada tahun tersebut, perlu diingat
bahwa angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat
kemiskinan, akses terhadap pelayanan kesehatan, gaya hidup, dan faktor genetik.
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3.4.3 Transformasi Ekonomi

Transformasi sektor ekonomi menjadi langkah penting untuk pembangunan yang
berkelanjutan. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, Indonesia masih berada pada
angka 5,3 persen per tahun, angka ini secara historis dipengaruhi oleh krisis ekonomi
1998. Realitas ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan untuk
mencapai status sebagai negara berpendapatan tinggi, terutama disebabkan tingkat
produktivitas yang rendah dan belum sempurnanya transformasi struktural.

Dalam konteks transformasi ekonomi berkelanjutan, penerapan ekonomi hijau dengan
menggunakan indeks ekonomi hijau memegang peran yang sangat penting.
Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat menjadi landasan bagi pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, hal tersebut harus dijalankan dengan tetap
memperhatikan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan.

Sebagai sebuah langkah strategis, Indonesia telah mengadopsi konsep indeks ekonomi
hijau. Indeks ini berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengukur dan mengarahkan
pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan. Namun, dalam menerapkan transformasi ekonomi berkelanjutan yang
berfokus pada pertumbuhan ekonomi hijau, Indonesia menghadapi beberapa kendala.
Kendala-kendala tersebut antara lain adalah regulasi yang belum sepenuhnya
mendukung, kualitas institusi dan sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta
kebutuhan peningkatan infrastruktur. Mengatasi kendala-kendala ini adalah esensial agar
Indonesia dapat mencapai tujuan transformasi ekonomi berkelanjutan. Tujuan tersebut
sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, yang mencakup peningkatan
ketahanan energi, air, kemandirian pangan, serta perlindungan lingkungan dan
keberlanjutan sumber daya alam.
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Gambar 3.12 Causal Loop Diagram Sektor Ekonomi
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Gambar 3.12 menggambarkan CLD sektor ekonomi dalam KLHS RPJPN 2025-2045. Dari
gambar tersebut, diketahui bahwa output makroekonomi terbagi menjadi tiga sektor,
yaitu pertanian, industri, dan jasa. Output GDP dihitung dengan Fungsi Produksi Cobb-
Douglas yang memanfaatkan tenaga kerja, modal, dan Total Factor Productivity (TFP)
sebagai input. Fungsi tenaga kerja ditentukan oleh ketersediaan tenaga kerja, yang
merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi yang
diharapkan dengan stok tenaga kerja pada tahun tersebut. Jika kebutuhan tenaga kerja
melebihi stok yang ada, maka perekrutan tenaga kerja akan ditingkatkan dan durasi kerja
rata-rata akan diperpanjang. Hal serupa berlaku untuk stok modal, di mana kebutuhan
modal yang melebihi stok saat ini akan mendorong peningkatan investasi.

Total Factor Productivity (TFP) mengukur efisiensi penggunaan input dalam produksi,
dihitung dengan membagi output dengan total input yang digunakan. TFP dipengaruhi
oleh modal manusia, yang merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
tenaga kerja. Dua komponen utama modal manusia adalah pendidikan dan kesehatan,
yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja. Sebagai contoh, pekerja
yang memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan berkualitas akan lebih
produktif dan efisien. Sebaliknya, tanpa akses tersebut, produktivitas mereka mungkin
menurun, mengakibatkan TFP yang lebih rendah dan pertumbuhan ekonomiyang lambat.

Pada periode 2016-2045, Indonesia berpotensi menjadi negara berpendapatan tinggi
dengan salah satu PDB terbesar di dunia. Untuk mencapai hal ini, Indonesia harus
melanjutkan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi, memaksimalkan
kemajuan teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Diperkirakan ekonomi
Indonesia dapat tumbuh sekitar 5,7% per tahun, didorong oleh investasi, konsumsi rumah
tangga, dan ekspor yang meningkat. Reformasi struktural di berbagai sektor, seperti
perbaikan iklim investasi dan infrastruktur, menjadi kunci untuk pertumbuhan yang tinggi
dan berkelanjutan.

Dengan populasi yang besar dan mayoritas berusia muda, Indonesia memiliki potensi
tenaga kerja yang produktif. Namun, untuk mengoptimalkan bonus demografi, investasi
dalam pendidikan dan pengembangan keterampilan adalah esensial. Kemajuan teknologi,
terutama revolusi industri 4.0, akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Oleh karena
itu, Indonesia harus fokus pada inovasi, akses teknologi, dan infrastruktur digital. Daya
saing ekonomi juga esensial untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara
berpendapatan tinggi dengan salah satu PDB terbesar di dunia. Peningkatan daya saing
dapat dicapai melalui reformasi, peningkatan kualitas SDM, efisiensi sektoral, dan integrasi
ekonomi. Dengan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat,
Indonesia berpotensi mencapai status tersebut.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator penting yang mencerminkan
perkembangan ekonomi suatu negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak
berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan
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kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, relevan untuk mengaitkan pertumbuhan PDB
dengan analisis KLHS dalam upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bangsa.

Pertumbuhan Domestik Bruto
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Sumber: Simulasi Model Bappenas, 2023

Gambar 3.13 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto

Proyeksi Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada tahun 2025 dengan nilai 5,32% per
tahun dan proyeksi Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2045 dengan nilai 4,24%
per tahun menggunakan metode BaU, maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan
ekonomi akan mengalami penurunan dalam jangka panjang.

Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
seperti perubahan struktur ekonomi, perkembangan teknologi, faktor sosial dan politik,
serta dampak lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti
situasi global dan ketergantungan pada pasar luar negeri juga dapat memengaruhi
pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Dalam hal ini, proyeksi Pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada tahun 2045 dengan
metode BaU yang menunjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi perlu diwaspadai dan
dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan ekonomi di masa
depan maka diperlukan perbaikan KRP menggunakan pendekatan skenario ambitious
yang akan dikaji pada bab selanjutnya.

2. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah suatu indikator yang mengukur kinerja suatu negara dalam
mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan
berkontribusi pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan sosial.
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Gambar 3.14 Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau mencerminkan sejauh mana suatu negara Dberhasil
mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, mempromosikan praktik
ekonomi hijau, dan melindungi lingkungan. Pada tahun 2025, Indeks Ekonomi Hijau
mencapai skor 70,8 dengan metode business as usual. Namun, untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, diperlukan skenario ambitious.

3.4.4 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi menimbulkan hubungan timbal balik antara sosial
budaya dan ekologi secara seimbang. Hal ini menjadi landasan penting untuk mendukung
pencapaian tujuan pembangunan terutama sektor 1) Sumber Daya Alam, 2) Kualitas
Lingkungan Hidup, 3) Energi, dan 4) Kebencanaan.

3.4.4.1 Sumber Daya Alam

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pembahasan sektor sumber daya alam yang
berkaitan dengan tujuan "berketahanan energj, air, dan kemandirian pangan" memiliki
latar belakang yang kompleks. Energi merupakan pilar utama dalam pembangunan
ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatnya permintaan energi, terutama
dari sektor industri dan transportasi, terjadi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang
tidak dapat diperbaharui. Ini menimbulkan kerentanan terhadap fluktuasi harga dan
dampak lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, pengembangan
sumber energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi penting untuk mencapai
ketahanan energi.
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Air adalah elemen krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan air yang
memadai dan berkualitas esensial untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri.
Namun, tantangan seperti pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan iklim
mempersulit pengelolaan sumber daya air. Isu-isu seperti penurunan kualitas air, risiko
banjir dan kekeringan, serta distribusi air yang tidak merata memerlukan pendekatan
holistik. Kebijakan dan praktek pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk
perlindungan sumber air dan pengembangan infrastruktur yang memadai, menjadi
sangat penting.

Kemandirian pangan adalah tujuan utama dalam pembangunan. Dengan meningkatnya
populasi dan perubahan pola konsumsi, tantangan untuk memastikan kecukupan pangan
menjadi semakin kompleks. Kerentanan sistem pangan terhadap perubahan iklim,
penurunan produktivitas pertanian, dan ketergantungan impor menimbulkan ancaman
bagi ketahanan pangan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan
berkelanjutan, mempertahankan lahan pertanian, menerapkan praktik pertanian ramah
lingkungan, dan memperkuat ketahanan pangan lokal menjadi sangat penting.

Untuk mencapai tujuan tersebut, optimalisasi penggunaan sumber daya alam, promosi
teknologi pertanian inovatif, dan peningkatan akses petani ke pasar dan pembiayaan
pertanian menjadi krusial. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat
juga diperlukan dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung pertanian
berkelanjutan dan ketahanan pangan. Dengan demikian, sistem pangan yang
berkelanjutan, aman, bergizi, dan terjangkau dapat terwujud untuk seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan sektor sumber daya alam yang terkait dengan tujuan
"Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan" menekankan pentingnya
pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan, koordinasi antar sektor energi, air, dan pertanian diperlukan. Dengan
pendekatan berbasis ilmiah, inovasi teknologi, kebijakan yang tepat, serta partisipasi aktif
dari semua pihak, tujuan "Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan" dapat
dicapai.
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Gambar 3.15 Causal Loop Diagram Sektor Lahan
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Dalam model dinamika sistem "Sektor Lahan" ini, terdapat tiga komponen utama, yaitu
sawah, perkebunan sawit, dan kehutanan. CLD ini akan menjelaskan hubungan antara
ketiga komponen tersebut dan kaitannya dengan arah tujuan pembangunan
"Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan".

Secara umum, sawah berfungsi sebagai sumber utama pangan melalui produksi tanaman
padi. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kita perlu
memerhatikan aspek energi dan air yang berkelanjutan dalam produksi pangan. Oleh
karena itu, CLD ini akan menggambarkan beberapa faktor yang memengaruhi komponen-
komponen ini.

Pertama-tama, hubungan antara sawah dan perkebunan sawit adalah positif. Artinya,
semakin banyak lahan yang dikonversi dari sawah menjadi perkebunan sawit, semakin
sedikit lahan yang tersedia untuk produksi pangan, sehingga mengurangi kemandirian
pangan. Namun, ada juga hubungan negatif antara perkebunan sawit dan kehutanan.
Kebutuhan akan lahan perkebunan sawit yang lebih besar dapat menyebabkan
deforestasi, yang pada gilirannya mengurangi luas hutan dan keragaman hayati serta
mengancam keberlanjutan sumber daya air.

Selanjutnya, kita dapat melihat hubungan antara sawah dan kemandirian energi. Sawah
dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem energi terbarukan, seperti pembangkit
listrik tenaga matahari atau biomassa, yang dapat meningkatkan ketahanan energi.
Namun, penggunaan lahan yang berlebihan untuk energi juga dapat mengurangi lahan
yang tersedia untuk produksi pangan.

Selain itu, kehutanan juga berperan penting dalam menjaga siklus air dan memberikan
sumber daya air yang berkelanjutan. Ketika kehutanan terjaga dengan baik, siklus air tetap
berjalan dan memastikan ketersediaan air yang cukup untuk sawah dan perkebunan
sawit. Namun, deforestasi yang disebabkan oleh perluasan perkebunan sawit dapat
mengganggu siklus air dan mengurangi ketersediaan air yang dibutuhkan dalam produksi
pangan.

Dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan tersebut, tujuan pembangunan
"Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan" harus memerhatikan beberapa hal.
Pertama, perlu dilakukan kebijakan yang mempromosikan diversifikasi penggunaan lahan
untuk mengurangi konversi sawah menjadi perkebunan sawit sehingga meningkatkan
kemandirian  pangan. Kedua, penggunaan lahan vyang bijaksana  harus
mempertimbangkan produksi energi terbarukan tanpa mengorbankan luas lahan yang
diperlukan untuk produksi pangan. Ketiga, perlindungan dan pengelolaan kehutanan
harus ditingkatkan untuk menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan CLD ini, kita dapat memahami hubungan kompleks antara
komponen-komponen dalam model "Sektor Lahan" dan bagaimana hubungan ini
berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan "Berketahanan energi, air, dan
kemandirian pangan". Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, langkah-langkah
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strategis dapat diambil untuk mempromosikan pengelolaan lahan yang berkelanjutan,
menjaga ketersediaan pangan yang memadai, sumber daya energi yang berkelanjutan,
dan perlindungan sumber daya air yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

1. Analisis Sumber Daya Pangan

Analisis sumber daya pangan memberikan gambaran menyeluruh tentang status
sumberdaya pangan di Indonesia, termasuk kondisi luasan lahan sawah, produktivitas
pertanian, serta neraca penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Selain
itu analisis sumber daya pangan juga menyoroti tantangan yang dihadapi, seperti
ketimpangan akses pangan, perubahan iklim yang memengaruhi produksi pertanian,
keberlanjutan pertanian berkelanjutan, dan kebutuhan akan kebijakan pangan yang
berkelanjutan.

Melalui analisis sumber daya pangan yang komprehensif, dapat disusun kebijakan yang
memiliki landasan informasi kuat bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan
yang berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya pangan di Indonesia, dengan tujuan
untuk mencapai keberlanjutan sistem pangan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan
masyarakat secara menyeluruh.

A. Lahan Sawah

Sesuai Undang-Undang Ketahanan Pangan No.18 tahun 2012, bahwa ketahanan pangan
adalah "kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang
tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,
beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama,
keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara
berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan masyarakat.

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat
kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait
dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem
yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya meliputi
ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan.
Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem
tersebut.

Kemandirian pangan sangat bergantung pada produksi padi yang memadai, dan luas
lahan sawah yang berkurang dapat menghambat upaya mencapai tujuan ini. Kurangnya
lahan sawah dapat mengakibatkan penurunan produksi padi dan meningkatkan
ketergantungan pada impor pangan, yang dapat mengancam ketahanan pangan negara.
Lahan penghasil pangan, khususnya beras, meliputi lahan sawah, tegal, dan ladang.
Berdasarkan data statistik lahan pertanian 2015 - 2019, menunjukkan lahan pertanian
memiliki kecenderungan mengalami penurunan, seperti terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 3.4 Perkembangan Lahan Pertanian Periode 2015 - 2019 (Ha)

PertumbUhan (%)

Jenis Lahan

Sawah 8092907 | 8187734 | 8164045 | 7105145 | 7.463.948 5,0
2) Sawah 4755054 | 4782642 | 4745809 ;
Irigasi/

D)sawahNon | 5330863 | 3405002 | 3.418.236

Irigasi

Tegal/Kebun | 11.861.676 | 11.539.826 | 11.704.769 | 11.696.845 | 12.393.092 5,95
Ladang/Huma | 5190378 | 5074223 | 5248488 @ 5256324 | 5.188.658 1,29
Lahan yang

?g;f”tara 12340270 | 11.941.741 | 12.168.012 | 10.777.200 | 11.771.388 9,22
diusahakan

Sumber: Statistik Lahan Pertanian 2015-2019
Berdasarkan data dari tabel tersebut, mengindikasikan bahwa pada periode 2015 - 2019

luas lahan sawah mengalami fluktuasi, tetapi cenderung menurun, sementara itu
tegal/kebun/ lahan kering pertanian mengalami fluktuasi tetapi cenderung meningkat.

Sedangkan ladang/huma mengalami sedikit kenaikan dan lahan dalam kondisi bera
mengalami penurunan. 